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ABSTRAK 
Yusran Adrian Nisar (B111 12 313), Implementasi Convention On Biological 
Diversity 1992 pada Sektor Kelautan di Indonesia. Dibimbing oleh Maskun dan 
Birkah Latif. 
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi 
manusia yang tidak bisa dikurangi. Mempertimbangkan hal tersebut, dilakukanlah 
konsitusionalisasi hak atas lingkungan hidup kedalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 
1945. Kemudian amanat tersebut diturunkan kedalam berbagai instrumen hukum 
nasional. Selain itu, Pemerintah juga telah meratifikasi Convention on Biological 
Diversity 1992 (CBD) yang merupakan konvensi internasional yang secara khusus 
mengatur tentang keanekaragaman hayati (Kehati), termasuk keanekaragaman hayati 
di sektor kelautan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat posisi Indonesia sebagai 
salah satu megabiodiversity kelautan di dunia. Akan tetapi, lahirnya berbagai instrumen 
hukum baik pada tingkat nasional maupun internasional yang diimplementasikan di 
Indonesia belum cukup untuk dapat dikatakan sebagai bentuk pemenuhan hak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebab dibutuhkan juga kesadaran tentang 
pentingnya lingkungan hidup dari seluruh stakeholder termasuk masyarakat dalam 
pemenuhan hak tersebut, sehingga instrumen-instrumen hukum yang pro-lingkungan 
dapat berkembang serta mendorong aparatur negara dalam penegakan hukum bidang 
lingkungan hidup, termasuk dalam hal ini perihal implementasi CBD. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan CBD  pada sektor 
kelautan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui 
pelaksanaan CBD 1992 pada sektor kelautan melalui sistem kelembagaan di Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data primer dan data 
sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui metode wawancara dan studi 
kepustakaan yang kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa 
secara umum implementasi CBD sudah proporsional dibuktikan dengan (1) sudah 
banyaknya lahir peraturan perundang-undangan nasional terkait kehati, namun 
memang masih banyak memerlukan peraturan turunan dan pelaksanaan dalam konteks 
pengelolaan kehati kekinian dan harmonisasi antara instrumen hukum terkait kehati 
yang sesuai dengan tantangan saat ini, termasuk pada sektor kelautan; serta (2) lembaga 
perihal pengelolaan kehati sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan CBD sudah semakin 
berkembang. Walaupun demikian, ternyata hingga saat ini Balai kliring kehati (BK 
Kehati) belum terbentuk. Padahal BK Kehati merupakan salah satu mandat CBD dan 
pumpunan kegiatan nasional (national focal point) dalam pengelolaan kehati. 
Kemudian di sektor teknis khusus di kelautan, diperlukan koordinasi dan harmonisasi 
kelembagaan yang baik yang ditopang dengan kesadaran dan keseriusan serta 
kekonsistenan kelembagaan. 
Kata kunci: CBD, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Kehati, 
Sektor Kelautan.  
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ABSTRACT 
Yusran Adrian Nisar (B111 12 313), The Implementation of Convention on 
Biological Diversity 1992 on Marine Sector in Indonesia. Supervised by Maskun 
and Birkah Latif. 
The rights to a good and healthy environment is part of human rights that is not 
negotiable. Taking it into account, the Indonesian Government constitutionalize those 
rights through the Constitution of Indonesia 1945 in article 24H (1).  In further 
implementation, various national legal instruments are established as the derivative of 
the constitution’s mandate. Moreover, the Indonesian Government also has ratified The 
Convention on Biological Diversity 1992 (CBD) which is an international convention 
that particularly regulates regarding biodiversity, including marine biodiversity. 
Reflecting the position of Indonesia as one of mega-diversity in marine sector, thus it 
becomes a very important issue. However, the establishment of various legal 
instruments both at national and international level that are implemented in Indonesia 
not adequate yet to be recognized as the compliance of the citizen’s rights to 
environment. Therefore, it requires an awareness of the entire stakeholders including 
the society itself concerning the importance of environment to sustain the human life. 
The legal environmental instruments also can be fostered and encourage the state 
apparatus to uphold the environmental law as well, including the implementation of 
CBD. 
The aim of this research is to find out the implementation of CBD within the 
national legislation and institutional system in marine sector of Indonesia. This is a 
normative research that use primary and secondary data. The data is collected through 
interview method and literature study which is analyzed qualitatively and presented 
descriptively. 
The result of this research shows that the implementation of CBD is already 
proportional which is proved by (1) there already many rules related to biodiversity are 
established, however, it still requires derivative regulations as the implementation of 
CBD pertaining the context of contemporary biodiversity management and 
harmonization between the legal instruments that appropriate with the current 
challenge, including in marine sector; and (2) The institutional system related to 
biodiversity management in accordance with the need of implementing CBD is 
developing progressively. Nevertheless it is undeniable fact that the biodiversity 
clearing house has not been established yet whereas it is the focal point of biodiversity 
management and mandated by CBD. In addition, the technical institutions require a 
good institutional coordination and harmonization which is supported by an awareness, 
seriousness and consistency in managing the biodiversity, particularly in marine sector.       
Keywords: CBD, Rights to a Good and Healthy Environment, Biodiversity, 
Marine Sector. 
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BAB I  
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi 
manusia. Selain sebagai hak asasi, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga 
sekaligus merupakan hak konstitusional bagi Warga Negara Republik Indonesia (NRI). 
Hal itu ditandai dengan dilakukannya konstitusionalisasi lingkungan hidup terhadap 
konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
(UUD NRI 1945) sebagai hak asasi manusia melalui amandemen. Sehingga Pasal 28H 
ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas mengakui hak tersebut. Hak tersebut bahkan 
dikaitkan dengan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta hak 
memperoleh pelayanan kesehatan.1 
Pasal 33 UUD NRI 1945 selain menegaskan perihal kedaulatan negara atas 
sumber daya alamnya, seakan kembali menegaskan pula perihal hak asasi bagi Warga 
NRI atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai suatu sumber daya alam 
penunjang kehidupan manusia. Contoh saja Pasal 33 ayat (2) bahwa cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara, ayat (3) bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
                                                             
1 Anshari Thayib dkk, 2005, Hak Atas Lingkungan Hidup (sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM dalam 
Instrumen Nasional), Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat, Hlm. 1. 
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rakyat, kemudian diikuti dengan ayat (4) bahwa penyelenggaraan perekonomian 
nasional haruslah berwawasan lingkungan. Hal ini menunjukkan dengan jelas 
bagaimana cita-cita perumus konstitusi untuk memenuhi hak warga NRI atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebab lingkungan hidup sebagai sumber daya 
alam memiliki nilai yang berkaitan dengan aspek kesehatan, kesejahteraan, dan 
ketenteraman manusia, sehingga dijadikan sebagai hak asasi yang sangat penting dalam 
menunjang kehidupan manusia. 
Ketika sebuah hak asasi diakui oleh konstitusi, berarti pemerintah mempunyai 
amanat untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya (Pasal 71 dan 
Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) melalui 
langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, sosial, politik, ekomomi, 
pertahanan keamanan dan bidang lainnya, artinya, dalam menetapkan kebijakan dan 
tindakan di bidang lingkungan hidup, serta tindakan pemerintahan dan pembangunan 
lainnya haruslah tunduk pada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat, tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk 
undang-undang (UU) ataupun peraturan di bawah uu yang bertentangan dengan 
ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan hidup atau dengan kata lain ada 
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang berbasis 
hak asasi manusia2 yang diakui secara konstitusional melalui UUD NRI 1945 sebagai 
hukum tertinggi.  
                                                             
2 Ibid., Hlm. 1.  
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Sebelum dilakukannya konstitusionalisasi lingkungan hidup, hak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat mula-mula tercermin dalam UU No. 4 Tahun 
1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH), kemudian digantikan dengan UU No. 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan pada akhirnya 
disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup (UUPPLH) yang dinilai sebagai payung hukum (umbrella 
act/kadarwet) sebagai konsekuensi dari konstitusionalisasi lingkungan hidup. 
Sehingga setiap penyusunan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal 
maupun horizontal ke bawah haruslah berwawasan lingkungan sebagaimana yang 
ditegaskan dalam UUPPLH.3  
Pada dasarnya konferensi internasional tentang lingkungan hidup di 
Stockholm, Swedia pada tahun 1972 yang untuk pertama kalinya diadakan merupakan 
momentum yang memicu kesadaran masyarakat internasional perihal pentingnya 
menjaga lingkungan hidup untuk kepentingan umat manusia, dilanjutkan dengan 
konferensi kingkat tinggi (KTT) lingkungan hidup lainnya hingga menghasilkan 
berbagai instrumen hukum internasional mengenai perlindungan terhadap lingkungan 
hidup, kemudian diikuti dengan langkah maju dari Indonesia yang melakukan 
konstitusionalisasi lingkungan hidup terhadap konstitusinya.  
Convention on Biological Diversity 1992 (CBD) merupakan salah satu 
instrumen hukum internasional yang lahir dari konferensi internasional yang digelar di 
                                                             
3 Lihat Pasal (44) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
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Rio Janeiro pada tahun 1992. CBD memberi perhatian khusus terhadap 
keanekaragaman hayati (selanjutnya disebut kehati) yang dianggap sangat strategis 
dalam memberi perlindungan sehingga CBD merupakan perjanjian multilateral yang 
tidak diragukan lagi paling banyak diterima oleh masyarakat internasional. Sebanyak 
193 negara yang merupakan negara peserta dalam konvensi tersebut membuktikan 
betapa pentingnya peran CBD dalam perlindungan kehati secara global maupun 
sektoral, serta dalam hal perlindungan kedaulatan suatu negara atas sumber daya alam 
yang dimilikinya di dalam yurisdiksinya. 
 Peran tersebut dideskripsikan dengan jelas pada Pasal satu tentang sasaran 
CBD, yaitu menyangkut konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap 
komponen-komponen kehati, pembagian keuntungan yang adil dan merata dalam 
pemanfaatan sumberdaya genetik sebagai salah satu komponen kehati, termasuk 
perihal akses terhadap sumberdaya genetik tersebut, transfer teknolgi yang relevan 
serta perihal pembiayaan terkait hal tersebut, dengan mempertimbangkan kedaulatan 
negara atas semua sumber daya alam yang dimilikinya termasuk terknologi 
penemuannya.4  
Kehati sebagai salah satu aspek lingkungan hidup merupakan penunjang 
kehidupan manusia. Berkaca pada hal tersebut, sangat patut disyukuri bahwa Indonesia 
merupakan salah satu negara yang dipercaya sebagai pusat kehati dunia. Dalam 
dokumen Biodiversity Action Plan For Indonesia oleh Bappenas pada tahun 1991 
                                                             
4 Lihat Pasal 1 Convention on Biological Diversity 1992 (CBD). 
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menuliskan bahwa hutan tropika Indonesia adalah merupakan sumber terbesar 
keanekaragaman jenis-jenis palm, mengandung lebih dari 400 spesies meranti-
merantian dari family dipterocarpaceae (yang merupakan jenis kayu pertukangan 
paling komersil di Asia Tenggara) dan diperkirakan menyimpan 25.000 spesies 
tumbuhan berbunga. Tingkatan Indonesia untuk keragaman jenis mamalia adalah 
tertinggi di dunia (515 spesies, diantaranya 36 endemis), terkaya untuk keragaman jenis 
kupu-kupu ekor walet dari family papilionidae (121 spesies, 44% endemis), terbesar 
ketiga untuk keragaman reptilian (lebih dari 600 spesies), terbesar keempat untuk jenis 
burung (1519 spesies, 28% endemis), terbesar kelima untuk jenis amphibi (270 spesies) 
dan ke tujuh di dunia untuk tumbuhan berbunga.5  
Di laut pun Indonesia kaya akan kehati, ditandai dengan kedudukan Indonesia 
sebagai Negara Kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, dengan 17.504 pulau 
yang dimilikinya.6 Garis pantainya mencapai 95.181 kilometer persegi, terpanjang di 
dunia setelah Kanada, Amerika Serikat dan Rusia. Enam puluh lima persen dari total 
497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berada di pesisir.7  
Terkhusus pada sektor laut, perlu diketahui bahwa 70% permukaan bumi adalah 
laut, sehingga laut merupakan komponen utama dari lingkungan hidup. Laut 
                                                             
5 Anonim, Konservasi Keanekaragaman hayati, http://adf.ly/1YOWW9 diakses pada 25 November 2015 
pukul 03:53. 
6 Akhmad Fauzi, 2005, Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu Sintesisi dan Gagasan, Gramedia: 
Jakarta, dalam Akhmad Solihin (Dkk), Laut Dalam Indonesia Dalam Krisis, Greenpeace Southeast Asia 
(Indonesia): Jakarta, Hlm. 1. 
7 Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP), 2013, Statistik Kelautan dan Perikanan 2011, KKP: 
Jakarta, Hlm. 255. 
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memegang peran yang penting dalam Biogeochemical cycles8, dalam menjaga 
kestabilan iklim, dan dalam penyediaan sumber daya laut.9 Maka perhatian terhadap 
sektor laut semestinya memiliki porsi yang sesuai, terlebih karena wilayah perairan 
Indonesia lebih luas daripada wilayah daratannya, sehingga hal tersebut membuat 
kedudukan sektor laut Indonesia semakin penting sebagai suatu komponen utama yang 
harus diberi perhatian yang besar.  
Ditambah dengan pentingnya kekayaan yang terkandung di dalamnya yang 
dalam hal ini sumber daya hayati laut. Kehati sebagai sumber daya hayati laut 
merupakan kebutuhan dasar yang dapat menunjang kehidupan manusia sebab kehati 
menyediakan pelayanan pemeliharan yang penting bagi biosfer yang mana mendukung 
kehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya. Selain itu, kehati memiliki nilai ilmu 
pengetahuan yang dapat dipertimbangkan, ibaratnya seluruh makhluk hidup 
merupakan perpustakaan genetik yang merekam kejadian evolusi di bumi ini. Selain 
itu, kehati juga memiliki nilai etika dan estetika yang tak dapat tergantikan.10 
Membahas tentang kekayaan kehati di laut, Indonesia sebagai archipelagic 
state terbesar di dunia memiliki terumbu karang di kawasan coral triangle yang 
                                                             
8 Siklus biokimia dapat didefinisikan sebagai salah satu jalur sirkulasi alam melalui atmosfer, hidrosfer, 
dan biosfer dari unsur-unsur penting dari kehidupan. Unsur-unsur ini dalam berbagai bentuk mengalir 
dari komponen biosfer yang tak hidup (abiotik) ke komponen biosfer hidup (biotik) dan kembali ke 
abiotik lagi. Lihat Arne Winguth, 2006, Global Biogeochemical Cycles, 
www.uta.edu/faculty/awinguth/Publications/publications/2006/WinguthGBC_YEARBOOK2006.pdf, 
Hlm. 1, diakses pada tanggal 20 November pukul 20:44 WITA.  
9 United Nations Environment Programme (UNEP), 1984, Prospects For Global Ocean Pollution 
Monitoring, UNEP Regional Sea Reports and Studies No. 47, UNEP, Hlm. 1. 
10 Yoshifumi Tanaka, 2012, The International Law of The Sea, Cambridge University Press: Amerika, 
Hlm. 312. 
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merupakan salah satu yang terkaya dalam kehati di dunia, rumah bagi sekitar 590 
spesies karang keras.11 Terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat diakui para ilmuwan 
sebagai “pusat” kehati termbu karang dunia.12 Selain membawa keuntungan ekonomi, 
ekosistem terumbu karang melindungi pantai dari hantaman gelombang, sehingga 
mengurangi abrasi dan kerusakan. Terumbu karang juga berkontribusi kepada sektor 
penangkapan ikan dengan menyediakan daerah pemijahan dan asuhan, penyediaan 
makanan dan tempat berlindung beragam jenis makhluk laut.13
Indonesia mempunyai sebaran ekosistem bakau (mangrove) yang luas, bahkan 
tersebar di dunia menurut Food and Agriculture Organization (FAO). Menurut 
Spalding diperkirakan luas mangrove di Indonesia sekitar 3,189,359 hektar, hampir 
mencapai 60% luas total mangrove Asia Tenggara. Jumlah ini juga merupakan 20% 
dari total tutupan mangrove yang ada di dunia. Menurut FAO, ada 48 spesies mangrove 
di Indonesia, membuat Indonesia menjadi pusat penting kehati mangrove di dunia.14 
Indonesia juga ekosistem padang lamun15 yang diperkirakan sebesar 30,000 km2, yaitu 
                                                             
11 Lihat Veron, J.E.N, 2002, Reef Corals of the Raja Ampat Islands, Papua Province, Indonesia, Part I: 
Overview of Scleractina, dalam a Marine Rapid Assessment of the Raja Ampat Islands, Papua Province, 
Indonesia, edited by S.A. McKenna, dkk, Conversation International: Washington DC, Hlm. 26 
12 Lihat Veron, J.E.N.,L.M. dkk, 2009, Delineating the Coral Triangle, Galexa, Journal of the Coral 
Reef Studies Vol. 11,  Hlm. 95. 
13 Akhmad Solihin (Dkk), Op.Cit., Hlm. 2. 
14 Ibid. 
15 Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga yang telah menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam 
laut dangkal. Lamun berbeda dengan rumput laut (seaweed) yang dikenal juga sebagai makroalga. 
Lamun berbunga (jantan dan betina) dan berbuah di dalam air. Produksi serbuk sari dan penyerbukan 
sampai pembuahan semuanya terjadi dalam medium air laut. Lamun mempunyai akar dan rimpang 
(rhizome) yang mencengkeram dasar laut sehingga dapat membantu pertahanan pantai dari gerusan 
ombak dan gelombang. Lihat Anugerah Nontji, 2010, Saatnya Peduli Padang Lamun, 
http://www.wwf.or.id/?15721/saatnya-peduli-padang-lamun, diakses pada tanggal 23 November pukul 
21:13 WITA. 
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sekitar 13 spesies dari 60 spesies padang lamun yang ada di dunia.16 Sehingga laut 
Indonesia dipercaya sebagai pusat penting kehati laut dunia sekaligus merupakan 
penunjang kehidupan bagi jutaan ummat manusia. 
Kondisi laut secara umum tersebut, dan khusus pada wilayah Indonesia 
menimbulkan kondisi yang sangat rawan memicu konflik antar-negara sebab potensi 
sumber daya alam yang terdapat pada laut begitu berlimpah termasuk sumberdaya 
mineral yang dapat menjadi alternatif dalam mengatasi semakin langkanya sumberdaya 
mineral yang dapat dieksploitasi di daratan.  
Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Henry Kissinger17 yang 
beranggapan bahwa potensi lautan kini menjadi harapan manusia, sehingga berpotensi 
menjadi sumber konflik. Pandangan tersebut ditandai dengan munculnya beberapa 
doktrin dan prinsip yang saling bertentangan. Salah satunya adalah anggapan Arvid 
Pardo18 yang menyatakan bahwa laut harus dianggap sebagai warisan bersama umat 
manusia (Common Heritage of Mankind) yang artinya bahwa semua kekayaan alam 
yang terkandung di dalam laut harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh 
umat manusia.19 Hal tersebut didukung dengan pandangan Res Communis Omnium 
atau hak bersama seluruh umat manusia yang timbul dari sejarah penguasaan bangsa 
romawi terhadap laut tengah, di mana penggunaan laut dapat dilakukan secara bebas 
atau terbuka bagi setiap orang. Res Communis Omnium ini merupakan pandangan yang 
                                                             
16 Ibid. 
17 Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) 
18 Mantan Duta Besar (Dubes) Malta di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 
19 Syamsur Dam, 2010, Politik Kelautan, Bumi Aksara: Jakarta, Hlm. 2. 
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menjamin kepentingan umum di laut dengan kebebasan dalam penggunaannya. 
Kemudian muncul pula pandangan Res Nulllius sebagai pertentangan dari pandangan 
Res Communis Omnium yang menganggap laut tidak ada yang memiliki, oleh karena 
itu siapapun yang dapat menguasai laut dapat pula memilikinya dengan mendudukinya 
berdasarkan konsepsi Occupatio.20    
Kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk meratifikasi United Nation 
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang merupakan instrumen hukum 
internasional yang utama pada sektor kelautan melalui UU No. 17 Tahun 1985 yang 
mengakui konsep archipelagic state sehingga mendukung klaim kedaulatan Indonesia 
atas wilayah laut, termasuk juga perihal perlindungan lingkungan hidup di laut. 
Kemudian dilanjutkan dengan meratifikasi CBD yang menitikberatkan pada 
perlindungan kehati dan pemanfaatannya secara khusus dengan UU No. 5 Tahun 1994. 
Walaupun sebelumnya Indonesia telah memiliki instrumen hukum tersendiri di 
bidang konservasi, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya, CBD tetap dianggap sebagai konvensi yang sangat penting 
yang saling menunjang dengan UU tentang konservasi tersebut. Bukti pentingnya 
CBD, pada Pasal 3 CBD misalnya, dinyatakan bahwa negara-negara di dunia 
mempunyai kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya mereka sendiri adalah sesuai 
dengan kebijakan lingkungannya serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di 
                                                             
20 Mochtar Kusumaatmadja, 1978, Hukum Laut Internasional, Binacipta: Bandung, Hlm. 1-6, dalam 
Ibid, Hlm. 5. 
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negara lain,21 atau dapat dikatakan memiliki perlindungan dari ancaman internasional 
dengan mengangkat konsep kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya 
dengan diimbangi dengan kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian lingkungan 
hidup terhadap negara lain. 
Lahirnya berbagai instrumen hukum baik pada tingkat nasional maupun 
internasional yang diimplementasikan di Indonesia belum cukup untuk dapat dikatakan 
sebagai bentuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap 
warga NRI. Sebab dibutuhkan juga kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup 
dari seluruh stakeholder termasuk masyarakat dalam pemenuhan hak tersebut, 
sehingga instrumen-instrumen hukum yang pro-lingkungan dapat berkembang serta 
mendorong aparatur negara dalam penegakan hukum bidang lingkungan hidup. 
Mengingat faktor utama yang saat ini mendominasi persoalan lingkungan hidup adalah 
masalah moral, persoalan perilaku manusia yang bermula dari paradigma atau cara 
pandang.22  
Buktinya hingga saat ini sejak diratifikasinya CBD pada tahun 1994 yang 
semestinya dapat ditandai sebagai bentuk perhatian dan kesadaran akan pentingnya 
menjaga lingkungan hidup yang dalam hal ini konservasi kehati, ternyata masih saja 
ditemukan paradigma yang berpandangan sebaliknya, yaitu pandangan bahwa 
pelestarian kehati dan ekosistem adalah hal yang tidak menguntungkan sebab 
                                                             
21 Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan dalam Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan 
Hidup, PT. Refika Aditama: Bandung, Hlm. 174.  
22 A. Sony Keraf, 2010, Etika Lingkungan Hidup, Kompas Penerbit Buku: Jakarta, Hlm. 1.  
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merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi, hal itu juga diakui oleh Direktur 
Jenderal (Dirjen) Konservasi dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan bahwa kebutuhan ekonomi memang sering dipertentangkan dengan 
tindakan konservasi.23  
Akibatnya lahir berbagai perilaku manusia yang eksploitatif terhadap 
lingkungan hidup yang justru melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam 
instrumen hukum bidang lingkungan hidup yang tidak dapat dielakkan. Sehingga bumi 
dan lingkungan hidup pada akhirnya kehilangan eksistensi dan hak-haknya yang 
esensial dalam kerangka ekologi dan ekosistemnya yang bahkan manusia moderen 
telah meletakkan parameter pertumbuhan perekonomian untuk mengukur standar 
kualitas hidup dan kelayakan hidup, maka semenjak itu pula sebetulnya lingkungan 
hidup mengalami degradasi yang sangat hebat.24  
Padahal paradigma yang seperti itu justru merupakan suatu kesalahan berpikir. 
Tindakan eksploitatif tersebut yang bermaksud mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
justru hanya akan menimbulkan bencana dan merusak kualitas lingkungan hidup yang 
merupakan penunjang kehidupan bagi masyarakat, sehingga justru mengancam 
kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila yang dianut adalah paradigma bahwa 
kebutuhan ekonomi dan konservasi kehati atau pelestarian lingkungan hidup 
merupakan suatu kebutuhan integral yang tak dapat dipisahkan apalagi 
                                                             
23 Johannes Galuh Bimantara, 2016, Pelestarian Bisa Mendatangkan Manfaat Ekonomi, Kompas, 20 
Maret 2016. 
24 Muh. Aris Marfal, 2005, Moralitas Lingkungan Refleksi Kritis Atas Lingkungan Berkelanjutan, 
Wahana Hijau (WEHA) bekerja sama dengan Kreasi Wacana Yogyakarta: Yogyakarta, Hlm. 3-4. 
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dipertentangkan, justru akan menekan bencana yang merugikan serta dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan.25  
Berkaitan dengan hal tersebut Satyawan Pudyatmoko26 menerangkan bahwa 
semestinya biodiversitas dijadikan pertimbangan penting dalam pengambilan 
keputusan. Tindakan konservasi terhadap suatu ekosistem, atau habitat berbagai 
spesies bukan tentang memandang bahwa kehidupan suatu spesies lebih penting 
daripada kehidupan manusia, tetapi lebih kepada bahwa agar kelestarian suatu spesies 
sebagai organisme menunjukkan ekosistem yang sehat sehingga tetap berfungsi normal 
yang justru untuk menopang keberlanjutan hidup manusia.  
Contohnya, yang terjadi pada kehati terrestrial (daratan) perihal perbandingan 
keuntungan antara fungsi hutan dan kebun kelapa sawit yang diperoleh melalui 
pembukaan lahan hutan. Hutan alam setidaknya memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi 
pengatur, penyedia, dan ikatan budaya. Sebagai pengatur, hutan berfungsi menahan 
erosi dan mengendalikan perubahan iklim. Sebagai penyedia, hutan menghasilkan 
berbagai produk bernilai ekonomis, seperti kayu, madu, bahan obat-obatan dan lain-
lain. Hutan juga merupakan bagian dari budaya masyarakat adat tertentu, misalnya 
masyarakat Adat Ammatoa, di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sementara jika hutan 
berubah menjadi kebun kelapa sawit yang monokultur, kebun hanya mempunyai satu 
fungsi, yaitu penyedia sumber daya ekonomi, antara lain minyak sawit. Kebun tidak 
                                                             
25 Loc.Cit. 
26 Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada 
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lagi berfungsi untuk menahan erosi. Di area gambut, kebun kelapa sawit justru memicu 
penurunan muka tanah.27 
Dengan demikian, akumulasi keuntungan dari hutan yang dipertahankan 
sebenarnya lebih tinggi dibandingkan jika beralih fungsi, tetapi hal itu sulit 
tersampaikan mengingat nilai nominalnya tak langsung terlihat. Eksploitasi yang tidak 
ramah lingkungan pun terbukti menimbulkan bencana. Rudi Putra28 mengatakan 
bahwa Aceh Tamiang dilanda banjir dahsyat pada tahun 2006 akibat aktivitas 
penebangan kayu mengingat banyaknya izin hak pengusahaan hutan diberikan sejak 
tahun 1970-an hingga 2001. Bank dunia memperkirakan, kerugian akibat banjir 
sepekan itu Rp. 1,7 triliun. Jumlah itu setara empat kali Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Aceh Tamiang, yang saat itu Rp. 400 miliar setahun. Kemudian tahun lalu, 
kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan kerugian. Bank Dunia menghitung nilai 
kerugian yang mencapai 16,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 221 triliun.29  
Berbeda jika paradigma pro-lingkungan yang dianut, maka justru kehati 
tersebut dapat menjadi sumber pendapatan, contohnya jika dijadikan ekowisata. Di 
Rwanda, turis yang ingin melihat gorilla di hutan harus menganteri 6-12 bulan karena 
jumlah turis dibatasi 10-15 orang per hari. Biayanya sampai dengan 500 dollar AS (Rp. 
6,5 juta) per orang.30 Begitupun pada kehati sektor laut yang secara geografis lebih luas 
daripada kehati terrestrial di Indonesia, sehingga potensi yang dimiliki kehati sektor 
                                                             
27 Ibid. 
28 Manajer Konservasi Forum Konservasi Leusir 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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laut pun lebih besar daripada kehati terrestrial, yang secara ekologi, sosial ekonomi 
dan politik, seluruh bentuk ekosistem pesisir dan laut tersebut sangat penting karena 
memberikan jasa lingkungan (environmental services) yang besar untuk masyarakat 
Indonesia, antara lain asupan protein (hewani dan nabati), keindahan bahari, air dan 
udara bersih di kawasan pesisir dan perlindungan kawasan pantai dari ancaman 
bencana alam seperti abrasi dan tsunami.31  
Selain persoalan paradigma, persoalan implementasi suatu produk hukum juga 
tak dapat dihindari. Tidak adanya tindak lanjut seperti penerbitan peraturan pemerintah 
(pp) sebagai peraturan turunan dan pelaksanaan setelah diterbitkannya uu baru maupun 
penerbitan uu yang berkaitan setelah dilakukannya ratifikasi terhadap suatu konvensi. 
Salah satunya adalah UUPPLH yang hingga saat ini belum semua pp yang merupakan 
turunannya telah diterbitkan padahal diamanatkan agar pp yang dimaksud diterbitkan 
satu tahun setelah UUPPLH diberlakukan.32  
Begitu juga dengan persoalan tumpang tindih atau adanya disharmonisasi suatu 
produk hukum menambah masalah dalam pemenuhan suatu hak bagi masyarakat. 
Contohnya UU Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 
tentang Kehutanan dan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan yang saat ini 
digantikan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara dalam masalah penambangan di Kawasan Lindung.  
                                                             
31 Arifsyah M. Nasution, 2013, Menjaga Laut Kita, http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/menjaga-
laut-kita/blog/44245, diakses pada 2 Maret 2016 pukul 21:19 
32 Lihat UUPPLH Bab XVII Ketentuan Penutup Pasal 126. 
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Belum lagi persoalan loyalitas dan nasionalisme bagi aparatur negara yang 
sangat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan 
ditemukannya perbuatan melawan hukum dalam bidang penanaman modal asing sektor 
perikanan dalam bentuk penyalahgunaan izin (illegal license).  
Terkait hal tersebut, pada bulan Maret 2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menemukan sejumlah kejanggalan di Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara, 
Sulawesi Utara dan Maluku. Selain itu, kejanggalan ditemui di Kota Medan, Ambon, 
Bitung, dan Manado. Pada level nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
ditemukan telah mengeluarkan izin kepada 4 kapal yang tonasenya tidak sesuai dengan 
fisik kapal sesungguhnya. Seperti kapal Ulang Ulie milik PT. Arabikatama 
Khatulistiwa dengan bobot asli 60 GT namun dicatat 24 GT. Kapal S&T Samudera 
Jaya 6 milik PT. S&T Mitra Mina Industri dengan bobot asli 442 GT, tapi dicatat 398 
GT.33  
 Krisis dan penurunan lingkungan hidup yang berkepanjangan dan sangat 
signifikan merupakan konsekuensi dari permasalahan implementasi hukum dan 
kesalahan paradigma yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan 
terjadinya kehilangan kualitas lingkungan hidup yang masif dan jelas tidak dapat 
dikembalikan seperti sediakala, khususnya pada sektor laut. Semua itu dibuktikan 
dengan terjadinya degradasi yang sangat signifikan pada sumber daya hayati laut 
                                                             
33 Anonim, Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp 50 Triliun, http://www.tempo.co/ 
read/news/2011/02/18/090314482/Pencurian-Ikan-Rugikan-Negara-Rp-50-Triliun, dalam Ramlan, 
2015, Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman 
Modal Asing, Setara Press: Malang, Hlm. 7-8. 
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Indonesia, baik itu pada terumbu karang, mangrove, padang lamun, perikanan dan lain-
lain. 
Menurut world resources institute, pada tahun 2011 terdapat 139.000 km2 
kawasan wilayah laut di Indonesia.34 Pada tahun 2014 pusat penelitian oseanografi 
LIPI mengungkap bahwa 5,32% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik, 
sementara 27,20% digolongkan dalam kondisi baik, 37,42% digolongkan dalam 
kondisi cukup, dan 30,07% berada dalam kondisi buruk.35 Bahkan disebutkan setengah 
abad terakhir ini degradasi terumbu karang di Indonesia meningkat dari 10% menjadi 
50%.36 Begitu juga dengan mangrove, Indonesia sudah kehilangan sebagian besar 
mangrovenya. Sejak tahun 1982 hingga 2000, Indonesia telah kehilangan lebih dari 
setengah hutan mangrove, dari 4,2 juta hektar hingga 2 juta hektar.37  
Begitu juga dengan padang lamun, hanya saja padang lamun Indonesia masih 
kurang dipelajari dibandingkan dengan terumbu karang dan mangrove namun tetap 
dipercaya bahwa tentu telah terjadi degradasi yang besar pula sebagai akibat rusaknya 
salah satu sub-sistem pada ekosistem laut yang memiliki hubungan dan keterkaitan 
satusama lain.   
Sektor perikanan tidak ketinggalan mengalami degradasi yang terancam 
keberlanjutannya. Terdapat jurnal Science tahun 2006 yang mengungkapkan 
                                                             
34 Burke et al, 2012, Reefs At Risk, Revisited in the Coral Triangle, World Resources Institute, Hlm. 28. 
35 Puslit Oseanografi – Lipi, 2014, Kondisi Terumbu Karang di Indonesia, 
http://www.coremap.or.id/kondisi-TK/, diakses pada tanggal 26 November pukul 14:07 WITA. 
36 Burke, Selig and Spalding, 2002, Reefs at Risk in Southeast Asia, World Resources Institute, Hlm. 38. 
37 Jeremi Hance, 2010, Nasa Images Reveal Disappearing Mangroves Worldwide, 
http://news.mongabay.com/2010/1201-hance_nasa_mangroves.html, diakses pada tanggal 26 
November pukul 14: 39 WITA. 
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pernyataan yang kontroversial, pernyataan bahwa “Berakhirnya Perikanan”. Hal ini 
didasari oleh perkiraan peneliti internasional bahwa pada tahun 2048 akan terjadi 
kehancuran perikanan global.38 Meski penelitian ini menuai kritik dari peneliti lainnya, 
ancaman kelangkaan perikanan harus diakui sebagai suatu hal yang patut menjadi 
perhatian seluruh umat manusia. Dampak buruk penangkapan ikan berlebih pun sudah 
dirasakan dalam produksi tangkapan ikan laut dunia, yang puncaknya pada tahun 
1996.39 Pada tahun 2011 produksi global hanya mencapai 78,9 juta ton, lebih rendah 
di bawah angka produksi pada tahun 2007, yaitu 80,4 juta ton.40 
Indonesia sendiri mengalami ancaman krisis perikanan diakibatkan krisis ganda 
dari degradasi ekosistem kelautan. Hal tersebut ditandai dengan degradasi terumbu 
karang, hutan mangrove, dan padang lamun yang telah dipaparkan sebelumnya yang 
sebenarnya merupakan penunjang kehidupan sektor perikanan.  
Ancaman krisis perikanan tersebut pun telah dirasakan oleh para nelayan 
ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM), karena 
lokasi penangkapan ikan (Fishing Ground) yang semakin menjauh. Degradasi pada 
sektor perikanan juga terlihat dari semakin mengecilnya ukuran ikan, turunnya jumlah 
tangkapan, dan hilangnya beberapa spesies yang dulunya merupakan tangkapan utama, 
seperti yang terjadi pada cumi-cumi di Teluk Jukung, Lombok Timur.41  
                                                             
38 Worm, B., dkk , 2006, Impact of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services, Science, Vol. 314, 
Hlm. 790. 
39 Food Agricultural Organization (FAO), 2010, The State of World Fisheries and Aquaculture 2010, 
FAO: Roma, Hlm. 35. 
40 FAO, 2012, The State of World Fisheries and Aquacultre 2012, FAO: Roma, Hlm. 3. 
41 Akhmad Solihin (Dkk), Op.Cit., Hlm. 3. 
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 Sejak tahun 2011 produksi tangkapan laut sudah menembus angka 82% 
melebihi pemanfaatan optimal yang disyaratkan (maximum sustainable yield/MSY) 
80%,42 Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 
dikeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KKP) Nomor Kep. 
45/Men/2011 tentang estimasi potensi sumberdaya ikan di WPP-NRI. Keputusan ini 
memperkirakan potensi ikan sebesar 6.520.100 ton/tahun,43 dengan tingkat 
pemanfaatan pada tahun 2011 mencapai 5.345,729 ton.44 Hal ini menunjukkan indikasi 
bahwa ancaman krisis perikanan merupakan ancaman yang serius. 
Akumulasi hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehati 
masih tergolong lemah, khususnya pada sektor kelautan di Indonesia. Pada dasarnya 
ancaman bagi eksistensi kehati dapat disebabkan oleh perilaku manusia sendiri selain 
karena proses alam dan bencana alam. Munculnya trend aktivitas ilegal dalam 
memperdagangkan berbagai jenis flora dan fauna untuk kepentingan ekonomis, baik 
dalam biopiracy maupun illegal fishing, pemboman ikan, degradasi habitat (termasuk 
karena pencemaran), introduksi teknologi modern yang mengganggu stabilitas, 
keamanan, dan pengembangbiakan kehati, maupun perilaku manusia lainnya yang 
tidak ramah lingkungan yang didasari kepentingan ekonomi sebagai prioritas45 
merupakan bukti ancaman dari perilaku manusia terhadap eksistensi kehati  pada sektor 
                                                             
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 KKP, Op.Cit., Hlm. 2. 
45 A. Sony Keraf, 2010, Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global, Kanisius (Anggota IKAPI): 
Yogyakarta, Hlm. 48-49. 
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kelautan. Dilengkapi dengan persoalan pelanggaran kedaulatan yang secara umum 
terjadi terhadap negara berkembang atas sumber daya alamnya oleh negara maju 
melalui pengurasan sumber daya genetik, baik yang dilakukan secara legal maupun 
ilegal dengan pembagian keuntungan yang sangat tidak adil. 
Hal tersebut merupakan ancaman bagi warga NRI baik bagi generasi saat ini, 
terlebih bagi generasi mendatang, sebab peluang dalam pemenuhan hak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat semakin mengecil sejalan dengan degradasi 
lingkungan hidup khususnya pada sektor kelautan yang terus terjadi secara tidak 
terkendali akibat dari akumulasi permasalahan tersebut. Padahal negara telah berikrar 
melalui konstitusionalisasi lingkungan hidup untuk menjamin hak warga NRI atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bentuk hak asasi manusia. 
Oleh sebab itu dianggap perlu untuk mengetahui bagaimana komitmen negara 
dalam pemenuhan hak warga NRI atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terkhusus 
pada aspek kehati sektor kelautan di Indonesia melalui penjabaran tentang 
implementasi CBD yang merupakan salah satu instrumen hukum untuk memenuhi hak 
tersebut sebagai bentuk analisis dan evaluasi hukum, apalagi CBD merupakan 
perjanjian internasional yang telah berstatus entry into force setelah diratifikasi oleh 
Indonesia, sehingga secara sepenuhnya telah mengikat berdasarkan prinsip pacta sunt 
servanda. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan urgensi yang penulis uraikan pada latar belakang, penulis 
merumuskan dua masalah, yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan Convention on Biological Diversity 1992 pada sektor 
kelautan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan Convention on Biological Diversity 1992 pada sektor 
kelautan melalui sistem kelembagaan di Indonesia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan urgensi yang penulis uraikan pada latar belakang, maka umumnya, 
tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan terhadap 
perlindungan kehati khususnya pada sektor kelautan di Indonesia melalui implementasi 
Convention on Biological Diversity 1992 sebagai salah satu usaha dalam pemenuhan 
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga tujuan khusus dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Convention on Biological Diversity 1992 
pada sektor kelautan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; 
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Convention on Biological Diversity 
1992 pada sektor kelautan melalui sistem kelembagaan di Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat 
berkontribusi dalam memberikan pengembangan keilmuan hukum khususnya perihal 
hukum lingkungan terkait perlindungan terhadap keanekaragaman hayati melalui 
pendekatan hukum internasional sehingga dapat mendorong harapan pemenuhan hak 
atas lingkungan hidup yang dan sehat. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan 
sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti 
lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan 
keanekaragaman hayati, dan juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 
dalam penyusunan aturan atau regulasi di bidang lingkungan hidup khususnya perihal 
keanekaragaman hayati pada sektor kelautan.  
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BAB II 
  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hukum Lingkungan Internasional (International Environmental Law) 
1. Pengertian  
Ida Bagus Wyasa Putra mendefinisikan Hukum Lingkungan Internasional 
sebagai: 
“Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah, azas-azas, lembaga-
lembaga dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan.46 
Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah 
dan azas yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun kebiasaan 
internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, 
yaitu masyarakat negara-negara, termasuk subjek hukum internasional bukan negara, 
diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses 
kemasyarakatan internasional.”47  
 
Berkaitan dengan pengertian hukum lingkungan internasional Alexandre 
Kiss menyatakan: 
“International environmental law is a branch of public international law. While 
agreements devoted to aspects of environmental protection have developed their own 
particularities, the structures and norms of international law provide the basic legal 
framework for the field. Within this framework, international rules having quite varied 
objectives often need to be included as part of international environmental law, because 
they have a significant environmental impact. The first fishing treaties, for example, were 
primarily intended to prevent conflict between fishermen of different nationalities and to 
protect local economies. Fulfillment of these objectives nonetheless fostered the concept 
of sustainable exploitation, permitting the maintenance and renewal of fish stocks. 
Similarly, norms to standardize the performance of internal combustion engines, 
originally adopted by the European Union in order to facilitate trade within the region, 
have led to cleaner technology and reductions in engine noise and the emission of 
                                                             
46 Ditransformasikan oleh Ida Bagus Wyasa Putra dari definisi hukum internasional oleh Mochtar 
Kusumaatmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta: Bandung, Hlm. 7, dalam Ida Bagus 
Wyasa Putra, 2003, Hukum Lingkungan Internasional Dalam Perspektif Bisnis Internasional, Refika 
Aditama, Bandung, Hlm. 1.   
47 Ibid. 
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noxious gases. In sum, the field of international environmental law encompasses large 
arts of public international law as well as being subsumed within its basic structure.”48 
 
Bahwa pada dasarnya hukum lingkungan internasional merupakan 
fragmentasi dari hukum internasional publik. Hukum internasional publik atau 
biasanya cukup disebut juga hukum internasional merupakan kerangka dasar 
hukum dari hukum lingkungan internasional. Sebagaimana suatu perjanjian 
merupakan salah satu sumber hukum internasional, maka perjanjian pula 
merupakan salah satu sumber hukum dari hukum lingkungan internasional 
namun dalam hal ini memiliki corak tersendiri ditandai dengan semangat 
perlindungan lingkungan hidup.  
Kemudian Alexandre Kiss menambahkan bahwa sebagai contohnya 
perjanjian perikanan yang pertama, perjanjian yang utamanya ditujukan untuk 
mencegah konflik antara nelayan dari kebangsaan yang berbeda dan untuk 
melindungi perekonomian lokal, yang mana pemenuhan tujuan tersebut tetap 
mengandung konsep eksploitasi berkelanjutan yang memungkinkan 
pemeliharaan dan pembaruan stok ikan tersebut yang ada di laut yang kemudian 
membuktikan bahwa hukum lingkungan internasional merupakan fragmentasi 
atau bagian dari hukum internasional publik sebagaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya.  
  
                                                             
48 Alexandre Kiss & Dinah Shelton, 2007, Guide to International Environmental Law, Koninklijke Brill 
NV: Leiden, Belanda, Hlm. 1. 
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2. Objek Hukum Lingkungan Internasional  
Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, objek hukum internasional berdasarkan 
pendekatan hukum internasional dan ekologi, dapat diklasifikasikan atas tiga 
bagian yaitu:49  
a. Lingkungan Hidup Sebagai Bagian Wilayah Suatu Negara (under 
national jurisdiction) 
Dijelaskan bahwa sebagai bagian wilayah suatu negara, lingkungan 
hidup tunduk kepada kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara, dan karenanya 
terhadap lingkungan hidup dalam status demikian berlakulah prinsip-prinsip 
kedaulatan dan yurisdiksi negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam 
Resolusi Umum PBB No. 3281 (XXIX) tentang Charter of Economic Right 
and Duties of States bahwa: 
“Every State has and shall freely exercise full permanent sovereignty, including 
prosession, use, and disposal, over all its wealth, natural resources and economic 
activities” 
 
Namun demikian, kedaulatan suatu negara atas haknya dalam 
pemanfaatan sumber daya alamnya tersebut yang merupakan bagian 
wilayahnya tetap diimbangi dengan kewajiban untuk memastikan bahwa 
pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak menimbulkan kerugian 
terhadap negara atau pihak lain yang berada di luar dari wilayah 
yurisdiksinya. Sebagaimana yang termuat dalam prinsip 21 Deklarasi 
                                                             
49 Ida Bagus Wyasa Putra, Op.Cit., Hlm. 6-9. 
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Stockholm 1972 (Declaration of the United Nations Conference on the 
Human Environment) bahwa: 
“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the 
principles of international law the sovereign right to exploit their own natural 
recources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the 
responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not 
cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of 
national jurisdictions.” 
 
b. Lingkungan Hidup Yang Berada di Luar Wilayah Suatu Negara (beyond 
the limits of national jurisdiction) 
Lingkungan hidup yang berada di luar wilayah suatu negara baik 
karena sifatnya yang tidak mungkin dikuasai maupun karena masyarakat 
internasional menyepakati untuk tidak menempatkan kawasan-kawasan 
demikian itu sebagai bagian wilayahnya adalah seperti laut bebas (high sea) 
dan ruang angkasa (outer space).  
Terhadap kedudukan lingkungan hidup demikian itu berlakulah 
kesepakatan negara-negara, baik yang dikukuhkan melalui suatu perjanjian 
maupun yang lahir dari hukum kebiasaan internasional (international 
customary law). 
Persoalan high sea tersebut dijelaskan pada Pasal 87 UNCLOS 1982 
bahwa “The high seas are open to all States….”, kata “open to all States” 
menunjukkan bahwa high sea dapat dimanfaatkan oleh semua negara atau 
dengan kata lain tidak dapat dijadikan objek pemilikan oleh negara tertentu. 
Sementara Pasal 192 menyatakan bahwa “States have the obligation to 
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pretect and preserve the marine environment”, sebagai imbangan dari hak 
pemanfaatan tersebut. 
Kemudian persoalan outer space didasari dengan Pasal 2 Perjanjian 
Ruang Angkasa 1967 (Space Treaty 1967) yang menyatakan bahwa: 
“Outer space, including the Moon and other celestal bodies, is not subject to 
national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or 
any other means.”  
 
Kemudian diimbangi dengan Pasal 9 yang menyatakan bahwa: 
“States Parties to the Treaty shall … conduct exploration of them so to avoid their 
harmful contamination and also adverse changes in the environment of the Earth 
resulting from the introduction of extraterrestrial matter ….” 
 
c. Lingkungan Hidup Sebagai Suatu Keseluruhan (global environment) 
Sejak tahun 1970-an berkembang pandangan tentang lingkungan 
hidup, lebih tegas lagi disebutkan sebagai lingkungan hidup bumi, sebagai 
suatu keseluruhan (wholeness), yang diberi lingkungan hidup global (global 
environment). Pandangan ini memandang lingkungan hidup bumi sebagai 
suatu ekosistem besar, tempat satu-satunya dimana manusia hidup dan 
menggantungkan kehidupannya, yang keterlanjuta daya dukungnya 
tergantung kepada stabilitas kualitas elemen-elemennya. World Commission 
on Environent and Development (WCED) dalam laporan studinya diberi 
judul Our Common Future menulis permulaan laporan dengan menyatakan: 
“In the middle of the 20th century, we saw our planet from space for first tim …. 
From space, we see a small and fragile ball dominated not by human activity and 
edifice but by a pattern of clauds, oceans, greeny, and soils. … we can see and study 
the earth as an organism whose health depends on the health of all it parts.” 
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Pandangan demikian melahirkan konsep baru dalam pengaturan 
internasional perihal pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup, yang 
antara lain ditandai dengan lahirnya konsep global environment, lingkungan 
hidup sebagai warisan bersama ummat manusia (common heritage of 
mankind), lingkungan hidup sebagai objek kepentingan bersama (common 
interest), krisis global (global atau interlocking crisis), usaha bersama untuk 
mengatasi masalah lingkungan (common efforts), dan lain-lain. 
Oleh karenanya pandangan tentang konsep global environment 
semakin menguat, bahwa elemen-elemen lingkungan global pada hakikatnya 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan membentuk serta 
memengaruhi kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan, yaitu 
lingkungan hidup yang teridiri dari elemen-elemen yang berada di dalam 
wilayah suatu negara, seperti air, tanah, hutan, flora, fauna dan keragaman 
hayati, dan elemen-elemen lain yang karena sifat atau letaknya tidak dapat 
dijadikan objek pemilikan suatu negara,  seperti ozon, udara yang senantiasa 
bergerak, lapisan atmosfir, dan elemen-elemen lain yang berada di luar 
wilayah setiap negara.  
Sehingga memungkinkan gerakan-gerakan, usaha-usaha dan 
partisipasi yang bersifat internasional, yang menembus batas-batas 
kedaulatan negara, untuk bersama-sama mengatur pemanfaatan dan 
pengelolaan elemen-elemen lingkungan hidup bumi.   
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3. Subjek Hukum Lingkungan Internasional  
Berdasarkan definisi hukum lingkungan internasional yang telah 
dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum lingkungan internasional merupakan 
bagian dari hukum internasional publik, oleh karenanya hukum internasional 
merupakan kerangka dasar dari hukum lingkungan internasional. Sehingga 
subjek hukum lingkungan internasional adalah subjek hukum internasional pada 
umumnya, seperti negara-negara, organisasi-organisasi internasional, dan subjek-
subjek hukum internasional bukan negara lainnya.  
Adapun yang dimaksud bahwa hukum lingkungan internasional memiliki 
corak tersendiri, hal tersebut dideskripsikan melalui objek hukum lingkungan 
internasional yang telah dijelaskan sebelumnya.50 Sehingga dalam konteks 
hukum lingkungan internasional, ada peningkatan peran subjek-subjek bukan 
negara, terutama subjek-subjek privat yang sebenarnya tidak diterima sebagai 
subjek hukum internasional, sebab atas dasar konsep Global Environment yang 
dideskripsikan dalam objek hukum lingkungan internasional, ada pemberian 
kesempatan dan pengakuan oleh negara-negara terhadap peran subjek-subjek 
seperti itu, dan atas dasar gerakan humanisme universal yang lahir dari konsep 
Global Environment yang menempatkan manusia sebagai suatu keseluruhan atau 
mengatasnamakan keseluruhan untuk bergerak bersama-sama dalam gerakan 
                                                             
50 Lihat Ibid., Hlm. 10. 
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lingkungan internasional untuk menentukan sikap terhadap tindakan yang 
bersifat merusak lingkungan hidup.   
4. Sumber-Sumber Hukum Lingkungan Internasional51 
Sebagaimana halnya dengan sumber-sumber hukum internasional, hukum 
lingkungan internasional memiliki sumber-sumber hukum seperti perjanjian 
internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan 
mahkamah internasional, dan doktrin para ahli yang disebutkan dalam Pasal 38 
statuta mahkamah internasional. 
Meskipun hanya diatur dalam statuta mahkamah internasional, sumber-
sumber hukum tersebut telah diterima dan diakui sebagai suatu sumber hukum 
yang menciptakan aturan yang mengikat bagi negara-negara. 
Hanya saja Pasal 38 tidak secara eksplisit mengatur sumber-sumber 
hukum tersebut secara hirarkis, khususnya diantara tiga sumber hukum pertama 
yang disebutkan, yang ada adalah hubungan keterkaitan yang kompleks. 
Umumnya, Perjanjian internasional diinterpretasikan sesuai dengan hukum 
kebiasaan yang memungkinkan, namun dengan perjanjian pula suatu hukum 
kebiasaan juga dapat diubah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
hukum yang ada. 
 Praktik masyarakat internasional saat ini banyak mengandalkan 
aktivitas-aktivitas organisasi-organisasi internasional yang berbeda yang dapat 
                                                             
51 Lihat Alexandre Kiss & Dinah Shelton, Op.Cit., Hlm. 3-16. 
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berkontribusi terhadap perkembangan aturan hukum baru, khususnya dengan 
mengadopsi non-binding text (naskah tidak mengikat) atau non binding 
normative instrument (instrumen hukum tidak mengikat) atau umumnya dikenal 
sebagai soft law. Instrumen hukum seperti itulah saat ini yang banyak memegang 
peranan dalam pembentukan hukum internasional pada umumnya dan hukum 
lingkungan khususnya. 
 Instrumen hukum tersebut banyak digunakan sebab dinilai lebih fleksibel 
sehingga seluruh kehendak subjek hukum internasional bahkan termasuk subjek 
hukum yang tidak diterima sebagai subjek hukum internasional. Subjek-subjek 
hukum tersebut dapat menempatkan normative statements (pernyataan-
pernyataan hukum) dan persetujuan-persetujuan. Bahkan instrumen hukum 
demikian dinilai lebih mudah sebab negosiasi atau perundingan dalam 
memformulasikannya dapat lebih cepat daripada dalam bentuk perjanjian 
lainnya. Instrumen hukum seperti itu juga dinilai lebih mudah untuk 
diimplementasikan, selain itu peserta perunding akan mudah menggunakan 
tekanan politik untuk memengaruhi peserta lainnya walau tidak ada tuntutan 
untuk menyesuaikan norma hukum yang termuat dengan hukum nasional suatu 
negara peserta, sehingga instrumen hukum tersebut sarat dengan nilai 
pengetahuan ilmiah dan dinilai lebih ampuh dapat mendorong kesadaran publik 
untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. 
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5. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional 
Norma-norma dan prinsip-prinsip hukum banyak berpengaruh dalam 
perjanjian-perjanjian internasional dan hukum nasional suatu negara khususnya 
perihal perlindungan lingkungan hidup. Norma-norma dan prinsip-prinsip 
tersebut menjadi dasar pembentukan hukum lingkungan internasional, sehingga 
mungkin saja prinsip-prinsip hukum lebih banyak digunakan secara luas dalam 
hukum lingkungan internasional daripada bidang lain dalam hukum internasional 
sebab prinsip-prinsip hukum dalam hukum lingkungan internasional dipercaya 
dapat menunjukkan esensi karakteristik dari suatu institusi hukum, membentuk 
suatu norma hukum yang fundamental, atau mengisi kesenjangan di dalam 
hukum positif. Pada dasarnya semua hal yang utama dalam suatu non-binding 
normative instruments perihal lingkungan hidup memuat prinsip-prinsip yang 
kemudian dijabarkan dalam suatu instrumen hukum yang mengikat dalam hukum 
internasional seperti perjanjian-perjanjian dan yurisprudensi.52 
Alexandre Kiss menjabarkan prinsip-prinsip dari hukum lingkungan 
internasional, ia membaginya kedalam tiga bagian, yaitu substantive principles, 
principles of process, equitable principles, berikut adalah penjabarannya: 
a. Prinsip-Prinsip Subtantif (Subtantive Principles)53 
Mula-mula hukum internasional menghadapi masalah perlindungan 
lingkungan hidup dalam konteks bilateral yang disebabkan oleh polusi 
                                                             
52 Lihat Ibid., Hlm. 89. 
53 Lihat Ibid., Hlm. 90. 
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antarbatas. Komunitas masyarakat internasional kemudian menyadari bahwa 
masalah lingkungan hidup adalah persoalan yang tidak mengenal batas 
wilayah, sehingga dibutuhkan pendekatan perlindungan lingkungan hidup 
melalui aturan-aturan yang telah  didesain agar dapat menyelesaikan 
persoalan lingkungan hidup baik secara bilateral maupun multilateral, 
bagaimana caranya agar pencemaran lingkungan tidak terjadi di tempat lain. 
Hal inilah kemudian yang mendasari munculnya beberapa prinsip-prinsip 
subtantif yang kemudian juga dijabarkan lagi oleh Alexander Kiss kedalam 
empat prinsip yang umumnya diterapkan oleh komunitas masyarakat 
internasional, yaitu: 
1. Pencegahan Pencemaran (Prevention of Harm)54 
Hukum internasional tradisional menghormati dan menghargai 
yurisdiksi eksklusif setiap negara di atas wilayahnya sebagaimana prinsip 
kedaulatan negara. Hanya saja potensi menimbulkan kerusakan 
lingkungan hidup dari aktivitas yang dilakukan di atas wilayah territorial 
suatu negara yang dapat merugikan negara lain tak dapat dielakkan, 
sehingga ada peluang pelanggaran kedaulatan. Inilah kemudian justru 
menjadi konflik kedaulatan antar-negara.  
Preseden-preseden kasus hukum dan adaptasi dari prinsip-prinsip 
hukum umum dari hukum internasioal kemudian menghasilkan norma 
                                                             
54 Lihat Ibid., Hlm. 90-94 
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dasar dari hukum lingkungan internasional yang melarang terjadinya 
pencemaran antarbatas.  
Berasal dari kasus trail smelter55, the duty to prevent extra-
territorial environmental harm (kewajiban untuk mencegah pencemaran 
lingkungan di wilayah ekstrateritorial) merupakan prinsip yang terkenal 
ditetapkan di dalam Deklarasi Stockholm 1972 (Stockholm Declaration) 
yang kemudian terjabarkan di dalam konvensi-konvensi yang berkaitan 
dengan lingkungan hidup. 
Kemudian dalam perkembangannya lahirlah prinsip prevention of 
harm yang mulanya merupakan suatu kewajiban untuk mencegah 
pencemaran lingkungan hidup di wilayah ekstrateritorial menjadi suatu 
prinsip yang menekan agar pencemaran tidak terjadi, terlepas apakah 
pencemaran tersebut merupakan pencemaran yang berdampak pada lintas 
batas ataupun pencemaran tersebut hanya terjadi di dalam wilayah 
teritorial suatu negara. Hal ini didasari dengan pemikiran bahwa adanya 
saling keterkaitan atau ketergantungan (interdependency) antara seluruh 
bagian lingkungan hidup dan fakta bahwa merupakan suatu hal yang 
                                                             
55 Bermula dari kasus pencemaran udara yang diakibatkan oleh sebuah perusahaan pupuk milik warga 
Negara Kanada yang dioperasikan di dalam wilayah Kanada, dekat Sungai Columbia, lebih kurang 10 
mil menjelang perbatasan Kanada-AS. Mulai tahun 1920 produksi emisi perusahaan tersebut terus 
meningkat. Emisi tersebut mengandung sulfur dioksida, menyebarkan baru logam dan seng yang sangat 
menyengat. Pada tahun 1930 jumlah emisi tersebut mencapai lebih dari 300 ton sulfur setiap hari. Emisi 
tersebut, karena terbawa angina, bergerak kea rah AS melalui lembah Sungai Columbia dan 
menimbulkan berbagai akibat merugikan terhadap tanah, air dan udara, kesehatan serta berbagai 
kepentingan penduduk Washington lainnya, dalam Ida Bagus Wyasa Putra, Op.Cit., Hlm. 45. 
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cenderung mustahil untuk memulihkan kembali lingkungan hidup yang 
telah rusak. Prinsip ini tidak memaksakan kewajiban mutlak pada setiap 
negara untuk mencegah semua bentuk pencemaran tapi lebih kepada agar 
negara melarang atau menghindari aktivitas-aktivitas yang tergolong 
dapat memberi dampak pencemaran yang signifikan terhadap lingkungan 
hidup.  
2. Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)56 
Pernyataan tentang prinsip ini terdapat dalam Deklarasi Rio (Rio 
Declaration) yang dianggap sebagai salah satu ketentuan yang paling 
penting, yaitu pada prinsip 15 yang berbunyi: 
“In order to protect the environment, the precautionary principle shall be 
widely applied by states according to their capabilities. Where there are threats 
of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be 
used a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental 
degradation.” 
 
Bahwa dalam rangka melindungi lingkungan hidup, prinsip 
kehati-hatian harus diterapakan secara luas oleh negara-ngeara sesuai 
dengan kemampuan mereka. Dimana ada ancaman kerusakan yang serius 
atau ireversibel, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan 
untuk menunda langkah-langkah pembiayaan efektif untuk mencegah 
terjadinya degradasi lingkungan hidup. 
                                                             
56 Lihat Ibid., Hlm. 94-95 
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Perumusan prinsip ini memang masih relatif baru, tetapi sejak 
tahun 1992 prinsip ini telah muncul hampir di seluruh instrumen hukum 
yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. 
Pada umumnya prinsip ini dianggap sebagai pengembangan dari 
prinsip pencegahan yang tetap menjadi asas umum untuk hukum 
lingkungan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kehati-hatian berarti 
mempersiapkan untuk suatu potensi, hal yang tidak tentu, atau bahkan 
ancaman hipotesis, ketika ada bukti yang takterbantahkan bahwa 
kerusakan akan terjadi. Tindakan demikian merupakan bentuk 
pencegahan yang didasari pada kemungkinan ataupun kontinjensi, tetapi 
tidak sertamerta dapat menghilangkan semua resiko yang diklaim, sebab 
ada klaim resiko yang kurang ilmiah, seperti ramalan bintang atau 
penglihatan-penglihatan fisik. 
3. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle)57 
Prinsip ini berusaha menekankan agar kerugian yang timbul 
akibat pencemaran lingkungan hidup ditanggung pihak yang melakukan 
pencemaran. Prinsip ini dirumuskan oleh the Organisation for 
Econommic Co-operation and Development (OECD) sebagai sebuah 
prinsip dengan pendekatan ekonomi dan merupakan langkah yang paling 
efisien untuk mengalokasikan biaya dari pencegahan pencemaran dan 
                                                             
57 Lihat Ibid., Hlm. 95-97. 
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langkah-langkah pengendalian yang diajukan oleh otoritas publik 
terhadap negara-negara anggota. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong 
penggunaan yang rasional terhadap sumber daya lingkungan hidup yang 
langka dan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam 
perdagangan perdagangan internasional dan penanaman modal. 
 Rumusan prinsip ini termuat dalam Rio Declaration pada prinsip 
16 yang berbunyi: 
“National authorities should endeavor to promote the internalization of 
environmental costs and the use of economic instruments, taking into account 
the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, 
with regard to the public interest and without distorting international trade 
and investment.”  
 
Bahwa Otoritas nasional harus berusaha mempromosikan 
internalisasi biaya lingkungan hidup dan penggunaan instrumen ekonomi, 
dengan mempertimbangkan pendekatan yang pencemar harus, pada 
prinsipnya, menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan 
kepentingan umum dan tanpa mendistorsi perdagangan internasional dan 
penanaman modal. 
4. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)58 
Pada awal tahun 1970, beberapa faktor seperti kesadaran 
mengenai perluasan degradasi lingkungan hidup, langkanya sumber-
sumber daya alam, kemiskinan dan gangguan sosial, menyebabkan 
                                                             
58 Lihat Cristina Voight, 2009, Legal Aspect of Sustainable Development, Sustainable Development as 
Principle of International Law (Resolving Conflicts between Climate Change and WTO Law), Martinus 
Nijhoff Publishers, Leiden, Belanda, Hlm. 13-19, Lihat juga Ibid., Hlm. 97-98.  
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negara-negara menyadari dampak kerusakan dari aktivitas manusia 
terhadap lingkungan hidup. Pada waktu yang sama konsep sustainable 
development muncul di dalam masyarakat internasional dan hukum 
internasional. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan reformulasi konsep 
pembangunan. Selama kata berkelanjutan menjadi syarat dalam 
melakukan pembangunan, konsep sustainable development menjelaskan 
tentang gagasan makna pembangunan itu sendiri.  
Pada awalnya konsep pembangunan yang baru mulai muncul 
melalui Stockholm Declaration yang tidak dalam konteks perlindungan 
lingkungan hidup, namun lebih kepada perihal implikasi politik dan 
sosial. Hal tersebut termuat dalam prinsip 8 Stockholm Declaration59, 
dilanjutkan dengan prinsip 11 Stockholm Declaration60 yang 
mempertegas bahwa pembangunan harus tetap berjalan untuk memenuhi 
kondisi penghidupan yang lebih baik untuk semua, diikuti dengan 
peningkatan kebijakan lingkungan hidup namun kebijakan tersebut tidak 
boleh menghambat pembangunan saat ini ataupun yang akan datang bagi 
                                                             
59 Economic and social development is essential for ensuring a favorable living and working 
environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the 
quality of life. 
60 The environmental policies of all States should enhance and not adversely affect the present or future 
development potential of developing countries, nor should they hamper the attainment of better living 
conditions for all, and appropriate steps should be taken by States and international organizations with 
a view to reaching agreement on meeting the possible national and international economic 
consequences resulting from the application of environmental measures.  
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negara berkembang atau dengan kata lain bahwa konsep sustainable 
development lebih kepada orientasi pemanfaatan (utilization oriented).  
Kemudian gagasan tentang kebutuhan dasar muncul sehingga 
dilakukanlah pendefinisian ulang tentang konsep pembangunan yang 
menghubungkan antara pembangunan dan dasar perlindungan lingkungan 
hidup yang mulai diakui secara internasional.  
Dimulai sejak akhir tahun 1980, prinsip sustainable development 
mendominasi aktivitas dalam bidang perlindungan lingkungan hidup. Hal 
tersebut ditandai dengan terbitnya laporan The World Commission on 
Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 yang 
mereformulasi konsep Sustainable Development sebagai suatu konsep 
pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan 
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.  
Sehingga dengan demikian, konsep Sustainable Development 
yang baru tersebut meletakkan porsi yang sama terhadap pembangunan 
dan perlindungan lingkungan hidup, bahkan dijadikan sebagai satu 
kesatuan integral yang tidak boleh dipisahkan atau dengan kata lain, pada 
masa ini reformulasi konsep sustainable development yaitu adanya 
perubahan orientasi yang awalnya utilization-oriented menjadi konsep 
pembangunan yang berorientasi pada ekologi (ecology-oriented). Hal 
tersebut termuat dalam Rio Declaration prinsip 4 yang berbunyi: 
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“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall 
constitute an integral part of the development process and cannot be considered 
in isolation from it.” 
 
Bahwa dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, 
perlindungan lingkungan hidup harus merupakan bagian integral dari 
proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah dari itu. 
b. Prinsip-Prinsip Teknis (Principles of Process)61 
Dalam hukum lingkungan internasional, prinsip ini dikenal dan diakui 
memiliki nilai-nilai yang penting dalam perlindungan lingkungan hidup. 
Salah satunya persoalan akses terhadap informasi terkait kondisi lingkungan 
hidup maupun pengetahuan perihal lingkungan hidup yang dapat membantu 
perusahaan dalam melakukan aktivitasnya memanfaatkan sumber daya alam 
dengan cara-cara dan dengan teknologi yang terbaik yang berwawasan 
lingkungan. Begitupun dengan nilai betapa pentingnya proses munculnya 
norma atau aturan hukum baru yang dapat berdampak pada pemenuhan hak 
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian Alexander Kiss 
menguraikan bahwa terdapat 3 prinsip yang tergolong sebagai principle of 
process, yaitu: 
1. Kewajiban untuk Mengetahui (Duty to Know)62 
Tak dapat dipungkiri bahwa untuk dapat mengambil langkah dan 
tindakan yang tepat dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup 
                                                             
61 Lihat Ibid., Hlm. 98. 
62 Lihat Ibid., Hlm. 98-100. 
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dibutuhkan pengetahuan tentang kondisi lingkungan itu sendiri, 
begitupun untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan yang 
membutuhkan adanya informasi dasar terkait aktivitas yang akan 
dilakukan. Sehingga dalam mengimplementasikan prinsip ini begitupun 
dalam merumuskan kebijkan dan hukum lingkungan dibutuhkan tindakan 
pengumpulan informasi terpercaya dan penilaian yang berkesinambungan 
dari kondisi suatu lingkungan. Dalam hal ini cara yang dapat ditempuh 
adalah dengan tindakan surveilans, pelaporan atau pemberitaan, dan 
monitoring yang merupakan cara-cara yang telah diadopsi dalam hukum 
lingkungan nasional dan internasional. 
2. Kewajiban untuk Menginformasikan dan Berunding (Duty to Inform 
and Consult)63 
Prinsip ini menghendaki agar suatu aktivitas yang direncanakan 
yang dinilai berpotensi akan berdampak signifikan terhadap lingkungan 
hidup negara lain, sebelum dilaksanakan atau diizinkan untuk beroperasi 
harus memberi pemberitahuan terhadap negara lain yang berpotensi 
tercemari dan harus mengirim rincian-rincian yang berkaitan dengan 
proyek atau aktivitas tersebut, kemudian harus melakukan perundingan 
terkait dengan hal itu. Tindakan tersebut bukan hanya untuk aktivitas 
yang telah direncanakan sebagai suatu proyek tetapi begitu juga untuk 
                                                             
63 Lihat Ibid., Hlm. 100-102. 
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situasi mendadak yang terjadi secara tiba-tiba yang mungkin tidak 
dikehendaki yang dianggap mengancam memberi dampak kerugian bagi 
negara lain, maka tergolong juga sebagai suatu kewajiban bagi suatu 
negara untuk segera memberitahukan tentang situasi mendadak tersebut 
kepada negara lain yang berpotensi menanggung kerugian. Namun perlu 
diketahui bahwa tindakan demikian harus dilakukan dengan cara yang 
tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional. 
Hal tersebut termuat dalam Rio Declaration prinsip 19 yang 
berbunyi: 
“States shall provide prior and timely notification and relevant information to 
potentially affected States on activities that may have a significant adverse 
transboundary environmental effect and shall consult with those States at an 
early stage and in good faith.” 
 
Bahwanegara-negara harus memberikan pemberitahuan 
pendahuluan dan tepat waktu dan informasi yang relevan kepada negara 
yang berpotensi terkena dampak kegiatan yang mungkin memiliki efek 
signifikan yang merugikan lingkungan lintas batas dan harus berunding 
dengan negara-negara pada tahap awal dan dengan itikad baik. 
Prinsip inilah kemudian yang juga melahirkan hak bagi 
masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi tentang 
lingkungan hidup dalam suatu negara. 
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3. Partisipasi Publik (Public Participation)64 
Prinsip ini lahir dengan dasar pemikiran bahwa merupakan suatu 
hak untuk turut bersuara dalam penentuan kebijakan yang berdampak 
pada masa depan lingkungan hidup bagi mereka yang mungkin menjadi 
penanggung dampak kerusakan lingkungan hidup. Sebab cara terbaik 
untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup adalah dengan 
dukungan oleh partisipasi semua pihak termasuk di setiap golongan dalam 
masyarakat. 
Hal ini termuat di dalam Rio Declaration prinsip 10 yang 
berbunyi:  
“Environmental issues are best handled with the participation of all concerned 
citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have 
appropriate access to information concerning the environment that is held by 
public authorities, including information on hazardous materials and activities 
in their communities, and the opportunity to participate in decision-making 
processes. States shal facilitate and encourage public awareness and 
participation by making information widely available. Effective access to 
judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall 
be provided.” 
 
Bahwa permasalahan lingkungan hidup paling baik ditangani 
dengan partisipasi semua warga negara yang bersangkutan, pada tingkat 
yang relevan. Pada tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses 
yang tepat untuk informasi mengenai lingkungan hidup yang dipegang 
oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan 
kegiatan dalam komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi 
                                                             
64 Lihat Ibid., Hlm. 102-104 
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dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan 
mendorong kesadaran masyarakat dan partisipasi dengan membuat 
informasi tersedia secara luas. Akses yang efektif terhadap proses 
peradilan dan administrasi, termasuk ganti rugi dan pemulihan, harus 
disediakan. 
c. Prinsip-Prinsip Keadilan (Equitable Principles)65 
Di sebagian besar sistem hukum nasional, prinsip keadilan 
memainkan peranan utama dalam menentukan distribusi hak dan kewajiban 
di dalam kondisi yang memiliki kesenjangan antara hak dan kewajiban dan 
kondisi ketidakadilan. Prinsip keadilan juga dapat menjadi dasar pengambilan 
keputusan jika adanya kekosongan hukum ataupun dalam mengisi 
kesenjangan antara norma-norma hukum yang ada, seperti ketika ada 
permasalahan yang menimbulkan perselisihan yang merupakan isu baru 
dalam dunia hukum. Pengadilan internasional juga menerapkan prinsip ini 
dalam tujuan yang sama, tapi dalam kasus internasional prinsip ini dianggap 
sebagai suatu prinsip hukum umum. 
Khusus dalam hukum lingkungan internasional, prinsip ini 
merupakan prinsip yang paling sering digunakan termasuk dalam hal 
pembuatan perjanjian internasional tentang lingkungan hidup. Dalam hukum 
lingkungan internasional prinsip ini dipakai agar tercipta keadilan dalam hal 
                                                             
65 Ibid., Hlm. 104-106. 
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pengalokasian dan regulasi akan kelangkaan sumber daya alam. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk memastikan bahwa keuntungan pemanfaatan dari 
lingkungan hidup sebagai sumber daya alam serta pembiayaan dalam hal 
perlindungan lingkungan hidup, dan juga perihal dampak kerugian dari 
pemanfaatan sumber daya alam seperti degradasi lingkungan hidup dapat 
ditanggung bersama oleh masyarakat internasional secara adil. Negara-
negara berkembang kemudian berpendapat bahwa berdasarkan prinsip 
keadilan maka pengecualian atau perlakukan istimewa bagi mereka 
merupakan salah satu penjabaran dari prinsip ini yaitu dalam hal pembagian 
porsi beban tanggung jawab akan hal tersebut. 
Kemudian Alexander kiss kembali menguraikan bahwa terdapat tiga 
prinsip yang termasuk sebagai prinsip keadilan yaitu: 
1. Keadilan Antargenerasi (Intergenerational Equity)66 
Dalam hal ini pengakuan terhadap intergenerational equity 
didasari oleh dua fakta utama, yaitu pertama bahwa kehidupan manusia 
muncul dan bergantung terhadap sumber daya alam yang tersedia di bumi, 
termasuk proses ekologi yang karenanya tak dapat dipisahkan dari kondisi 
lingkungan hidup. Kemudian kedua bahwa manusia memiliki kapasitas 
yang unik untuk mengubah kondisi lingkungan hidup yang mana 
kehidupan bergantung padanya. 
                                                             
66 Lihat Ibid., Hlm. 106. 
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Fakta inilah yang mendorong munculnya gagasan bahwa manusia 
yang hidup saat ini memiliki kewajiban khusus yaitu sebagai pemelihara 
atau khalifah di muka bumi untuk menjaga keutuhan lingkungan hidup di 
bumi agar kehidupan manusia dapat bertahan. Sebab perlu diketahui 
bahwa kehidupan mereka yang terdahulu dan saat ini merupakan warisan 
dari kehidupan di masa lampau yang mana mereka memiliki hak yang 
menguntungkan yaitu hak atas pemanfaatan sumber daya alam namun 
dibatasi oleh kepetingan dan kebutuhan yang juga merupakan hak 
generasi mendatang. Batasan itulah yang mengharuskan setiap generasi 
untuk menjaga dan menpertahankan kondisi lingkungan hidup agar tidak 
menyisakan kondisi yang lebih buruk dari yang sebelumnya untuk 
generasi mendatang. 
2. Tanggung Jawab Bersama Namun Berbeda (Common But 
Differentiated Responsibilities)67 
Seluruh teks yang diadopsi Rio Declaration, terdapat pula di 
dalamnya formulasi prinsip dari common but differentiated 
responsibilities, yaitu pada prinsip 6 dan 7. Prinsip ini sebenarnya prinsip 
yang kontroversial sebab telah menimbulkan perdebatan diantara negara-
negara maju dan sedang berkembang perihal tanggung jawab atas 
aktivitas yang menyebabkan degradasi dan kerusakan lingkungan hidup, 
                                                             
67 Lihat Ibid., Hlm. 107-108. 
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baik aktivitas yang dilakukan saat ini maupun aktivitas yang di lakukan 
masa lampau yang dampaknya telah dirasakan saat ini.  
Hanya saja kemudian prinsip tersebut telah diadopsi secara luas 
kedalam kesepakatan-kesepakatan multilateral tentang lingkungan hidup, 
yang kemudian melalui itu menghasilkan makna dari prinsip common but 
differentiated responsibilities yang diakui secara luas, bahwa negara maju 
berperan penting, memimpin dalam menangani permasalahan lingkungan 
hidup yang ada. Sehingga jelaslah bagaimana porsi tanggung jawab antara 
negara maju dan negara sedang berkembang sebagai pengakuan terhadap 
gagasan bahwa meskipun tanggung jawab dan kewajiban dalam 
melindungi lingkungan hidup dilimpahkan pada masyarakat internasional 
secara keseluruhan, suatu negara harus berkontribusi dalam hal 
memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya itu secara berbeda 
berdasarkan kemampuan dan akibat aktivitasnya yang telah berdampak 
pada lingkungan hidup. Hal tersebut berdasarkan penjabaran prinsip 6 dan 
7 dari Rio Declaration. 
Pada prinsip 7 dijelaskan bahwa negara-negara maju secara 
historis, bertanggung jawab atas menurunnya daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup secara global akibat aktivitas pembangunan 
yang telah mereka lakukan, bahwa dengannya, pada sisi yang lain, mereka 
mempunyai sumber daya yang lebih baik dan lebih banyak, terutama 
sumber daya keuangan dan teknologi. Hal tersebut kemudian menjadi 
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dasar bahwa negara maju mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam 
menangani persoalan–persoalan lingkungan hidup global serta menjadi 
negara pertama dalam melakukan usaha-usaha demi tercapainya cita-cita 
internasional dalam hal pembangunan berkelanjutan.68  
Sementara prinsip 6 Rio Declaration menegaskan akan adanya 
kebutuhan dan situasi yang khusus di negara berkembang, terutama di 
negara terbelakang atau negara yang rentan akan lingkungan hidup, yang 
membutuhkan prioritas khusus.69 
Dengan kata lain, kedua prinsip itu memberikan penjelasan bahwa 
ada kontribusi yang berbeda, yang tentu menimbulkan kewajiban atau 
perlakuan yang berbeda-beda di antara negara-negara di dunia. Prinsip 6 
memberikan alasan perbedaan situasi di negara berkembang karena 
adanya kemiskinan dan keadaan khusus lingkungannya seperti dataran 
tinggi atau kepulauan kecil, yang membutuhkan prioritas khusus serta 
perhatian dan perlakuan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan 
dan kebutuhan negara-negara tersebut.  
                                                             
68 Principle 7 of the Rio Declaration: “States shall cooperate in a spirit of global partnership to 
conserve, protect and restorethe health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different 
contributionsto global environmental degradation, States have common but differentiated 
responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the 
international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the 
global environment and of the technologies and financial resources they command;” 
69 Principle 6 of the Rio Declaration: “The special situation and needs of developing countries, 
particularly the least developed and those most environmentally vulnerable, shall be given special 
priority. International actions in the field of environment and development should also address the 
interests and needs of all countries;” 
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Sedangkan prinsip 7 memberikan alasan adanya perbedaan 
perlakuan atau kewajiban yang disebabkan, pertama, perbedaan 
kontribusi tiap-tiap negara pada terjadinya tekanan pada lingkungan hidup 
dan kedua, karena adanya perbedaan kapasitas dalam menyelesaikan 
masalah dan memuluskan cita-cita pembangunan berkelanjutan, secara 
khusus dalam hal kepemilikan dana keuangan dan kemajuan 
teknologinya.70 
3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bersama yang Adil (Equitable 
Utilization of Shared Resources)71 
Prinsip ini juga merupakan prinsip yang telah diterima secara 
meluas dan diterapkan dalam pembagian sumberdaya alam bersama, 
misalnya sumber daya air, seperti sungai-sungai kecil, ikan dan spesies 
lainnya yang dapat dimanfaatkan. Prinsip ini dimuat dalam Pasal 2 United 
Nation on The Law of Non-Navigational Uses of International 
Watercourses, yang mengajak negara peserta untuk mengambil langkah 
yang tepat untuk memastikan bahwa sungai kecil internasional 
dimanfaatkan secara wajar dan adil. 
                                                             
70 Stone, Christopher D, …., Common But Differentiated Responsibilities: A Legal, Economics and 
Ethical Critique, dalam Mumu Muhajir, 2007, Prinsip Common but Differentiated Responsibilities dan 
Kerusakan Lingkungan Hidup Global, http://kataloghukum.blogspot.co.id/2008/01/prinsip-common-
but-differentiated.html, diakses pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 21:30; Lihat juga The Centre for 
International Sustainable Development Law (CISDL), A CISDL Legal Brief The Legal Principle of 
Common But Differentiated Responsibilities: Origins and Scope, For the World Summit on Sustainable 
Development  2002, Johannesburg, 26 Agustus, http://cisdl.org/public/docs/news/brief_common.pdf, 
diakses pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 23:15; 
71 Lihat Alexandre Kiss & Dinah Shelton, Op.Cit.,  Hlm. 108-109. 
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Status prinsip ini yaitu pemanfaatan yang adil sebagai norma dasar 
dalam hal sumber daya alam bersama ditegaskan oleh International Court 
of Justice (ICJ / Mahkamah Internasinal)) melalui beberapa kasus, salah 
satu diantaranya Fisheries Jurisdiction Cases, yang mana pada kasus 
tersebut Mahkamah Internasional menekankan bahwa kewajiban dalam 
memanfaatkan secara wajar atas sumber daya laut seperti ikan dan dengan 
negosiasi yang beritiqad baik untuk memperoleh hasil yang adil, 
mempertimbangkan kebutuhan akan konservasi dan kepentingan pihak 
pengeksploitasi sumber daya ikan tersbeut. Sehingga dalam kasus 
tersebut ada penekanan tentang pengalokasian yang wajar atau perihal 
bagaimana mencapai hasil yang adil dalam pendistribusian sumber daya 
alam yang langka, yang didasari oleh faktor-faktor yang dianggap 
relevan, seperti perihal suatu kebutuhan, pemanfaatan sebelumnya atau 
tentang hak, dan kepentingan lainnya.  
 
B. Konvensi (Convention) 
Konvensi merupakan salah satu nomenklatur dari perjanjian internasional. 
Dalam hukum internasional, perjanjian internasional diakui sebagai salah satu sumber 
hukum internasional yang memiliki kedudukan sangat penting. Hal tersebut diakui oleh 
masyarakat internasional melalui Statuta Mahkamah Internasional pada Pasal 38 ayat 
(1). 
50 
 
Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan perjanjian internasional di samping 
sebagai salah satu sumber hukum internasional, juga sebagai hukum primer dalam 
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam hubungan antarnegara. Perjanjian 
internasional adalah perjanjian yang diadakan di antara negara anggota-anggota 
masyarakat bangsa-bangsa dan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat 
hukum tertentu bagi para pihak yang mengadakannya.72 
Pengertian convention secara terminologi yaitu:73 
1. Dalam pengertian umum, terminologi convention juga mencakup pengertian 
perjanjian internasional secara umum. Dalam hal ini Pasal 38 Statuta Mahkamah 
Internasional menggunakan International Conventions sebagai salah satu sumber 
hukum internasional. Dengan demikian pengertian umum dari convention dapat 
disamakan dengan pengertian umum dari Treaty; 
2. Dalam pengertian khusus, terminology convention yang dalam bahasa Indonesia 
disebut sebagai ”konvensi”, digunakan sebagai  penamaan bagi perjanjian 
multilateral yang melibatkan sejumlah besar negara sebagai peserta perjanjian. 
Konvensi umumnya bersifat terbuka bagi masyarakat internasional untuk 
berpartisipasi sebagai pihak. Di samping itu, instrument hukum internasional yang 
dirundingkan atas prakarsa dan disepakati melalui organisasi internasional, 
umumnya juga diberi nama konvensi. 
                                                             
72 Muhammad Ashri, 2012, Hukum Perjanjian Internasional, Arus Timur: Makassar, Hlm. 3. 
73 Ibid., Hlm. 15. 
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Penggunaan istilah konvensi memiliki konsekuensi terhadap statusnya sebagai 
instrumen hukum internasional dari aspek daya mengikatnya. Dalam hukum 
internasional, hal tersebut dikenal dengan istilah hardlaw dan softlaw. Softlaw sendiri 
hanya mengandung nilai dalam bentuk prinsip-prinsip (non binding principles or non-
legally binding or political instruments), dalam hal ini, konvensi merupakan bentuk 
peraturan yang tegas (binding norms) atau dengan kata lain, dalam penamaan suatu 
naskah hukum internasional mempertimbangkan apakah naskah tersebut termasuk 
dalam bentuk hardlaw atau softlaw. 
 
C. Implementasi Perjanjian Internasional (Implementation of Internaitonal 
Convention) 
Terkait pengertian Implementasi Perjanjian Internasional, Andreas 
Pramudianto menjelaskan adanya hubungan antara hukum internasional dengan hukum 
nasional disebabkan oleh adanya tindakan implementasi. Kemudian ia mengutip 
pendapat Siswanto terkait pengertian implementasi dalam konteks ini yaitu bahwa 
implementasi merupakan berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional.74 
Kemudian Boer Mauna menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
implementasi perjanjian internasional adalah membuat ketentuan-ketentuan untuk 
menampung apa yang diatur di dalam perjanjian yang telah diterima. Tanpa adanya 
perundang-undangan nasional yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat 
                                                             
74 Andreas Pramudianto, 2014, Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional (Implementasi Hukum 
Perjanjian Lingkungan Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia), Setara Press: Malang, 
Hlm. 199.  
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dalam perjanjian-perjanjian di mana Indonesia telah menjadi pihak, maka perjanjian 
tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya.75 
Andreas Pramudianto menambahkan bahwa upaya tersebut yaitu upaya 
menerapkan atau memberlakukan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional 
yaitu di antaranya melalui pembentukan perangkat hukum nasional tindak lanjut 
membentuk perangkat perundang-undangan nasional, baik sektor maupun  daerah, 
perangkat pengaturan sistem kelembagaan atau institusi serta praktek dan putusan 
peradilan yang menyatakan keberadaan dokumen atau perjanjian internasional yang 
ditegaskan melalui putusannya.76 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum internasional atau 
perjanjian internasional ke dalam hukum nasional dapat terlaksana melalui pengaturan 
hukum internasional atau perjanjian internasional tertentu ke dalam peraturan 
perundang-undangan atau sistem hukum nasional diikuti dengan penegakan hukum, 
berkaitan dengan pembentukan sistem kelembagaan atau institusi dalam hal tertentu 
dan juga persoalan aparatur penegak hukum. Perihal penegakan hukum itu sendiri 
dijelaskan oleh Jimlie Assiddiqie bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya 
upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu 
                                                             
75 Boer Mauna, 2003, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika 
Global), PT. Almuni: Bandung, Hlm. 145. 
76 Andreas Pramudianto, Op.Cit., Hlm. 200. 
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dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 
penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, 
proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan 
hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang 
berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, 
dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan 
hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, 
apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan 
daya paksa.77  
 
D. Hak Atas Lingkungan Hidup (Rights to Environment)  
1. Pengertian78  
Sebuah kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (BAPPENAS) dan United Nation Development Program (UNDP), 
dalam draft mengenai “Hak Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam: 
sebuah konsep awal menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang sehat dapat 
didefinisikan sebagai suatu keadaan ‘bebas dari segala bentuk polusi’.  
                                                             
77 JimlyAssiddiqie, Penegakan Hukum, 
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_hukum.pdf, diakses pada tanggal 21 Januari 
2016 pukul 14:23. 
78 Anshari Thayib, dkk, Op.cit, Hlm. 2. 
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Hak tersebut termasuk segala bentuk degradasi lingkungan serta aktivitas 
yang berdampak terhadap lingkungan hidup sehingga mengancam kelestarian 
hidup, kesehatan, penghidupan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. 
Polusi dapat didefinisikan sebagai perubahan yang tidak diinginkan pada karakter 
fisik, kimia, dan biologi dari air, udara, tanah, serta makanan, sehingga dapat 
berakibat buruk pada aktivitas manusia dan organisme hidup lainnya. Sedangkan 
degradasi lingkungan berarti penurunan atau kerusakan dari sumber daya 
terbarukan seperti tanah, tanah berumput, hutan dan kehidupan liar (Wildlife) 
akibat pemanfaatan yang melebihi kapasitas alamiah sumber daya tersebut, 
sehingga apabila keadaan ini terus berlanjut, sumber daya yang ada akan menjadi 
tidak terbaharui atau menjadi punah.” 
Di Indonesia, hak ini selain diakui sebagai hak asasi manusia, diakui juga 
sebagai hak konstitusional bagi warga NRI. Hal tersbut ditandai dengan dilakukannya 
konstitusionalisasi lingkungan hidup pada konstitusi sebagai suatu hak asasi manusia.79 
2. Hak Atas Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia 
Wacana mengenai lingkungan hidup sudah mulai berkembang semenjak 
tahun 60-an, dimulai dari perhatian dunia global pada aspek lingkungan hidup 
yang semakin mengalami suatu degradasi. Kalagan ekonomi sosial dan PBB 
mulai melihat suatu permasalahan lingkungan pada waktu diadakan peninjauan 
kembali terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-1” 
                                                             
79 Lihat Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945. 
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(1960-1970) guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangnan Dunia ke-2” 
(1970-1980).80 
Kemudian pada tahun 1972 dilaksanakan suatu konferensi internasional 
tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia yang kemudian melahirkan suatu 
instrumen hukum internasional tentang perlindungan hidup dalam bentuk 
kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam suatu deklarasi yang disebut 
Stockholm Declaration. Deklarasi ini merupakan momentum yang melahirkan 
hak atas lingkungan hidup sebagai suatu hak asasi manusia.  
Suatu gagasan bahwa penghormatan, perlindungan, penegakan, dan 
pemenuhan HAM sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak 
huni. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ekosistem yang membentuk 
alam yang memberikan ruang hidup bagi manusia. Tanpa keberlangsungan 
ekosistem tersebut maka keberadaan umat manusia juga terancam sehingga 
ancaman terhadap lingkungan hidup merupakan ancaman terhadap hak hidup 
manusia yang merupakan hak dasar dari manusia. Sehingga merupakan suatu hal 
yang tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak untuk 
hidup, kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, dan budaya sebagai suatu hak 
asasi manusia tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup.81  
                                                             
80 Hardjasoemantri Koesnadi, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press: 
Yogyakarta, Hlm. 6, dalam Anshari Thayib (dkk tim kajian bekerja sama dengan ICEL dan IICT), 
Op.Cit., Hlm. 20. 
81 Ibid., Hlm. 9. 
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Dalam perkembangannya pada KTT Bumi di Rio De Janeiro 1992 telah 
ditetapkan suatu agenda 21 sebagai parameter pembangunan di dunia yang 
mengarus-utamakan paradigma pembangunan berkelanjutan serta meletakkan 3 
(tiga) aspek penting yang saling berhubungan, yaitu ekonomi, sosial dan budaya 
yang harus selalu terkandung dalam derajat yang sama atau seimbang dalam 
menetapkan suatu kebijakan pemangunan.82 Hak atas lingkungan kemudian 
mendapatkan pengakuan secara eksplisit di dalam kesimpulan sidang Komisi 
Tinggi HAM pada bulan April 2001, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang 
memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan 
degradasi lingkungan hidup”.83  
Kemudian pada pada tanggal 16 Mei 1994 kelompok pakar HAM dan 
perlindungan HAM dan perlindungan lingkungan internasional mengadakan 
pertemuan di kantor PBB di Jenewa dan merumuskan rumusan pertama deklarasi 
prinsip hak asasi manusia dan lingkungan hidup melalui inisiatif  Reporter 
Khusus HAM dan Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa, Fatma Zohra 
Ksentini. Draft dari deklarasi tersebut merupakan instrumen internasional 
pertama yang secara komprehensif mengamanatkan hubungan antara HAM 
dengan lingkungan hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak atas lingkungan 
melekat pada hak asasi setiap orang atas lingkungan yang sehat, aman dan 
                                                             
82 Ifdhal Kasim, Memajukan Advokasi Terhadap Hak-Hak, Sosial dan Ekonomi, dalam Ibid, Hlm. 10. 
83 Jonson Panjaitan, 2004, Hak Atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Rakyat, disampaikan sebagai catatan 
singkat dalam workshop “Hak Atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Rakyat” di Komnas HAM RI, 14 
Juni 2004, Hlm. 4 dikutip dalam Ibid.  
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nyaman. Draft tersebut mempunyai dimensi dari hak yang telah lama diakui 
seperti hak hidup, kesehatan dan kebudayaan. Serta juga menggambarkan 
mengenai hak procedural seperti hak untuk berpartisipasi yang sangat diperlukan 
untuk mewujudkan hak substantive. Selain itu, Draft tersebut juga 
menggambarkan mengenai kewajiban untuk menghormati hak yang harus 
dilakukan oleh individu, pemerintah, organisasi internasional dan perusahaan 
transnasional.84 
3. Hak Atas Lingkungan Hidup Sebagai Hak Konstitusional85 
Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan global yang dapat 
mengancam setiap orang tanpa terkecuali yang bahkan dapat menjadi persoalan 
yang cukup serius yang dapat menghadirkan ancaman bagi keamanan negara dan 
dapat menimbulkan sumber ketegangan baru antarnegara. Oleh karena itu 
gagasan mengambil pendekatan konstitusional dalam perlindungan lingkungan 
hidup merupakan langkah yang tepat mengingat perosoalan lingkungan hidup 
merupakan persoalan yang serius, luas dan kompleks sehingga dibutuhkan 
tindakan politik terpadu dan terkordinir, di mana konstitusionalisasi lingkungan 
hiduplah yang berpotensi dapat mewadahi persoalan tersebut. Sebagaimana yang 
dikatan oleh Tim Hayward bahwa: 
“Environmental problems today are ubiquitous, and they threaten potentially everybody, 
relatively indiscriminately, they can be serious enough to present a threat to states’ 
security and to create new sources of interstate tension. The most general rationale for 
taking a constitutional approach to environmental protection, therefor, is that 
                                                             
84 Ibid., Hlm. 22. 
85 Tim Hayward, 2005, Constitutional Environmental Rights, Oxford University Press: New York 
Amerika Serikat, Hlm. 5-7. 
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seriousness, extensiveness, and complexity of environmental problems are such as to 
prompt a need concerted, coordinated political action aimed at protecting all members 
of populations on an enduring basis.  
Contistitutional level provision for environmental protection has the potential to meet 
these needs in a number of ways.”  
 
Adapun keuntungan dari penggunaan pendekatan konstitusional dalam 
perlindungan lingkungan hidup, Tim Hayward melanjutkan: 
“Providing for environmental protection at the constitutional level has a number 
potential adventages: t entrenches a recognition of the importance of environmental 
problems, It offers the possibility of unifying principles for legislation and regulation, it 
secures these principle against the vissitudes of routine politics, while at the same time 
enhancing possibilities of democratic participation in environmental decision-making 
processes.” 
 
Bahwa perlindungan lingkungan hidup melalui pendekatan konstitusional 
merupakan bentuk pengakuan dengan ketentuan hukum tertinggi sehingga dapat 
memengaruhi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun 
horizontal ke bawah atau dapat dikatakan bahwa konstitusi merupakan parameter 
dalam membuat suatu peraturan baik dalam bentuk undang-undang maupun 
peraturan yang berada di level lebih rendah sehingga peraturan perundang-
undangan di bawah level konstitusi dianggap memiliki kedudukan yang lemah 
sebab memiliki potensi yang lebih besar untuk dilakukan amandemen maupun 
pembatalan, bahkan penolakan jika dinilai bertentangan dengan konstitusi, 
berbeda dengan konstitusi yang memiliki kedudukan tertinggi dan bersifat rigid. 
Perlindungan lingkungan hidup pada level konstitusi dapat mendorong 
dilakukannya harmonisasi efektif baik dalam hukum nasional maupun hukum 
internasional melalui koordinasi, baik koordinasi antarnegara maupun antar 
organ-organ dalam suatu negara. Maksudnya bahwa melihat karakter dari 
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persoalan lingkungan hidup yang memiliki kompleksitas yang tinggi maka 
dibutuhkan integrasi dari setiap bidang hukum yaitu melalui bidang administrasi, 
pidana, perdata maupun hukum internasional sehingga dapat melahirkan 
kerangka hukum yang menyeluruh dalam perlindungan lingkungan hidup. 
 
E. Keanekaragaman Hayati Pada Sektor Kelautan Di Indonesia (Marine 
Biodiversity in Indonesia) 
1. Pengertian86 
Keanekaragaman hayati (Kehati) diterjemahkan sebagai semua makhluk 
hidup yang ada di bumi, termasuk semua jenis tumbuhan, binatang dan mikroba. 
Keberadaan kehati saling berhubungan satu dengan lainnya untuk tumbuh dan 
berkembang biak sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Kehati 
merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk 
eksistensi manusia.  
Berbagai jasa dan layanan kehati sudah dimanfaatkan sejak manusia 
diciptakan, mulai dari sebagai sumber pangan, obat-obatan energi dan sandang, 
jasa penyedia air dan udara bersih, perlindungan dari bencana alam, hingga 
regulasi iklim. Kehati juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk 
perkembangan sosial, budaya dan ekonomi. Hubungan kepentingan manusia 
terhadap kehati telah menghasilkan banyak pengetahuan lokal (traditional 
                                                             
86 Wahyuningsih Darajati dkk, 2016, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-
2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta, Hlm. 25-27. 
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knowledge) termasuk obat-obatan dan berbagai makanan hingga pengetahuan 
genomik yang menghasilkan produk industri. Kehati dibagi menjadi tiga 
kategori, yaitu: 
a. Keanekaragaman Ekosistem: yaitu mencakup keanekaragaman bentuk 
dan susunan bentang alam, daratan maupun perairan, di mana makhluk 
atau organisme hidup (tumbuh-tumbahan, hewan dan mikroorganisme) 
berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya. 
Contoh di Indonesia ada ekosistem padang rumput, lumut sampai 
mintakat padang es (nival) di puncak pegunungan Jaya Wijaya Papua, 
hutan hujan tropis Sumatera dan Kalimantan, bentangan terumbu karang 
di Bunaken, ekosistem padang lamun di Selat Sunda, dan ekosistem 
lainnya. 
b. Keanekaragaman Jenis: keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman 
jenis organisme yang menempati suatu ekosistem, di darat maupun di 
perairan. Dengan demikian masing-masing organisme mempunyai ciri 
yang berbeda satu dengan yang lain. Sebagai contoh, di Indonesia ada 
enam jenis penyu yang berbeda, yaitu penyu hijau (Cheloonia mydas), 
penyu sisik (Eretmochelys imbricate), penyu lekang (Lepidochelys 
olivacea), penyu pipih (Natador depressus), penyu belimbing 
(Dermochelys cariacea) dan penyu tempayan (Caretta caretta), yang 
masing-masing memiliki ciri fisik (fenologi) yang berbeda. Kehati jenis 
tidak diukur hanya dari banyaknya jenis di suatu daerah tertentu tetapi 
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juga dari keanekaragaman takson (kelompok taksonomi yaitu kelas, 
bangsa, suku dan marga). 
c. Keanekaragaman genetika: keanekaragaman genetika adalah 
keanekaragaman individu di dalam suatu jenis. Keanekaragaman ini 
disebabkan oleh perbedaan genetis antar individu. Gen adalah faktor 
pembawa sifat yang dimiliki oleh setiap organisme serta dapat diwariskan 
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian individu di 
dalam suatu jenis membawa susunan gen yang berbeda dengan individu 
lainnya. Sebagai contoh dapat dilihat pada beranekaragaman varietas padi 
(misalnya Rojo lele, menthik, dan Cianjur) atau mangga (golek, harum 
manis, dan manalagi). 
2. Kenekaragaman Hayati Sektor Kelautan Indonesia 
a. Potensi Keanekaragaman ekosistem87  
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki media kehidupan 
berupa air masin (laut) yang lebih luas (70%) dibandingkan total luas media 
terestialnya (30%). Ekosistem marin (air masin) dibagi menjadi empat tipe, 
yaitu:  
1) Mintakat Neritik yang dikenal sebagai kawasan dekat pantai, terletak 
di sepanjang pantai dangkal dengan lebar berkisar 16-240 km. 
Mintakat neritik terbentang mulai dari tepi pantai yang terjangkau 
                                                             
87 Ibid., Hlm. 29-34, 37-39. 
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oleh pasang tertinggi sampai ke arah laut dengan bagian dasar yang 
masih dapat ditembus cahaya matahari (landasan sublitoral) sampai 
kawasan oceanik. Mintakat ini terbagi menjadi dua daerah, yaitu 
intertidal, adalah daerah pasang surut, berada pada landasan litoral, 
yaitu bagian pantai yang dibatasi oleh pasang tertinggi dan surut 
terendah. Kemudian subtidal adalah bagian perairan yang dibatasi 
oleh pantai yang mengalami surut terendah hingga laut lepas dengan 
kedalaman sekitar 200 m atau disebutkan sebagai laut dangkal. 
Komunitas pada mintakat neritik terletak di sepanjang pantai yang 
selalu tergenang pada saat air pasang terendah, mencakup pesisir 
terbuka yang tidak terpengaruh sungai besar atau terletak di antara 
dinding batu yang terjal. Daerah ini umumnya didominasi oleh 
berbagai jenis rumput laut, plankton, nekton, neston dan bentos. 
2) Ekosistem padang lamun, di Indonesia mempunyai luasan sekitar 
31.000 km2,88 dan teridentifikasi 13 jenis tumbuhan di padang lamun. 
Ekosistem padang lamun mempunyai peranan penting dalam 
menunjang kehidupan dan perkembangan jasad hidup di laut dangkal 
antara lain sebagai tempat mencari makan dan sumber pakan (feeding 
                                                             
88 Kuriandewa dkk, 2003, The Seagrass of Indonesia. In Green, E.P. dan Short, F.T. (Eds.) World Atlas 
of Seagrasses, Vol. xii, Hlm. 298, UNEP World Conservation Monitoring Center. University of 
California Press, Berkeley dalam Ibid., Hlm.31; 
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ground) dugong-dugong dan area pemijahan (nursery ground) bagi 
berbagai jenis biota laut. 
3) Terumbu karang, dihuni oleh berbagai tipe karang (coral), yaitu 
karang keras (hermatipik, stony coral), karang lunak (ahermatipik, 
soft coral) dan gorgonian. Luas terumbu karang di Indonesia 
mencapai 51.000 km2 atau 51% dari total luas terumbu karang di Asia 
Tenggara, bahkan ada yang menyebutkan bahwa terumbu karang di 
Indonesia mencapai 75.000 km2,89 atau 85.000 km2.90  
Namun demikian, hanya 6,5% terumbu karang Indonesia yang masih 
dalam kondisi sangat bagus, 22,5% pada kondisi bagus, dan sisanya 
dapat dikategorikan pada kondisi medium, kurang bagus sampai 
jelek.91 Indonesia memiliki keragaman terumbu karang yang tinggi, 
tercatat sekitar 590 jenis karang keras (82 marga), 2010 jenis karang 
lunak dan 350 jenis gorgonian.92 Karang memiliki manfaat secara 
langsung dan maupun tidak langsung. Manfaat tidak langsung dari 
terumbu karang adalah sebagai pelindung pantai dari hempasan 
                                                             
89 Burke dkk, 2002, Terumbu karang yang terancam di Asia Tenggara, World Resource Institut 
Washington, Amerika; Hutomo dan Moosa, 2005, Indonesian Coastal and Marine Biodiversity: Present 
Status; Indian Journal of Marine Sciences Vol.14 (1), Hlm. 88-9; Spalding dkk, 2001, World Atlas of 
Coral Reefs. University of California Press: Berkeley. Information provided by Reef Base-A Global 
Information System: Indonesia: Threat-Human, dalam Ibid. 
90 Tomascik dkk, 1997, The Ecology of Indonesian Seas, Part I.The Ecology of Indonesia Series, Vol. 
VII, Periplus Editions: Singapore, dalam Ibid. 
91 Dutton Dkk, 2000, Oceanographic Processes of Coral Reefs. In Wolanski E. (Ed.). The Challenges of 
Coral Reef Management in Indonesia, Hlm. 315-330, dalam Ibid.,Hlm. 32.   
92 Hutomo dan Moosa, 2005, Indonesian Coastal and Marine Biodiversity: Present Status; Indian 
Journal of Marine Sciences, Vol. 14(1), Hlm. 88-9, dalam Ibid. 
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ombak, dan penyerap karbon. Sebagai bahan obat dan kosmetika 
kandungan s320 dari karang merupakan bahan anti ultra violet. Secara 
ekologi, karang bermanfaat sebagai tempat memijah, bertelur, aneka 
macam ikan hias dan ikan konsumsi. Nilai ekonomi secara langsung 
karang dapat dijual secara langsung sebagai hasil pembudidayaannya, 
sebagai contoh karang hidup Corallium dengan keindahan warna 
merah memiliki harga yang cukup tinggi mencapai Rp. 10-15 juta/kg. 
sedangkan harga ikan hias laut yang memiliki potensi untuk 
dibudidayakan. 
4) Mintakat oseanik merupakan wilayah ekosistem laut lepas dengan 
kedalaman yang tidak dapat ditembus cahaya matahari sampai ke 
dasar, sehingga bagian dasarnya sangat gelap. Komunitas di 
ekosistem laut dalam belum banyak diketahui secara rinci. Hal ini 
dikarenakan terbatasnya ahli dan perangkat teknologi yang dimiliki 
untuk meneliti hingga mencapai perairan dalam. Peningkatan SDM 
(sumber daya manusia) dan peralatan pendukungnya sangta perlu 
dikembangkan sehingga Indonesia mampu untuk mengidentifikasi 
jenis dan potensi kehati yang ada di wilayah laut dalam. Apabila 
kemampuan untuk menggali kehati laut Indonesia ditingkatkan, maka 
kemungkinan besar Indonesia akan menduduki peringkat pertama 
kekayaan kehatinya di dunia. Lingkungan laut dalam sangat berperan 
dalam ekosistem lain, karena merupakan habitat dari beberapa ikan, 
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moluska, krustasea dan koral yang mampu bertahan hidup dengan 
kadar oksigen yang sangat minim, tekananan hidrostatis yang tinggi, 
temperatur air yang rendah, dan lingkungan gelap. 
5) Ekosistem Mangrove/Bakau, pada dasarnya ekosistem ini tidak hanya 
terbentang di daerah marin saja (air masin) tetapi juga di daerah 
limnik (tawar), sehingga disebut sebagai ekosistem semiterestrial. 
Dalam ekosistem mangrove komposisi tumbuhan penutup ditentukan 
oleh beberapa faktor utama yaitu substrat (bentuk tekstur dan 
kemantapan), kondisi pasang surut (frekuensi, kedalaman, dan atau 
lama genangan), dan salinitas (variasi harian dan musiman). Di 
Indonesia keanekaragaman jenis mangrove tercatat mencapai 243 
jenis tergolong dalam 197 marga dan 83 suku dari 268 jenis di Asia 
Tenggara.93  
Di Indonesia tercatat dalam ekosistem mangrove berbeda antara satu 
pulau dengan pulau lainnya. Dari 202 jenis mangrove yang telah 
diketahui, 166 jenis terdapat di Jawa, 157 jenis di Sumatera, 150 jenis 
di Kalimantan, 142 jenis di Irian Jaya, 135 jenis di Sulawesi, 133 jenis 
di Maluku dan 120 jenis di Kepulauan Sunda Kecil. Lada tahun 2013, 
luas mangrove Indonesia hampir mencapai 3,24 juta Ha.94 
                                                             
93 Giersen dkk, 2007, Mangrove guidebook for Southeast Asia, Food and Agricultural Organisation dan 
Wetlands International: Bangkok, Thailand, dalam Ibid, Hlm. 39. 
94 Saputro dkk, 2009, Peta mangroves Indonesia, Bakosurtanal: Bogor, dikutip dalam Ibid. 
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Dikarenakan adanya tekanan terhdap ekosistem mangrove, maka 
perlu dilakukan penambahan luasan mangrove. Perlu diketahui bahwa 
keberadaan ekosistem mangrove dan keberadaan jenis seperti kepiting 
Uca spp saling kait mengait yang mana kehadiran jenis kepeting 
tersebut merupakan jenis pelestari senan menjadi kunci kesuburan 
dari ekosistem mangrove yang merupakan penyedia pakan alami bagi 
berbagai jenis biota perairan seperti ikan, udang dan lain-lain, dan 
sebaliknya tanpa jenis kepiting tersebut kawasan mangrove menjadi 
kawasan anerobik yang menjadi racun bagi kehidupan satwa lainnya. 
b. Potensi Keanekaragaman Jenis 
Indonesia diyakini memiliki sumber daya laut yang sangat tinggi dan 
tersebar di lebih dari 99.093 km garis pantai dengan 70% adalah kawasan 
laut.95 Pengumpulan dan pendataan kehati laut merupakan tantangan 
tersendiri karena luasnya wilayah perairan di Indonesia. Di samping itu 
keahlian tenaga taksonomi kelautan yang sangat kurang, sehingga jumlah 
jenis biota yang terdata di perairan laut Indonesia baru berkisar 6.396 jenis 
termasuk data tumbuhan seperti mangrove, alga dan lamun. Sebagai contoh, 
kekayaan jenis ikan yang hidup di terumbu karang ada sekitar 225 jenis,96 
                                                             
95 BIG (Badan Informasi Geospasial), 2013, Laporan Tahunan PPKLPP, BIG: Bogor; Farhan dan Lim, 
2011, Resilience Assesment on Coastline Change and Urban Settlements: A Case Study in Seribu Island, 
Indonesia. Ocean dan Coastal Management, Vol. 54(5), Hlm. 391-400, dalam Ibid, Hlm. 55. 
96 Allen, 2008, Conservation hotspots of biodiversity and endemism for Indo‐Pacific coral reef fishes. 
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, Vol. 18(5), Hlm. 541-556, dalam Ibid, Hlm. 
57. 
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kekayaan terumbu karang dan ikan di pantai timur Kalimantan Pulau 
Derawan berturut-turut ada 460 jenis dan 700 jenis.97 Di perairan kepulauan 
Raja Ampat merupakan kawasan laut terkaya di dunia, karena mempunyai 
574 terumbu karang dan 553 jenis ikan karang (bullseye).98 
1) Fauna Laut, Jumlah fauna laut yang dapat diidentifikasi saat ini sudah 
mencapai sebanyak 5.319 jenis. Jenis terbanyak yang sudah 
diidentifikasi adalah ikan, diikuti dengan Echinodermata dan 
polychaeta/cacing-cacingan. Ikan dibagi dalam tiga kelompok besar 
yaitu Agnata, merupakan ikan primitif seperti Lampreys dan 
Hagfishes; ikan bertulang rawan (Chondrichthyes) seperti ikan cucut 
(hiu) dan ikan pari dan ikan bertulang sejati (Osteichthyes = 
Teleostei).99 Ikan hiu dan ikan pari yang biasa tertangkap di perairan 
Indonesia antara lain hiu martil (Zygaena sp); hiu caping 
(Galeorphynus australis); hiu gergaji (Lamna nasus); hiu parang 
(Alopias vulpinis) dan hiu biru (Prionace glauca). Jenis yang sering 
dijumpai di daerah terumbu karang adalah black tip reef 
(Carcharhinus spp.), white tip reef (Triaenodon spp) dan Cucut 
                                                             
97 TNC (The Nature Conservation), 2009, East Kalimantan Program: Conservation from Ridges to Reef, 
TNC: Kalimantan Timur, dalam Ibid. 
98 Turak dan Souhoka, 2003, Oral Diversity and The Status of Coral Reefs in The Raja Ampat Islands, 
Report on a Rapid Ecological Assessment of the Raja Ampat Islands, Papua, Eastern Indonesia, held 
October 30–November 22, 2002, 59, dalam Ibid. 
99 Lagrer dkk, 1962, Ichthyology, Wiley International Edition: Singapore, Hlm. 545, dalam Ibid, Hlm. 
58. 
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moncong putih (Carcharhinus amblyrhychos). Kedelapan jenis ikan 
laut tersebut merupakan komoditi andalan untuk bahan pangan 
ekspor, empat jenis di antaranya berpotensi untuk dibudidayakan.100 
Di Indonesia saat ini tercatat 557 jenis Echinodermata yang masuk 
dalam 60 suku dan 4 kelas. Jenis yang termasuk kelompok 
Echinodermata antara lain bintang laut (Linckia spp.), bulu babi 
(Diadema spp.), tripang (Holothuria spp.), lili laut (Lamprometra 
sp.), bintang mengular (Ophiothrix spp.), mahkota seribu atau 
mahkota berduri (Acanthaster spp.).101 Jumlah jenis paling banyak 
pada Echinodermata dimiliki oleh Kelas Ophiuroidea yang terdiri 
atas 142 jenis (11 suku), sedangkan jumlah paling sedikit dijumpai 
pada Kelas Echinoidea (84 jenis dari 21 suku).  
Keanekaragaman jenis Krustasea laut Indonesia tercatat saat ini ada 5 
suku yang terbanyak udang pengko (Stomatopoda) 118 jenis dan 
paling sedikit suku Syllaridae (2 jenis). Di Indonesia, 6 jenis krustasea 
memiliki nilai ekonomi yang penting, misalnya “lobster” dan udang, 
namun populasi di alam sudah semakin menurun, bahkan seperti mimi 
(Tachypleus gigas) sudah mendekati kepunahan, sehingga perlu 
                                                             
100 Romimohtarto and Juwana, 1999, Biologi Laut, Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut, Pusat dan 
Pengembangan Oseanologi-LIPI: Jakarta. Hlm. 527, dalam Ibid. 
101 Lilley, 1999, Buku Panduan Pendidikan Konservasi. Terumbu Karang Indonesia. Edisi I. Direktorat 
Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Natural Resources Management Program, USAID, 
Yayasan Pustaka Alam Nusantara dan The Nature Conservacy, Hlm 55, dikutip dalam Ibid.,Hlm. 59. 
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dilindungi.102 Data keanekaragaman cacing laut (Polychaeta) di 
Indonesia cukup lengkap, meliputi 43 suku dan 527 jenis (lihat tabel 
3.7). Jumlah jenis cacing laut tercatat paling banyak masuk dalam 
suku Terebillidae, diikuti suku Plynoidea dan Nelerididae, sedangkan 
suku lain memiliki 1-3 jenis saja.  
Keanekaragaman sponges di Indonesia diperkirakan tidak lebih dari 
850 jenis sponge.103 Di perairan Indonesia Timur, ditemukan 441 jenis 
spons yang terdiri atas 339 jenis dari kelas Demospongiae dan 2 jenis 
kelas Calcarea.104 Jenis yang umum terdapat di Perairan Indonesia 
Timur yaitu Aaptos spp., Clathria vulpina, Callyspongia spp., 
Oceanopias spp., Petrosia spp. dan Xestospongia spp. 
Coral atau yang lebih dikenal dengan sebutan karang termasuk 
kelompok hewan yang berbentuk bunga, sehingga seringkali 
mengecoh dan dianggap sebagai kelompok tumbuhan. Karang dibagi 
dalam kelompok hermatipik dan ahermatipik. Kelompok hermatipik 
merupakan karang yang mampu membentuk terumbu karang dengan 
                                                             
102 Moosa, 1984, Udang Karang (Panulirus spp.) dari Perairan Indonesia, Proyek studi potensi 
sumberdaya alam Indonesia, Studi Potensi Sumberdaya ikan, Lembaga Oseanologi Nasional, LIPI: 
Jakarta, Hlm. 40; Moosa dan Aswandi, 1984, Hayati Ikan, Lembaga Oseanologi Nasional, LIPI: Jakarta, 
dalam Ibid. 
103 Nontji, 1999, Coral Reefs of Indonesia: Past, Present and Future. Prosiding Lokakarya Pengelolaan 
dan Iptek Terumbu Karang: Jakarta, Hlm. 22-23 November; Soest, 1989, The Indonesian Sponge Fauna: 
A Status Report, Neth. J. Sea Res, Vol. 23(2), Hlm. 223, 230, dalam Ibid. 
104 Rahmat, 2007, Spons Indonesia Kawasan Timur. Oseanologi dan Limnologi di Indonesia, Vol. 33, 
Hlm. 123-128, dalam Ibid. 
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bantuan sel alga (zooxanthelae) yang terdapat dalam jaringan 
tubuhnya, kelompok ahermatipik tidak mempunyai zooxanthella dan 
hidup di tempat yang dalam serta tidak membentuk terumbu 
karang.105 Di Indonesia tidak kurang dari 70 jenis koral sudah 
teridentifikasi106 dan hasil kompilasi data selama dua decade (1993-
2011) menunjukkan kondisi yang berbubah-ubah. 
2) Algae, yang hidup di perairan Indonesia dapat dikelompokkan 
menjadi tiga, yaitu algae yang mengandung pigmen berwarna merah; 
algae yang mengandung pigmen berwarna hijau dan algae yang 
mengandung pigmen berwarna coklat. Sampai saat ini, sudah dapat 
dikenali sebanyak 1.077 algae dan flora laut. Alga secara taksonomi 
dibagi menjadi 11 divisi yaitu sianobakteria, proklorofita, glaukofita, 
rodofita, heterokontofita, haptofita, kriptofita, dinofita, euglenofita, 
klorarahniofita dan klorofita berdasarkan evolusi dinding inti sel, 
pigmen dan struktur genetika sel ganggang tersebut.107 
3) Flora Laut, di Indonesia sebagian besar dijumpai di perairan pesisir 
yaitu lamun (sea grass). Lamun termasuk dalam golongan tumbuhan 
tingkat tinggi, karena bagian batang, daun, bunga dan buahnya dapat 
                                                             
105 Lilley, 1999, Buku Panduan Pendidikan Konservasi. Terumbu Karang Indonesia. Edisi I. Direktorat 
Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Natural Resources Management Program, USAID, 
Yayasan Pustaka Alam Nusantara dan The Nature Conservacy, Hlm 55, dalam Ibid., Hlm. 60. 
106  Suharsono, 2014, Biodiversitas Laut Indonesia, Puslit Oseanografi-LIPI: Jakarta, dalam Ibid. 
107 Van hoek dkk, 1995, Algae An Introduction to Phycology, Cambridge University Press: Cambridge 
dalam Ibid.,Hlm. 61. 
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dibedakan dengan jelas. Kebanyakan lamun hidup di perairan yang 
relatif tenang, bersubstrat pasir halus dan lumpur. Pada perairan 
Indonesia hanya dikenal 13 Jenis, di antaranya yaitu Halophila 
spinulosa, H. decipiens, H. minor, H. ovalis, H.sulawesii, Enhalus 
acoroide, Thalassia hemprichii, Cymodocea serrulata, C. rotundata, 
Halodule pinifolia, H. uninervis, Syringodium isoetifolium dan 
Ruppia maritima.108 
4) Mikroba Laut, Air merupakan habitat yang baik untuk mikroba. 
Keanekaragaman jenis mikroba laut yang secara melimpah di 
Indonesia belum banyak diketahui. Meskipun beberapa penelitian 
terpisah-pisah, sudah dapat mengidentifikasi adanya bakteri di 
perairan Sangihe Talaud sebanyak 14 kelas.109 Keanekaragaman jenis 
mikroba laut yang melimpah di Indonesia belum tergarap secara 
maksimal, demikian juga yang berasosiasi dengan terumbu karang 
belum banyak diketahui, beberapa jenis mikroba tertentu walaupun 
diketahui hidup bersimbiosis mutualisme dengan terumbu karang. 
Berdasarkan penelitian Patantis sejumlah marga bakteri dijumpai di 
perairan sekitar Sangihe Talaud seperti Alteromonas, Pseudomonas, 
                                                             
108 Romimahtarto and Juwana, 1999, Biologi Laut, Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut, Pusat dan 
Pengembangan Oseanologi-LIPI: Jakarta, Hlm. 527, dalam Ibid. 
109 Patantis dkk, 2012, Bacterial diversity of the deep sea of Sangihe Talaud, Sulawesi, Squalen Vol. 7 
No. 1, Hlm. 1, dalam Ibid.,Hlm. 63. 
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Pseudoaltero-monas, Shewanella, Vibrio dan bakteri lain yang belum 
dapat dikulturkan.110 
Dari hasil penelitiannya diketahui ada 14 kelas mikroba asal laut 
sekitar Sangihe Talaud yaitu Acetobacteraceae, Actinobacteria, 
proteobacteria, Bacilli, Bacteroidetes, proteobacteria, Chlorobi, 
Chroococcales, Clostridia, proteobacteria, Erysipelotrichia, 
proteobacteria, Synergistia dan Zetaproteobacteria serta lainnya 
yang belum dapat diidentifikasi dan belum dapat dikulturkan. 
Dari minimnya catatan tentang jenis kehati laut, menunjukkan bahwa 
kekayaan jenis hayati laut tersebut masih banyak yang belum 
teridentifikasi dan terdokumentasi, khususnya yang berada di 
kawasan Indonesia bagian timur.  
c. Potensi Keanekaragaman Genetika111 
Sumberdaya genetika hewan dikelompokkan ke dalam perikanan dan 
peternakan, baik yang sudah didomestikasi maupun yang masih liar. Kultivar 
hewan yang dimiliki Indonesia antara lain perikanan darat (ikan bilih, dan 
ikan gabus) dan peternakan (sapi, kerbau, domba, dan kelinci). Sebagai 
contoh, plasma nutfah perikanan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
Masing-masing perikanan darat memiliki beberapa keunggulan dan keunikan 
yang dapat dikembangkan demi menyejahterakan kehidupan masyarakat. 
                                                             
110 Ibid. 
111 Ibid.,Hlm. 75-75. 
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Pertama, varietas atau jenis yang bersifat endemik memiliki potensi 
pemanfaatan yang tinggi. Contohnya antara lain ikan bilih (Mystacoleucus 
padangensis), yang di dunia hanya terdapat di danau Singkarak, Sumatra 
Barat.  
Kedua, keberadaan ikan endemik menyatu dengan perilaku dan pola 
hidup masyarakat lokal. Selain dianggap sebagai bagian dari kebudayaan dan 
dikonsumsi secara turun-temurun, ikan endemik juga dijaga kelestariannya 
sebagai bagian dari kearifan lokal. 
Ketiga, secara ekologi ikan endemik memiliki habitat hidup dan 
perkembangbiakan yang khas. Sebagai contoh, ikan bilih dari Danau 
Singkarak belum dapat dikembangbiakkan di tempat lain. Keempat, jenis 
ikan endemik memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menjadi ciri khas bagi 
daerah tersebut. Contohnya Tor tambra, T. douronensis, T. tambroides, 
Labeobarbus douronensis dari Sungai Kapuas. Jenis-jenis endemik tersebut 
memiliki keunggulan dalam daya tahan terhadap ekosistem setempat. 
Namun, lahan budi daya perikanan darat yang mengandung jenis ikan 
endemik belum dimanfaatkan secara optimal. Baru beberapa daerah saja yang 
membudidayakan ikan endemik dalam kemasan pariwisata, misalnya Danau 
Tondano, Danau Singkarak, Danau Poso, dan Danau Sentani.  
Banyak masalah mengancam keberlanjutan budidaya dan kelestarian 
ikan endemik, di antaranya adalah eksploitasi berlebihan, introduksi ikan lain 
yang bersifat predator atau kompetitor yang dapat menjadi invasif. Di 
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samping itu, ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan 
pertanian dan pembabatan hutan juga menjadi problem serius untuk ikan 
endemik. 
 
F. Convention On Biological Diversity 1992 (CBD) 
1. Latar Belakang Lahirnya CBD112 
Sebagaimana laju kerusakan lingkungan hidup khususnya kehati terus 
meningkat, sehingga kemudian mendorong masyarakat dunia untuk mengambil 
langkah yang terpadu agar konservasi terhadap kehati dapat terlaksana. Di mulai 
dari lahirnya berbagai instrumen hukum internasional baik dalam lingkup 
sektoral maupun regional dalam perlindungan kehati, namun tetap saja belum 
dapat menyelesaikan persoalan kerusakan kehati. 
Instrumen hukum internasional dalam lingkup sektoral maupun regional 
dinilai belum memadai dalam mendorong perlindungan lingkungan hidup global. 
Hal tersebut disebabkan karena instrumen tersebut hanya terbatas pada daerah 
tertentu saja yang substansi perlindungannya pun sangat terbatas dan berbeda-
beda tergantung dari kondisi daerah tersebut ditandai dengan perlindungan yang 
cenderung pada sepesies dan kawasan lindung tertentu saja sehingga tak dapat 
menjawab persoalan lingkungan hidup yang pada dasarnya memiliki sifat 
interdependence (keterkaitan) dan global. Ditambah dengan persoalan tidak 
                                                             
112 Lihat Cyrille de Klemm in Collaboration with Clare shine, 1993, Biological Diversity Conservation 
and The Law (Legal Mecanism for Conserving Species and Ecosystem), Environmental Policy and Law 
Paper No. 29, IUCN – The World Conservation Union: Norwich, Inggris, Hlm. 17-19. 
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tersedianya suatu mekanisme yang dapat mewadahi tindakan terpadu melalui 
tindakan kerja sama dari instrumen tersebut. Hal tersebut ditandai dengan tidak 
tersedianya sarana bantuan teknis dan finansial untuk tujuan pelestarian kehati 
dalam konvensi konservasi regional di akhir tahun 1970an dan selama 1980an. 
Suatu konsep baru dalam perlindungan kehati muncul yaitu melalui 
pendekatan konsep konvensi multilateral agar dapat menjangkau seluruh 
masyarakat dunia, bukan untuk menggantikan konvensi yang telah ada 
sebelumnya namun lebih kepada untuk menetapkan kewajiban umum untuk 
melestarikan kehati dan untuk memberikan kerangka hukum yang koheren untuk 
tindakan pelestarian di masa yang akan datang.  
Hal tersebut diinisiasi oleh Internaational Union For Conservation of 
Nature (IUCN) pada tahun 1981, yang kemudian diikuti dengan kajian-kajian 
mengenai instrumen hukum global dalam perlindungan lingkungan hidup 
khususnya perihal kehati oleh masyarakat internasional, di sanalah terjadi 
negosiasi antara negara maju dan berkembang yang mana negara berkembang 
menekankan perihal kedaulatan atas kehati sebagai suatu sumber daya alam yang 
berada di dalam wilayah yurisdiksinya diikuti dengan tuntutan akan hak atas 
pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya alam serta permintaan 
bantuan finansial dari negara maju untuk memenuhi biaya konservasi sebagai 
bentuk kerja sama dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup global. Pada 
puncaknya yaitu pada tahun 1992 tanggal 5 juni lahirlah CBD melalui United 
76 
 
Nation Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de 
Janeiro. 
2. Prinsip CBD113 
Dalam penerapan CBD dianut prinsip bahwa setiap negara memiliki 
kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya alamnya namun dalam 
pengelolaannya harus dipastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alamnya 
tersebut tidak mencemari lingkungan yang dapat membahayakan lingkungan dari 
Negara lain. Hal tersebut tergambar dalam Pasal 3 dari konvensi ini yaitu sebagai 
berikut: 
“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of 
international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their 
own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their 
jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of 
areas beyond the limits of national jurisdiction.”114 
 
Prinsip tersebut mengakui adanya kedaulatan dalam pemanfaatan sumber 
daya alam suatu negara berdasarkan kebijakan lingkungan nasionalnya. Istilah 
the sovereign right of states dalam hal ini adalah hak yang diakui oleh hukum 
internasional untuk tujuan yang spesifik, yaitu dalam hal eksploitasi sumber daya 
alam. Namun ada dua hal penting yang harus diperhatikan sebagai batasan dari 
prinsip ini. 
                                                             
113 Lyle Glowka, Françoise Burhenne-Guilmin, dkk, 1994, A Guide To the Convention On Biological 
Diversity, Environmental Policy and Law Paper No. 30, IUCN -The World Conservation Union: 
Siegberg, Jerman, Hlm. 26. 
114 Lihat Pasal 3 Convention on Biological Diversity 1992 (CBD). 
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Pertama bahwa kedaulatan dalam mengeksploitasi sumber daya alam 
tersebut dikaitkan dengan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan lintas batas. 
Hal tersebut berarti bahwa suatu negara harus memastikan bahwa aktivitas di 
dalam wilayah teritorialnya atau yang menjadi di bawah kendalinya seperti, di 
landas kontinen, di zona perikanan atau zona ekonomi tidak merusak lingkungan 
hidup negara lain atau kawasan di luar yurisdiksi nasionalnya, yaitu seperti laut 
lepas, dasar laut dalam atau luar angkasa. Di dalam hukum internasional, prinsip 
ini “no harm principle” ada sebagai suatu hal yang harus dipahami oleh suatu 
negara sebagai kebutuhannya untuk melakukan yang terbaik dalam mencegah 
terjadinya pencemaran lingkungan lintas batas. 
Hal yang kedua yang harus diperhatikan sebagai batasan dari prinsip 
tersebut adalah mengenai “Sovereign Right” itu sendiri yang harusnya juga diuji 
dalam kaitannya dengan Charter of the United Nations and Principles of 
International Law. Negara harus mempertimbangkan berbagai kewajiban dalam 
Piagam PBB untuk bekerja sama; kewajiban ini termasuk, antara lain, 
mempromosikan standar hidup yang lebih tinggi dan mencari solusi untuk 
masalah ekonomi, sosial dan kesehatan internasional. Tujuan-tujuan ini tidak 
dapat dicapai tanpa memperhatikan konservasi lingkungan lingkungan hidup. 
3. Ruang Lingkup CBD 
Alexander kiss mengatakan: 
“The CBD establishes guidelines for conduct towards all life on the planet, guidelines 
that are implemented through national conservation strategies and plans of action, 
taking into account the regulations contained in other international agreements. 
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Biological diversity, or biodiversity, has thus become a unifiying concept denoting all 
living organism and their intricate interdependence. It has replaced nature conservation 
as the primary term used in regulating human actions towards other components of the 
living world.”115  
 
Bahwa pada dasarnya CBD adalah pedoman dalam bertingkah laku atau 
merupakan aturan tingkah laku terhadap kehati yang diimplementasikan melalui 
strategi konservasi dan rencana aksi nasional dengan pendekatan ecology-
oriented dan dengan mempertimbangkan perjanjian internasional lainnya, yang 
mana kehati dalam hal ini diterjemahkan sebagai seluruh kehidupan di bumi atau 
merupakan komponen-komponen kehidupan lainnya yang ada di dunia sebagai 
suatu hal yang saling berkaitan atau saling menunjang satu sama lain. 
Dalam perlindungan kehati, CBD lebih menekankan pendekatan 
terintegrasi daripada pendekatan sektoral sebagaimana semangat lahirnya CBD. 
Hal tersebut dideskripsikan melalui sasaran CBD yang termuat dalam Pasal 1 
yaitu menyangkut konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap 
komponen-komponen kehati, pembagian keuntungan yang adil dan merata dalam 
pemanfaatan sumber daya genetik sebagai salah satu komponen kehati, termasuk 
perihal akses yang memadai terhadap sumber daya genetik tersebut, transfer 
teknolgi yang relevan serta perihal pembiayaan terkait hal tersebut, dengan 
mempertimbangkan kedaulatan negara atas semua sumber daya alam yang 
dimilikinya termasuk terknologi penemuannya tersebut.116 
                                                             
115 Alexandre Kiss & Dinah Shelton, Op.Cit., Hlm. 178. 
116 Lihat Ibid., Hlm. 180. 
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Kemudian untuk mengetahui sejauh mana cakupan CBD dapat pula 
dilihat pada bagaimana CBD mendefinisikan kehati. Hal tersebut dapat terlihat 
dalam Pasal 2 bahwa: 
“Biological Diversity means the variability among living organisms from all resources 
including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatiq ecosystems and the ecological 
complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species 
and of ecosystems.”117 
 
Bahwa kehati ialah keanekaragaman diantara mahluk hidup dari semua 
sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta 
kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, 
mencakup di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.118 
CBD umumnya diterapkan pada seluruh proses dan aktivitas yang 
berpotensi memberi dampak merugikan yang signifikan terhadap konservasi dan 
pemanfaatan berkelanjutan dari kehati. Sehingga dalam pelaksanaannya 
dilakukan melalui pendekatan yang luas terhadap konservasi, hal tersebut dapat 
dilihat pada Pasal 6 dan 7 bagaimana CBD diterapkan untuk mengantisipasi 
proses-proses maupun aktivitas-aktivitas demikian.119  
  
                                                             
117 Lihat Ibid.,Pasal 2; Lihat juga Lyle Glowka, Françoise Burhenne-Guilmin, dkk, Op.cit, Hlm. 16-25.  
118 Lihat terjemahan resmi dari salinan naskah asli CBD melaui 
http://www.kehati.or.id/images/referensi/konvensi_protokol_keputusan/UN%20CBD_Terjemahan%20
Resmi.pdf, diakses pada tanggal 10 februari 2016 pukul 23:00 WITA; 
119 Lihat Cyrille de Klemm in Collaboration with Clare shine, Op.Cit.,Hlm. 21; Lihat juga CBD Pasal 6 
tentang Tindakan Umum Bagi Konservasi dan Pemanfaatan Secara Berkelanjutan dan 7 tentang 
Identifikasi dan Pemantauan. 
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4. Protokol CBD  
Dalam pelaksanaan CBD, terdapat protokol yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dengan CBD. Hal ini berdasarkan Pasal 30 ayat (1) CBD 
tentang Pengesahan dan Lampiran Amandemen, bahwa lampiran pada CBD atau 
setiap protokol merupakan bagian tak terpisahkan dari konvensi atau protokol 
tersebut, kecuali ditetapkan lain dengan suatu acuan terhadap CBD atau 
protokolnya, yang pada waktu yang sama merupakan acuan terhadap setiap 
lampirannya. Lampiran semacam itu terbatas pada hal-hal procedural, ilmiah, 
teknis dan administratif.120 
Protokol merupakan suatu instrumen hukum internasional yang mengikat 
dan terpisah dari perjanjian lain namun tetap memiliki hubungan dengan suatu 
perjanjian lain. Dikatakan ‘terpisah dari perjanjian lain’ sebab dalam 
pembentukan protokol, harus dinegosiasikan secara tersendiri, ditandatangani, 
dan akhirnya diratifikasi. Protokol hanya mengikat negara peserta protokol 
tersebut. Sehingga protokol memiliki pesertanya sendiri, dan menimbulkan hak 
dan kewajiban yang terpisah untuk pesertanya itu sebagaimana perjanjian 
lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan ‘berhubungan dengan perjanjian lain, 
bahwa suatu protokol memiliki perjanjian induk, sehingga maksudnya bahwa 
                                                             
120 Loc.Cit. 
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protokol memiliki hubungan dengan perjanjian induknya. Hal inilah yang 
merupakan karakter yang unik dari protokol.121  
Protokol CBD ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh sesudah 
tanggal penyerahan sejumlah instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan yang 
ditentukan dalam protokol. Hal ini berdasarkan Pasal 36 ayat (2) CBD tentang 
hal berlakunya.122  
Adapun protokol yang dimaksud, yaitu:  
a. Protokol Cartagena (Cartagena Protocol) 
1) Sasaran Protokol Cartagena  (Objective) 123 
Pada Pasal satu dijelaskan bahwa: 
“In accordance with the precautionary approach contained in Principle 15 of 
the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this 
Protocol is to contribute to ensuring an adequate level of protection in the field 
of the safe transfer, handling and use of living modified organisms resulting 
from modern biotechnology that may have adverse effects on the conservation 
and sustainable use of biological diversity, taking into account risks to human 
health, and specifically focusing on transboundary movement.” 
 
Dalam objective protokol ini dimulai dengan kalimat bahwa “in 
accordance with the precautionary approach contained in principle 15 of 
the Rio Declaration, the objective of this protocol is….”. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa Pasal satu protokol ini menyatakan bahwa 
pendekatan prinsip kehati-hatian menjadi pedoman dasar dan utama dari 
                                                             
121 Lihat Ruth Mackenzie dkk, 2003, An Explanatory Guide to the Cartagena Protocol on Biosafety, 
IUCN Environmental Policy and Law Paper No. 46, ICUN – The World Conservation Union, Gland, 
Switzerland dan Cambridge, United Kingdom,  Hlm. 2. 
122 Loc.Cit. 
123 Lihat Ruth Mackenzie dkk, Op.Cit., Hlm. 31-33. 
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protokol ini. Dengan kata lain, sasaran protokol ini dipahami sesuai 
dengan prinsip ke 15 dari Rio Declaration 1992. Semangat penerapan 
prinsip tersebut ke dalam protokol ini didasari dengan pemahaman bahwa 
agar alasan kurangnya kepastian ilmiah tidak digunakan untuk menunda 
pencegahan perusakan lingkungan hidup.  
Elemen utama dari objective protokol ini terdapat pada kalimat 
berikut: 
“….. to contribute to ensuring an adequate level of protection….” 
 
Protokol ini tidak mengatur standar yang absolut dalam 
perlindungan terhadap dampak yang merugikan dari LMOs (Living 
Modified Organism/Rekayasa Organisme Hidup). Dari kalimat itu, dapat 
diambil dua kualifikasi terkait dengan perlindungan tersebut.  
Pertama, bahwa protokol tersebut ditujukan untuk berkontribusi 
dalam menjamin perlindungan melaui semua aspek, baik dengan tindakan 
dalam bentuk yang telah ditentukan dalam protokol maupun dengan 
tindakan lain yang dimungkinkan untuk diterapkan, seperti legislasi 
nasional suatu negara maupun instrumen-instrumen hukum internasional 
lainnya yang relevan.  
Kedua, bahwa tingkat perlindungan yang memadai 
dipertimbangkan, yang dimaknai bahwa tingkat perlindungan harus 
disesuaikan dengan aktivitas tertentu dan dengan resiko tertentu, dalam 
artian semakin tinggi resiko kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh 
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suatu kegiatan, semakin serius potensi kerusakan yang akan timbul dari 
kegiatan tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat perlindungan yang 
dibutuhkan.  
Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, yaitu: 
“… in the field of safe transfer, handling and use of living modified organisms 
resulting from modern biotechnology” 
 
Bahwa transfer, handling and use (pengalihan, penanganan dan 
pemanfaatan) merupakan bagian dari aktivitas LMOs yang menjadi salah 
satu sasaran perlindungan. Meskipun ketiga istilah tersebut tidak 
dijelaskan pada Pasal 3 protokol ini yaitu pada ketentuan umum, istilah-
istilah tersebut dipahami sebagaimana makna umum yang dipakai setiap 
hari. Namun mengapa justru disebutkan secara khusus, hal ini disebabkan 
CBD melalui Pasal 19 ayat (3) telah menyiratkan tentang hal itu untuk 
dinegosiasikan melalui protokol ini. 
Kalimat “… that may have adverse effects on the conservation and 
sustainable use of biological diversity” yang sebagai lanjutannya 
kemudian diartikan bahwa Perlindungan kehati dari dampak LMOs yang 
merugikan merupakan pertimbangan pertama yang mendasari mandat 
CBD untuk dinegosiasikan melalui protokol ini. “conservation and 
sustainable use of biological diversity” merupakan unsur yang 
terkandung di dalam sasaran CBD. Kemudian frasa “may have adverse 
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effects” merupakan penerapan dari precautionary principle yang telah 
dijelaskan sebelumnya.  
Kemudian, kalimat “taking also into account risks to human 
health”. Menetapkan suatu kompromi antara mereka yang ingin melihat 
perlindungan terhadap kesehatan manusia yang juga termasuk sebagai 
sasaran protokol ini, dan mereka yang merasa bahwa sasaran protokol ini 
harus dibatasi dengan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan 
dari kehati. Belum diketahui dengan pasti apa dampak dari penggunaan 
kata-kata “taking also into account risks to human health” secara hukum 
dan praktis untuk implementasi dari protokol ini. 
Contohnya, jenis resiko terhadap kesehatan manusia seperti apa 
yang akan dipertimbangkan? Apakah hanya yang termasuk bagian dari 
dampak kehati, atau juga dampak yang langsung terhadap kesehatan 
manusia (dampak dari konsumsi LMOs atau produk yang mengandung 
LMOs)? Apakah potensi-potensi dampak-dampak tersebut dinilai sama 
sebagai resiko terhadap kehati oleh protokol ini? Mungkin potensi 
dampak terhadap kesehatan manusia saja sudah cukup untuk 
membenarkan pembatasan impor LMOs di bawah protokol ini. Meskipun 
dampak langsung terhadap kesehatan manusia masih tergolong 
kontroversial, kalimat “taking into account risks to human health” dapat 
mendukung interpretasi terbsebut. 
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Dilanjutkan dengan kalimat berikut: 
“… and specifically focusing on living modified organisms that are subject to 
transboundary movement” 
 
Kalimat ini menunjukkan bahwa adanya perhatian khusus 
terhadap LMOs dalam konteks lintas batas. Hanya saja terkait dengan 
LMOs memang pada dasarnya merupakan hal yang kontroversial sebab 
ternyata negara berkembang yang mendominasi negosiasi dalam protokol 
ini belum memiliki pengaturan sendiri melalui legislasi nasional mereka 
mengenai LMOs. 
2) Ruang Lingkup Protokol Cartagena (Scope)124 
Ruang lingkup protokol ini dideskripsikan melalui Pasal empat, 
yaitu: 
“this Protocol shall apply to the transboundary movement, transit, handling 
and use of all living modified organisms that have adverse effects on the 
conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into 
account risks to human health.” 
 
Dari Pasal 4 tersebut, dapat ditemukan bahwa konsep scope dari 
protokol ini memiliki dua unsur, yaitu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan 
yang menjadi sasaran protokol ini, dan mengenai subjek permasalahan 
yang diakui dalam protokol ini, yaitu LMOs.  
Persoalan kegiatan-kegiatan yang dimaksud, pertama terkait 
transboundary movement (aktivitas lintas batas). Dijelaskan bahwa 
transboundary movement bukan hanya mengenai hubungan antar negara 
                                                             
124 Lihar Ruth Mackenzie dkk, Op.Cit., Hlm. 54. 
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peserta dari protokol ini, tetapi juga hubungan dengan negara non-peserta 
berdasarkan Pasal 17 dan 24 dari protokol ini. Hal tersebut didasari 
dengan pertimbangan agar resiko terhadap laut bebas dapat dicegah 
melalui pendekatan tersebut.  
Kedua terkait dengan kegiatan transit (transit), protokol ini tidak 
mendefinisikan secara khusus mengenai transit ini, hanya saja, istilah 
tersebut diakui maknanya yang umum dipahami dalam konteks protokol 
ini yang terkandung di dalam sasaranya, yaitu terkait dengan LMOs 
apakah itu lintas batas dari satu negara atau lebih. Ketiga terkait dengan 
istilah handling and use (penanganan dan pemanfaatan), istilah ini juga 
tidak didefinisikan secara khusus dalam protokol ini. Dalam 
penerapannya, handling didefinisikan sesuai dengan definisi yang 
umumnya dipahami yang dirujuk dengan proses manual atau mekanis 
atau metode yang diterapkan dalam LMOs. Begitupun dengan use yang 
juga tidak didefinisikan secara khusus, walaupun pada Pasal 3 ayat (b) 
ditemukan istilah contained use maka dalam penerapannya, istilah use 
dipahami sebagaimana maknanya secara umum dalam konteks makna 
dari contained use tersebut. 
Kemudian mengenai subjek permasalahan yang disebutkan dalam 
protokol ini, yaitu LMOs. LMOs ini memilika tiga elemen penting 
berdasarkan Pasal 3 ayat (g-i), yaitu, living organism (organisme hidup), 
novel combination of genetic material (kombinasi bahan genetik baru), 
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dan such genetic material must have been ‘obtained through the use of 
modern biotechnology’ (kombinasi bahan tersebut diperoleh dari 
pemanfaatan bioteknologi modern).  
Kedua unsur dari scope protokol ini kemudian dibatasi dengan 
kalimat, that may have adverse effects of biological diversity, taking also 
into account risks to human health, yang telah dijelaskan sebelumnya 
dalam sasaran protokol ini pada Pasal 1. 
b. Protokol Nagoya (Nagoya Protocol) 
1) Sasaran Protokol Nagoya (Objective)125 
Pada Pasal satu dijelaskan bahwa: 
“the objective of this Protocol is the fair and equitable sharing of the benefits 
arising from utilization of genetic resources, including by appropriate acces to 
genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking 
into account all rights over those resources and to technologies, and by 
appropriate funding, thereby contributing to the conservation of biological 
diversity and the sustainable use of its components.” 
 
Berdasarkan Pasal satu tersebut maka dapat ditemukan bahwa 
sasaran dari Protokol Nagoya adalah mengenai pembagian keuntungan 
yang adil dan merata dalam pemanfaatan sumber daya genetik sebagai 
salah satu komponen kehati. Dalam pemenuhan sasaran tersebut 
dibutuhkan untuk melibatkan perihal akses terhadap sumber daya genetik 
oleh pihak yang memanfaatkan, begitupun dengan transfer teknolgi yang 
                                                             
125 Lihat Thomas Greiber dkk, 2012, An Explanatory Guide to the Nagoya Protocol on Access and 
Benefit Sharing, IUCN Environmental Policy and Law Paper No. 83, IUCN – The World Conservation 
Union, Gland, Switzerland, United Kingdom Hlm.57-60. 
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relevan oleh pihak penyedia teknologi. Dalam hal ini tentu dibutuhkan 
pengakuan terkait hak atas kepemilikan sumber daya genetik dan 
teknologi tersebut, serta tak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan terkait 
hal tersebut juga dibutuhkan, yang kesemua hal tersebut dipenuhi sesuai 
dengan kondisinya dan kebutuhannya (in appropriate ways). 
Protokol ini mengedepankan tujuan pembagian keuntungan yang 
adil dan merata dengan ekspektasi bahwa implementasinya akan 
berkontribusi terhadap konservasi kehati dan pemanfaatannya yang 
berkelanjutan, yang mana keterkaitan sasaran tersebut tidak dapat 
diwadahi oleh CBD sehingga dijabarkan melalui kedua protokolnya 
(Cartagena Protocol and Nagoya Protocol) yang dapat menghubungkan 
sasaran tersebut secara eksplisit. 
2) Ruang Lingkup Protokol Nagoya (Scope)126 
Scope protokol ini dideskripsikan melalui Pasal tiga, yaitu: 
“This Protocol shall apply to genetic resources within the scope of article 15 of 
the convention and to the benefits arising from the utilization of such resources. 
This protocol shall also apply to traditional knowledge associated with genetic 
resources within the scope of the Convention and to the benefits arising from 
the utilization of such knowledge.” 
 
Dapat dilihat bahwa kalimat pertama membatasi scope Protokol 
Nagoya untuk sumber daya genetik yang berada dalam lingkup CBD 
                                                             
126 Lihat Thomas Greiber dkk, Op.Cit., Hlm. 69-72. 
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Pasal 15 dan keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumberdaya 
genetik tersebut.127 
Terkait dengan traditional knowledge associated with genetic 
resources, dapat ditemukan pada Pasal 8 ayat (j) CBD. Kalimat kedua dari 
Pasal tiga mengacu pada bagian dari praktek dan inovasi pengetahuan 
tersebut, yaitu pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya 
genetik. Manfaat berbagi keuntungan yang timbul dari pemanfaatan 
pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik 
didorong oleh Pasal 8 (j) dari CBD dan diwadahi oleh Pasal tiga protokol 
nagoya ini.128 
 
  
                                                             
127 Lihat CBD Pasal 15 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik. 
128 Ibid., Pasal 8 tentang Konservasi In-situ ayat (j). 
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BAB III 
  
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, 
penulis memilih lokasi penelitian berikut: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum; 
2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 
 
B. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait; 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen-
dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan 
lainnya yang mendukung. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada 
pihak-pihak terkait; 
91 
 
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa 
peraturan perundang-undangan atau sumber-sumber kepustakaan lainnya yang 
mendukung. 
 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara 
kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna 
memperoleh gambaran yang dapat dipahami dan terarah perihal implementasi 
Convention on Biological Diversity 1992 pada sektor kelautan di Indonesia dengan 
menjawab permasalahan yang penulis rumuskan.  
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BAB IV  
 
PEMBAHASAN 
 
Dalam mengkaji tentang implementasi CBD sebagai suatu perjanjian 
internasional, terkhusus pada sektor kelautan di Indonesia, sebagaimana yang telah 
dijelaskan pada Bab II, dibutuhkan penjabaran tentang bagaimana pengaturan CBD 
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengenai sistem kelembagaan 
yang mewadahi pelaksanaan CBD.  
 
A. Penerapan Convention on Biological Diversity 1992 Pada Sektor Kelautan 
Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
Membahas tentang penerapan CBD pada sektor kelautan dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian penting 
yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di daerah,129 serta dengan mempertimbangkan 
instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan permasalahan sejenis 
terlebih lagi perjanjian internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Namun dalam 
penelitian ini hanya fokus membahas perundang-undangan pada tingkat nasional saja. 
Perlu diketahui bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan nasional 
merupakan pelaksanaan perjanjian internasional. Terdapat dua hal pokok yaitu dilihat 
jenis peraturan perundang-undangan secara hirarki dan memang peraturan perundang-
                                                             
129 Andreas Pramudianto, Op.Cit, Hlm. 205. 
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undangan tersebut mencantumkan dan menegaskan adanya ratifikasi atau pengesahan 
atas perjanjian internasional tersebut. Secara hirarki jenis peraturan perundang-
undangan diatur berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan pada Pasal 7 yang menyatakan:130 
1. Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Selain jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatas, terdapat 
beberapa peraturan lainnya seperti peraturan menteri, peraturan lembaga non 
kementerian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 yang menyatakan: 
1. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
                                                             
130 Ibid., Hlm. 206, Lihat juga UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Pasal 7. 
94 
 
Daerah, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang 
setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas 
perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Privinsi, Gubernur, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, 
Kepala Desa atau yang setingkat; 
2. Peraturan perundang-undangan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 
dibentuk berdasarkan kewenangan. 
Untuk melihat bagaimana implementasi perjanjian internasional dalam 
perangkat hukum nasional dapat dilihat sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan 
perundang-undangan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 
2011. 
Selain itu peraturan perundang-undangan nasional yang diterapkan 
menunjukkan perjanjian internasional memang diimplementasikan, harus ditunjukkan 
dengan mencantumkan secara jelas dan tegas ratifikasinya atau pengesahan atas 
perjanjian internasional tersebut sebagai dasar hukum atau konsideran dari suatu 
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan perundang-undangan 
tersebut memang menunjukkan adanya pelaksanaan dari tindak tanduk lanjut atas 
perjanjian internasional tersebut atau merupakan bagian yang harus dilaksanakan 
berdasarkan Pasal-Pasal yang sudah disepakati dalam perjanjian internasional tersebut. 
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Sebelum menjabarkan implementasi CBD yang dalam hal ini terhadap 
perundang-undangan tingkat nasional sektor kelautan di Indonesia, terlebih dahulu 
dijabarkan tentang mandat CBD terhadap para pihak perjanjian.  
1. Mandat Convention on Biological Diversity 1992  
Secara umum, CBD diharapkan dapat mendorong para negara peserta untuk 
melakukan kerja sama dalam hal konservasi, pemanfaatan yang berkeadilan termasuk 
perihal akses terhadap kehati dengan teknologi-teknologi yang relevan serta termasuk 
perihal pendanaan yang sesuai untuk mendukung kegiatan konservasi dan pemanfaatan 
tersebut berdasarkan prinsip penghormatan kedaulatan dan yurisdiksi nasional masing-
masing negara, yang mana dalam hal ini kegiatan konservasi yang dimaksud yaitu 
konservasi ex-situ dan in-situ. 
Hal tersebut digambarkan secara jelas dalam sasaran CBD pada Pasal 1 yaitu: 
“The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, 
are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair 
and equitable sharing of the benefits arising out the utilization of genetic resources, including 
by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant 
technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by 
appropriate funding.” 
 
Bahwa konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap komponen-
komponen kehati, pembagian keuntungan yang adil dan merata dalam pemanfaatan 
sumber daya genetik sebagai salah satu komponen kehati, termasuk perihal akses yang 
memadai terhadap sumber daya genetik tersebut, transfer teknolgi yang relevan serta 
perihal pembiayaan terkait hal tersebut, dengan mempertimbangkan kedaulatan negara 
atas semua sumber daya alam yang dimilikinya termasuk terknologi penemuannya 
tersebut. 
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Kemudian berkaitan dengan aspek penghormatan kedaulatan dan yurisdiksi 
nasional, dinyatakan pada Pasal 3 CBD tentang prinsip, yaitu: 
“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of 
international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own 
environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction 
or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits 
of national jurisdiction.” 
 
Bahwa berdasarkan Piagam Persatuan bangsa-bangsa dan prinsip-prinip hukum 
internasional, setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber 
daya alamnya berdasarkan kebijakan pembangunan lingkungan hidupnya sendiri, dan 
dengan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 
dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan atau kerugian 
terhadap lingkungan hidup dari negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi 
nasionalnya. 
Sehingga dalam rangka mencapai sasaran tersebut, serangkaian kewajiban bagi 
para pihak dirumuskan di dalam CBD. Serangkaian kewajiban yang di maksud, yaitu: 
 
a. Kewajiban untuk memberikan insentif secara ekonomi dan sosial bagi konservasi 
dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen keanekaragaman 
hayati. 
Hal ini didasarkan pada Pasal 11 CBD tentang tindakan insentif (Incentive 
Measures).131 Adapun bunyi pasalnya yaitu: 
“Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, adopt economically 
and socially sound measures that act as incentives for the conservation and sustainable use 
of components of biological diversity.” 
                                                             
131 Lihat CBD Pasal 11 tentang Langkah-Langkah Insentif, lihat juga Lihat juga Lyle Glowka, Françoise 
Burhenne-Guilmin, dkk, Op.Cit, Hlm. 63-64. 
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Bahwa sejauh dan sesuai mungkin, setiap pihak wajib memberlakukan 
upaya-upaya yang layak secara ekonomi dan sosial yang merupakan insentif bagi 
konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen 
keanekaragaman hayati. 
Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya negara peserta CBD memiliki 
berbagai macam instrumen untuk mendorong konservasi keanekaragaman hayati 
dan pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponennya. Namun instrumen 
tersebut dinilai sebagai instrumen tradisional yang mengandalkan mekanisme 
perintah dan pengendalian yang dinilai belum cukup untuk melestarikan tingkat 
kehati yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kelemahannya yang utama 
ialah kegagalan dalam memaksimalkan sumber kekuatan ekonomi nasional dan 
internasional sehingga mendorong hilangnya kehati di tingkat lokal. Dalam 
beberapa tahun terakhir, penerapan instrumen ekonomi untuk persoalan lingkungan 
hidup telah memperoleh penerimaan yang lebih luas. Pada dasarnya CBD 
mencerminkan kecenderungan ini. 
Pasal 11 ini mendorong negara peserta untuk mengadopsi langkah-langkah 
insentif untuk konservasi kehati dan keberlanjutan pemanfaatan komponen-
komponennya. Langkah-langkah tersebut yang harusnya diadopsi ialah langkah-
langkah yang beraspek ekonomi dan sosial. 
Dalam pasal ini kata-kata yang termuat dalam CBD tampak tersirat dan 
bahkan dapat dikatakan multitafsir. Sebab meskipun judul Pasal ini adalah Incentive 
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Measures, kewajibannya bukan untuk menciptakan program-program insentif 
sebagaimana yang lumrah dipahami tentang pengertian insentif. Dalam hal ini 
langkah-langkah insentif lebih dimaknai sebagai kewajiban untuk mengadopsi 
langkah-langkah yang berperan sebagai insentif, atau lebih tepatnya langkah-
langkah yang dapat mendorong konservasi dan keberlanjutan pemanfaatan 
keanekaragaman hayati dan komponen-komponennya.  
Lebih jauh lagi, CBD mengakui bahwa kondisi para pihak perjanjian 
mungkin berbeda-beda sehingga langkah-langkah yang beraspek ekonomi dan 
sosial bisa saja sesuai dengan kondisi salah satu pihak perjanjian tetapi tidak sesuai 
untuk pihak yang lainnya. Sehinggah yang dimaksud langkah-langkah insentif 
dalam hal ini adalah sistem yang komprehensif dari langkah-langkah insentif dan 
disinsentif, yaitu langkah yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan khusus dari 
pihak-pihak perjanjian yang dapat melengkapi dan mendukung mekanisme perintah 
dan pengendalian yang dimaksud diatas, sementara diwaktu yang sama dapat 
menghilangkan dan meminimalisir insentif yang mendorong hilangnya kehati. 
b. Melakukan kegiatan penelitian dan pelatihan, baik yang bersifat ilmiah dan teknis 
dalam rangka identifikasi, konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan 
komponen-komponen keanekaragaman hayati. Kegiatan dan penelitian ini 
dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang. 
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Hal ini didasarkan pada Pasal 7 CBD tentang Identifikasi dan Pemantauan 
(Identification and Monitoring).132 Adapun bunyi pasalnya yaitu: 
“Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, in particular for the 
purposes of Articles 8 to 10: 
a. Identify components of biological diversity important for its conservation and 
sustainable use having regard to the indicative list of categories set down in Annex I; 
b. Monitor, through sampling and other techniques, the components of biological diversity 
identified pursuant to subparagraph (a) above, paying particular attention to those 
requiring urgent conservation measures and those which offer the greatest potential for 
sustainable use; 
c. Identify processes and categories of activities which have or are likely to have significant 
adverse impacts on the conservation and sustainable use of biological diversity, and 
monitor their effects through sampling and other techniques;and 
d. Maintain and organize, by any mechanism data, derived from identification and 
monitoring activities pursuant to subparagraphs (a), (b) and (c) above.” 
 
Bahwa pasal ini berisikan instruksi tentang pemanfaatan informasi kehati 
dan sumber daya hayati. Pasal ini menghendaki pihak-pihak perjanjian untuk 
melakukan identifikasi terhadap komponen-komponen penting dari kehati untuk 
konservasi dan pemanfaatan yang berlanjut sebagaimana yang dijabarkan pada ayat 
(a), kemudian melakukan monitoring terhadap komponen-komponen kehati 
berdasarkan pada ayat (b), kemudian untuk melakukan identifikasi dan monitoring 
terhadap proses-proses dan pengkategorian kegiatan-kegiatan yang memiliki ataupu 
mungkin memiliki dampak yang merugikan terhadap konservasi dan pemanfaatan 
yang berkelanjutan dari kehati berdasarkan ayat (c), dan memelihara dan mengatur 
data yang berasal dari tindakan identifikasi dan monitoring. 
                                                             
132 Lihat CBD Pasal 7 tentang Identifikasi dan Pemantauan. 
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Mandat ini juga berkaitan dengan Pasal 12 CBD tentang Penelitian dan 
Pelatihan (Research and Training).133 Adapun bunyi pasalnya yaitu: 
“The Contracting Parties, taking into account the special needs of developing countries, 
shall: 
a. Establish and maintain programmes for scientific and technical education and training 
in measures for the identification, conservation and sustainable use of biological 
diversity and its components and provide support for such education and training for 
the specific needs of developing countries; 
b. Promote and encourage research which contributes to the conservation and sustainable 
use of biological diversity, particularly in developing countries, inter alia, in accordance 
with decisions of the Conference of the Parties tken in consequence of recommendations 
of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice;and 
c. In keeping with the provisions of Articles 16, 18 and 20, promote and cooperate in the 
use of Scientific advances in biological diversity research in developing methods for 
conservation and sustainable use of biological resources.” 
 
Bahwa pasal ini menghendaki negara peserta perjanjian untuk memantapkan 
dan mempertahankan program pendidikan dan pelatihan ilmiah dan teknis untuk 
upaya identifikasi, konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan kehati dan 
komponen-komponennya, serta menyediakan bantuan untuk pendidikan dan 
pelatihan semacam itu untuk kebutuhan khusus negara-negara sedang berkembang 
(a), kemudian untuk meeningkatkan dan memajukan penelitian yang memberikan 
sumbangan kepada konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan kehati, 
khususnya di negara-negara sedang berkembang, di antaranya yang berkaitan 
dengan keputusan konferensi para pihak sebagai konsekuensi rekomendasi badan 
pendukung untuk nasihat-nasihat ilmiah, teknis dan teknologi (b), dan untuk 
memenuhi persyaratan CBD khususnya dalam Pasal 16, 18 dan 20, memajukan dan 
bekerja sama dalam pemanfaatan kemajuan ilmiah di bidang penelitian 
                                                             
133 Lihat CBD Pasal 12 tentang Penelitian dan Pelatihan, lihat juga Lihat juga Lyle Glowka, Françoise 
Burhenne-Guilmin, dkk, Op.Cit, Hlm. 65-67. 
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keanekaragaman hayati dalam pengembangan metode bagi konservasi dan 
pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam hayati (c). 
Pada pasal ini dijelaskan bahwa penelitian dalam arti yang luas dari segi 
istilah merupakan kegiatan pengumpulan dan penerapan pengetahuan.  Pengetahuan 
dan teknologi yang ada tidak diragukan lagi sudah memadai untuk melaksanakan 
banyak langkah-langkah yang dimandatkan oleh CBD. Meskipun begitu, ada 
kesenjangan yang luas di dalam persoalan pengetahuan, yaitu diantara pengetahuan 
tentang kehati, konservasi, pemanfaatan dan pembangunan yang berkelanjutan. 
Tidak memadainya pemahaman tentang hal yang kompleks ini dapat menghambat 
kemampuan manusia untuk secara efektif memanfaatkan dan menjaga 
keberlangsungan keuntungan dari kehati.  
Di satu sisi, kehati dalam kaitannya dengan penelitian, pengelolaan 
konservasi dan kegiatan lain tidak dapat berlangsung secara efektif tanpa diikuti 
dengan orang-orang yang terlatih dan memadai dalam hal tersebut. Orang-orang 
yang kurang berkapasitas dalam hal itu terdapat di seluruh negara, tetapi memang 
kondisi ini dapat ditemukan lebih banyak di negara yang sedang berkembang.  
c. Memajukan upaya pemahaman, pendidikan dan kesadaran masyarakat akan arti 
pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. 
Hal ini didasarkan pada Pasal 13 CBD tentang Pendidikan dan Kesadaran 
Masyarakat (Public Education and Awareness).134 Adapun bunyi pasalnya yaitu: 
                                                             
134 Lihat CBD Pasal 13 tentang Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat, lihat juga Lihat juga Lyle 
Glowka, Françoise Burhenne-Guilmin, dkk, Op.Cit, Hlm. 68-70. 
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“The Contracting Parties Shall: 
a. Promote and encourage understanding of the importance of, and the measures required 
for, the conservation of biological diversity, as well as its propagation through media, 
and the inclusion of these topics in educational programmes;and 
b. Cooperaate, as appropriate, with other States and international organizations in 
developing educational and public awareness programmes, with the respect to 
conservation and sustainable use of biological diversity.” 
 
Bahwa para pihak wajib untuk memajukan dan mendorong pemahaman akan 
pentingnya, dan upaya yang diperlukan bagi konservasi kehati, sebagai 
propagandanya melalui media, serta pencantuman topik ini dalam program 
pendidikan, dan wajib juga bagi para pihak untuk bekerja sama bila sesuai dengan 
negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional dalam mengembangkan 
program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat di bidang konservasi dan 
pemanfaatan secara berkelanjutan atas kehati. 
Dalam hal ini, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehati, 
tentang kedudukannya dalam kehidupan sehari hari, keuntungan dari pemanfaatan 
dari komponen-komponennya dan konsekuensi jika kehilangan kehati. Hal tersebut 
merupakan hambatan utama yang harus diatasi jika ingin mencapai tujuan 
konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan atas kehati. Sebab sesungguhnya 
usaha untuk melakukan konservasi kehati tidak akan sukses tanpa adanya 
pemahaman umum serta dukungan dari masyarakat. 
Kombinasi dari pendidikan formal dan informal dapat memberi dorongan 
yang lebih besar terhadap pemahaman masyarakat atas titik temu kehati dengan 
hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari, dan bagaimana perbuatan suatu 
individu dapat berdampak pada degradasi kehati. Sehingga dapat diharapkan bahwa 
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pemahaman masyarakat yang lebih luas akan pentingnya kehati dapat mendukung 
langkah-langkah yang dibutuhkan untuk diimplementasikan dalam rangka 
konservasi kehati. 
Pasal ini mencerminkan tentang prinsip yang baik dan dapat diterima, yaitu 
bahwa pendidikan dan kesadaran tentang lingkungan hidup berkedudukan vital 
dalam hal menjaga lingkungan alam. Sehingga pada dasarnya esensi yang 
diharapkan melalui pasal ini adalah perihal memajukan pemahaman manusia 
tentang keanekaragaman hayati melalui pendidikan formal dan informal. 
d. Melakukan pengkajian dampak dan melaksanakan upaya-upaya pengurangan 
dampak yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh 
suatu proyek tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah tindakan notifikasi pertukaran 
informasi dan perumusan pengaturan nasional untuk menanggulangi dan atau 
menghindari terjadinya dampak yang dimaksud. 
Hal ini didasarkan pada Pasal 14 CBD tentang Pengkajian Dampak dan 
Pengurangan Dampak yang Merugikan (Impact Assessment and Minimizing 
Adverse Impacts).135 Adapun bunyi pasalnya yaitu: 
“1. Each Contracting Party, as far as possible and as appropriate, shall: 
a. Introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its 
proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological 
diversity with a view to avoiding or minimizing such effects and, where appropriate, 
allow for public participation in such procedures; 
b. Introduce appropriate arrangements to ensure that the environmental consequenses of 
its programmes and policies that are likely to have significant adverse impacts on 
biological diversity are duly taken into account; 
                                                             
135 Lihat CBD Pasal 14 tentang Pengkajian Dampak dan Pengurangan Dampak Yang Merugikan, lihat 
juga Lihat juga Lyle Glowka, Françoise Burhenne-Guilmin, dkk, Op.Cit, Hlm. 71-75. 
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c. Promote, on the basis of reciprocity, notification, exchange of information and 
consultation on activities under their jurisdiction or control which are likely to 
significantly affect adversely th biological diversity of other states or areas beyond the 
limits of national jurisdiction, by encouraging the conclusion of bilateral, regional or 
multilateral arrangements, as appropriate; 
d. In the case of imminent or grave danger or damage, origination under its jurisdiction or 
control, to biological diversity within the area under the jurisdiction of other states or 
in areas beyond the limits of national jurisdiction, notify immediately the potentially 
affected states of such danger or damage, as well as initiate action to prevent or 
minimize such danger or damage;and 
e. Promote national arrangements for emergency responses to activities or events, whether 
caused naturally or otherwise, which present a grave and imminent danger to biological 
diversity and encourage international cooperation to supplement such national efforts 
and, where appropriate and agreed by the states or regional economic integration 
organizations concerned, to establish joint contingency plans. 
2. The Conference of the Parties shall examine, on the basis of the studies to be carried 
out, the issue of liability and redress, including restoration and compensation, for 
damage to biological diversity, except where such liability is a purely internal matter.” 
 
Pada pasal ini dijelaskan tentang empat bidang yang berbeda. Pada 
paragraph 1(a) dan (b) menyangkut pengkajian dampak lingkungan dari proyek 
yang diusulkan oleh para pihak, program dan kebijakan. Paragagraf 1 (c) dan (d) 
berkaitan dengan kerja sama internasional, khususnya dalam hal kegiatan notifikasi, 
informasi, konsultasi dan keadaan darurat. Keadaan darurat yaitu terkait dengan 
perencanaan yang juga merupakan bagian dari kerja sama internasional, yang mana 
hal ini juga termuat di dalam Pasal 1(e). Terakhir pada paragraph 2 berkaitan dengan 
isu tanggung jawab atas kerusakan terhadap kehati. 
Mandat ini juga berkaitan dengan Pasal 17 CBD tentang Pertukaran 
Informasi (Exchange of Information).136 Adapun bunyi pasalnya yaitu: 
“1. The Contracting Parties shall facilitate the exchange of information, from all publicly 
available sources, relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity, 
taking into account the special needs of developing countries. 
2. Such exchange of information shall include exchange of results of technical, scientific 
and socio-economic research, as well as information on training and surveying 
                                                             
136 Lihat CBD Pasal 117 tentang Pertukaran Informasi, lihat juga Lihat juga Lyle Glowka, Françoise 
Burhenne-Guilmin, dkk, Op.Cit, Hlm. 92-93. 
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programmers, specialized knowledge, indigenous and traditional knowledge as such and in 
combination with the technologies referred to in Article 16, paragraph 1. It shall also, where 
feasible, include repatriation of information.” 
 
Permasalahan global membutuhkan tindakan umum oleh negara-negara. Inti 
tindakan umum adalah perlunya suatu negara untuk saling menginformasikan satu 
sama lain tentang situasi lingkungan hidup domestiknya dan langkah-langkah yang 
telah mereka ambil untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang 
mereka hadapi. Dengan ulasan, modifikasi dan penerapan yang sesuai, pengalaman 
masing-masing negara dalam situasi tertentu dapat menjadi sangat berharga untuk 
menemukan solusi untuk masalah serupa di negara lain.  
Meskipun demikian, pengetahuan dan pengalaman tentang permasalah 
lingkungan hidup dan solusi-solusinya terdistribusi secara tidak merata dan buruk. 
Khususnya, ada kesenjangan diantara informasi yang bersumber dari negara maju 
dan sedang berkembang yang seharusnya dijembatangi. Sehingga ketentuan tentang 
pertukaran informasi menjadi standar tambahan dalam lingkungan internasional dan 
perjanjian konservasi.  
Konservasi kehati dan keberlanjutan pemanfaatan komponen-komponennya 
merupakan isu global yang memerlukan kerja sama dari para pihak perjanjian 
dengan berbagai cara untuk memfasilitasi tindakan nasional, dan salah satu aspek 
kerja sama itu adalah pertukaran informasi antara para pihak. Pasal ini memiliki 
kaitan dengan Pasal 7 tentang identifikasi dan pemantauan, Pasal 12 tentang 
penelitian dan pelatihan, Pasal 16 tentang akses dan transfer terhadap teknologi, 
kaitannya yaitu pada paragraph 1 Pasal ini menciptakan kewajiban perihal 
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pertukaran informasi yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan 
keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Kemudian pada paragraph 2 berisikan 
tentang daftar non-eksklusif yang menentukan jenis informasi yang dapat 
dipertukarkan. 
e. Memberikan akses kepada negara lain terhadap sumber daya genetik dari suatu 
negara dengan memperhatikan hak berdaulat atas sumber daya alamnya dari negara 
yang bersangkutan. Karena itu maka akses yang dimaksud disini diberikan 
berdasarkan persetujuan antara masing-masing negara yang terlibat di dalamnya. 
Hal ini didasarkan pada Pasal 15 CBD tentang Akses Pada Sumber Daya 
Genetik (Access to Genetic Resources)137. Adapun bunyi pasal ini yaitu: 
“1.Recognizing the sovereign rights of states over their natural resources, the authority to 
determine access to genetic resources rests with the national governments an is subject to 
national legislation. 
2.Each Contracting Party shall endeavor to create conditions to facilitate access to genetic 
resources for environmentally sound uses by other Contracting Parties and not to impose 
restrictions that run counter to objectives of this convention. 
3.For the purpose of this convention, the genetic resources being provided by a Contracting 
Party, as referred to in this Article and Articles 16 and 19, are only those that are provided 
by Contracting Parties that are countries of origin of such resources or by the Parties that 
have acquired the genetic resources in accordance with this Convention. 
4.Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and subject to the provisions of 
this Article. 
5.Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting 
Party providing such resources, unless otherwise determined by that Party. 
6.Each Contracting Party shall endeavor to develop and carry out scientific research based 
on genetic resources provided by other Contracting Parties with the full participation of, 
and where possible in, such Contracting Parties. 
7.Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as 
appropriate, and in accordance with Articles 16 and 19 and, where necessary, through the 
financial mechanism established by Articles 20 and 21 with the aim of sharing in a fair and 
equitable way the results of research and development and the benefits arising from the 
commercial and other utilization of genetic resources with the Contracting Party providing 
such resources. Such sharing shall be upon mutually agreed terms.” 
 
                                                             
137 Lihat CBD Pasal 15 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik, lihat juga Lihat juga Lyle Glowka, 
Françoise Burhenne-Guilmin, dkk, Op.Cit, Hlm. 76. 
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Pada Pasal ini dijelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara 
peserta atas akses terhadap sumber daya genetik dan berikutnya pemanfaatannya. 
Sementara mengakui kewenangan pemerintah suatu negara untuk menentukan 
akses, para pihak berupaya untuk menciptakan kondisi yang dapat memfasilitasi 
akses terhadap sumber daya genetik untuk pemanfaatannya yang ramah lingkungan 
dan meminimalisir hambatan yang bertentang dengan sasaran konvensi ini. 
Dua paragraf pertama dari Pasal ini menjabarkan tentang keseimbangan 
antara hak-hak pemerintah suatu negara untuk menentukan akses dan kewajiban 
mereka untuk memfasilitasi akses tersebut terhadap negara peserta perjanjian 
lainnya. Dua paragraf pertama ini juga membahas perihal umpan balik keuntungan 
yang berasal dari pemanfaatan sumber daya genetik berikutnya, yang mana 
keuntungan yang dimaksud disini ialah termasuk juga perihal kemungkinan 
partisipasi dalam penelitian ilmiah berdasarkan ketersediaan sumber daya genetik 
(Pasal 15(6)) dan perihal pembagian yang adil dan merata atas penelitian dan hasil 
perkembangan dan komersialisasi dan keuntungan lainnya yang timbul dari 
pemanfaatan sumber daya genetik tersebut (Pasal 15(7)). 
f. Memberikan akses pada teknologi dan alih teknologi, khususnya bagi negara-negara 
berkembang dengan persyaratan yang adil dan paling menguntungkan bagi negara 
berkembang yang dimaksud. Pengertian teknologi yang di maksud di sini adalah 
mencakup juga bioteknologi, yakni teknologi yang berkaitan erat dengan konservasi 
dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau sumber daya 
genetik. 
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Hal ini didasarkan pada Pasal 16 CBD tentang Akses Pada Teknologi dan 
Alih Teknologi (Access to and Transfer of Tecgnology).138 Adapun bunyi pasalnya 
yaitu: 
“1.each Contracting Party, recognizing that technology includes biotechnology, and that 
both access to and transfer of technology among contracting Parties are essential elements 
for the attainment of the objectives of this Convention, undertakes subject to the provisions 
of this Article to provide and/or facilitate access for and transfer to other Contracting 
Parties of technologies that are relevant to the conservation and sustainable use of 
biological diversity or make use genetic resources and do not cause significant damage to 
the environment. 
2.Access to and transfer of technology referred to in paragraph 1 above to developing 
countries shall be provided and/or facilitated under fair and most favourablee terms, 
including on concessional and preferential terms where mutually agreed, and, where 
necessary, in accordance with the financial mechanism established by Articles 20 and 21. 
In the case of technology subject to patents and other intellectual property rights, such 
access and transfer shall be provided on terms which recognize and are consistent with the 
adequate and effective protection of intellectual property rights. The application of this 
paragraph shall be consistent with paragraphs 3, 4, and 5 below. 
3.Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as 
appropriate, with the aim that Contracting Parties, in particular those that are developing 
countries, which provide genetic resources are provided access to and transfer of 
technology which makes use of those resources, on mutually agreed terms, including 
technology protected by patents and other intellectual property rights, where necessary, 
through the provisions of Articles 20 and 21 and in accordance with international law and 
consistent with paragraphs 4 and 5 below. 
4.Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as 
appropriate, with the aim that the private sector facilitates access to, joint development and 
transfer of technology referred to in paragraph 1 above for the benefit of both governmental 
institutions and the private sector of developing countries and in this regard shall abide by 
the obligations included in paragraphs 1, 2 and 3 above. 
5.The Contracting Parties, recognizing that patents and other intellectual property rights 
may have influence on the implementation of this Convention, shall cooperate in this regard 
subject to national legislation and international law in order to ensure that such rights are 
supportive of and do not run counter to its objectives.” 
 
Pada Pasal ini didefinisikan sebagai dasar kewajiban dari tiap peserta 
perjanjian mengenai transfer teknologi, dasar bagi negara sedang berkembang untuk 
                                                             
138 Lihat CBD Pasal 16 tentang Akses Pada Teknologi dan Alih Teknologi, lihat juga Lihat juga Lyle 
Glowka, Françoise Burhenne-Guilmin, dkk, Op.Cit, Hlm. 84. 
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melakukan transfer dan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk lembaga 
transfer yang dimaksud. 
Pada awalnya pasal ini menimbulkan perdebatan politik yang kompleks 
yang berhasil dinegosiasikan, yang mana negara maju menolak ketentuan tentang 
transfer teknologi, sementara negara sedang berkembang mengehendaki hal tersebut 
dan menganggap itu sebagai suatu elemen yang esensial sebagai imbangan dari 
pemanfaatan sumber daya genetik yang banyak bersumber dari negara sedang 
berkembang. Sehingga diangkatlah isu tentang hak atas kekayaan intelektual 
(intellectual property rights) sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 16(5). 
g. Melakukan pertukaran informasi yang berkaitan dengan konservasi dan 
pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan memperhatikan 
kebutuhan khusus negara berkembang. Pertukaran informasi yang dimaksud 
mencakup pertukaran hasil-hasil penelitian teknis, ilmiah, sosial ekonomi, maupun 
informasi-informasi mengenai program-program pelatihan, survei dan pengetahuan 
lainnya yang terkait. 
Mandat ini juga berkaitan dengan Pasal 17 sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya, yang mana Pasal 17 ini memiliki kaitan dengan Pasal 12, 
16, bahwa informasi dalam hal ini termasuk juga perihal hasil identifikasi dan 
pemantauan suatu negara atas keanekaragaman hayati, hasil penelitian dan 
pelatihan, serta dalam konteks pengkajian dampak dan pengurangan dampak yang 
merugikan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 14 ayat 1(c). 
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h. Meningkatkan kerja sama internasional teknis dan ilmiah dalam bidang konservasi 
dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati. Termasuk dalam hal 
ini adalah program penelitian dan pertukaran pakar. 
Hal ini didasarkan pada Pasal 5 CBD tentang Kerja sama Internasional 
(Cooperation).139 Adapun bunyi pasalnya yaitu: 
“Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, cooperate with other 
Contracting Parties, directly or, where appropriate, through competent international 
organizations, in respect of areas beyond national jurisdiction and on other matters of 
mutual interest, for the conservation and sustainable use of biodiversity.” 
 
Bahwa setiap pihak wajib bekerja sama dengan pihak-pihak lain, secara 
langsung, atau jika dirasa tepat, melalui organisasi internasional yang kompeten, 
dengan menghormati kawasan di luar yurisdiksi nasional dan hal-hal yang menjadi 
minat bersama, untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan kehati bila 
dimungkinkan dan dapat dilaksanakan. 
Mandat ini juga berkaitan dengan Pasal 18 CBD tentang Kerja sama Teknis 
dan Ilmiah (Technical and Scientific Cooperation).140 Adapun bunyi pasalnya yaitu: 
“1.The Contracting Parties shall promote international technical and scientific cooperation 
in the field of conservation and sustainable use of biological diversity, where necessary, 
through the appropriate international and national institutions. 
2.Each Contracting Party shall promote technical and scientific cooperation with other 
Contracting Parties, in particular developing countries, in implementing this Convention, 
inter alia, through the development and implementation of national policies. In promoting 
such cooperation, special attention should be given to the development and strengthening 
of national capabilities, by means of human resources development and institution building. 
3.The Conference of the Parties, at its first meeting, shall determine how to establish a 
clearing house mechanism to promote and facilitate technical and scientific cooperation. 
4. The Contracting Parties shall, in accordance with national legislation and policies, 
encourage and develop methods of cooperation for the development and use of technologies, 
including indigenous and traditional technologies, in pursuance of the objectives of this 
                                                             
139 Lihat CBD Pasal 5 tentang Kerja Sama Internasional. 
140 Lihat CBD Pasal 18 tentang Kerja Sama Teknis dan Ilmiah. 
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Convention. For the purpose, the Contracting Parties shall also promote cooperation in the 
training of personnel and exchange of experts. 
5.The Contracting Parties shall, subject to mutual agreement, promote the establishment of 
joint research programmes and joint ventures for the development of technologies relevant 
to the objectives of this Convention.” 
 
Bahwa pasal ini menghendaki agar para pihak meningkatkan kerja sama 
internasional teknis dan ilmiah dalam bidang konservasi dan pemanfaatan secara 
berkelanjutan keanekaragaman hayati, jika perlu melalui lembaga-lembaga 
internasional dan nasional yang sesuai (18(1)), kemudian para pihak juga wajib 
untuk meningkatkan kerja sama internasional teknis dan ilmiah dengan pihak-pihak 
lain, khususnya negara-negara sedang berkembang, dalam melaksanakan konvensi 
ini, antara lain melalui pengembangan dan pelaksanaan kebijakan nasional, dalam 
memajukan kerja sama secaram itu, perhatian khusus harus diberikan kepada 
pembinaan dan peningkatan kemampan nasional, dengan cara pengembangan 
sumber daya manusia dan kelembagaan (18(2)), Pasal ini juga menghendaki agar 
para pihak menentukan suatu mekanisme pertukaran informasi untuk meningkatkan 
dan memperlancar kerja sama teknis dan ilmiah (18(3)), kemudian berkaitan dengan 
perundang-undangan dan kebijakan nasional, sehingga para pihak dalam hal ini 
wajib mendorong dan mengembangkan metode kerja sama bagi pengembangan dan 
penggunaan teknologi, termasuk teknologi asli dan tradisional, dalam upaya 
mencapai tujuan konvensi ini. Untuk maksud ini, para pihak juga wajib 
meningkatkan kerja sama dalam pelatihan personalia dan pertukaran pakar (18(4)), 
terakhir para pihak wajib meningkatkan pengembangan program penelitian bersama 
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dan usaha bersama bagi pengembangan teknologi yang sesuai dengan tujuan 
konvensi ini. 
i. Melaksanakan unpaya-upaya legislatif, administratif maupun merumuskan 
kebijakan yang kondusif bagi kegiatan penelitian bioteknologi yang dilakukan oleh 
negara pihak konvensi. Termasuk dalam hal ini melakukan upaya praktis untuk 
mendorong dan mengembangkan akses prioritas dengan berdasar pada prinsip 
keadilan atas hasil keuntungan yang diperoleh dari penelitian dalam hal ini bagi 
negara-negara berkembang. 
Hal ini didasarkan pada Pasal 19 tentang Penanganan Bioteknologi dan 
Pembagian Keuntungan (Handling of Biotechnology and Distribution of its 
Benefits).141 Adapun bunyi pasalnya yaitu: 
“1.Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as 
appropriate, to provide for the effective participation in biotechnological research activities 
by those Contracting Parties, especially developing countries, which provide the genetic 
resources for such research, and where feasible in such Contracting Parties. 
2.Each Contracting Party shall take all practicable measures to promote and advance 
priority access on a fair and equitable basis by Contracting Parties, especially developing 
countries, to the results and benefit arising from biotechnologies based upon genetic 
resources provided by those Contracting Parties, such access shall be on mutually agreed 
terms. 
3.The Parties shall consider the need for and modalities of a protocol setting out 
appropriate procedures, including, in particular, advanced informed agreement, in the field 
of the safe transfer, handling and use of any living modified organism resulting from 
biotechnology that may have adverse effect on the conservation and sustainable use of 
biological diversity.  
4.Each Contracting Party shall, directly or by requiring any anatural or legal person under 
its jurisdiction providing the organisms referred to in paragraph 3 above, provide any 
available information about the use and safety regulations required by that Contracting 
Party in handling such organisms, as well as any available information on the potential 
adverse impact of the specific organisms concerned to the Contracting Party into the 
potential adverse impact of the specific organisms concerned to the Contracting Party into 
which those organisms are to be introduced.” 
 
                                                             
141 Lihat CBD Pasal 19 tentang Penanganan Bioteknologi dan Pembagian Keuntungan, lihat juga Lihat 
juga Lyle Glowka, Françoise Burhenne-Guilmin, dkk, Op.Cit, Hlm. 96. 
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Pasal ini meruakan bagian yang paling sulit untuk dinegosiasikan, 
sebagaimana pasal lainnya, pasal ini memilik banyak makna yang hanya maknanya 
hanya akan berkembang melalui praktik-praktik salah satu negara peserta, serta dari 
tindakan bersama yang diambil oleh negara peserta. Pasal ini membahas tentang tiga 
aspek dari bioteknologi yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan 
komponen-komponennya yang berkelanjutan. Pada paragraf satu menjelaskan lebih 
kepada tentang partisipasi negara-negara peserta perjanjian dalam kegiatan 
penelitian bioteknologi dengan memanfaatkan sumber daya genetik yang tersedia. 
Pada paragraf kedua menjelaskan tentang akses negara peserta terhadap hasil dan 
keuntungan dari pembuatan bioteknologi yang memanfaatkan sumber daya genetik 
yang tersedia. Kemudian Pasal tiga dan empat mewajibkan agar para pihak 
mempertimbangkan tentang perlunya suatu protocol berkaitan dengan isu tentang 
transfer yang aman, penanganan dan pemanfaatan organisme hasil modifikasi, dan 
kedua dalam menentukan dasar ketentuan bilateral dan informasi tentang dampak 
dari organisme hasil modifikasi yang disediakan pada negara peserta. 
j. Menyediakan pendanaan sebagai bantuan dan intensif bagi kegiatan nasional untuk 
mencapai tujuan konvensi. Penyediaan dana yang dimaksud di sini adalah 
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara pihak konvensi. Dalam hal 
ini negara maju diwajibkan menyediakan dana yang dimaksud bagi negara-negara 
berkembang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh 
konvensi kepada negara berkembang yang bersangkutan. Perolehan dana tersebut 
dapat dilakukan melalui saluran-saluran bilateral, regional, maupun multilateral. 
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Dalam hal ini juga akan ditetapkkan mekanisme pendanaan yang dimaksud, baik 
berdasarkan hibah, konsesi maupun sumbangan sukarela. 
Hal ini didasarkan pada Pasal 20 tentang Sumber Dana (Financial 
Resources). Adapun bunyi pasalnya yaitu: 
“1.Each Contracting Party undertakes to provide, in accordance with its capabilities, 
financial support and incentives in respect of those national activities which are intended 
to archieve the objectives of this convention, in accordance with its national plans, priorities 
and programmes. 
2.The developed country parties shall provide new and additional financial resources to 
enable developing country parties to meet the agreed full incremental costs to them of 
implementing measures which fulfill the obligations of this convention and to benefit from 
its provisions and which costs are agred between a developing country party and the 
institutional structure referred to in Article 21, in accordance with policy, strategy, 
programme priorities and eligibility criteria and an indicative list of incremental costs 
established by the conference of the parties. Other parties, including coutries undergoing 
the process of transition to a market economy, may voluntarily assume the obligations of 
the developed country parties. For the purpose of this article, the conference of the parties, 
shall at first meeting establish a list of developed country parties and other parties which 
voluntarily assume the obligations of the developed country parties. The conference of the 
parties shall periodically review and if necessary amend the lst. Contributions from other 
countries and sources on a voluntary basis wold also be encouraged. The implementation 
of these commitments shall take into account the need for adequacy, predictability and 
timely flow of funds and the importance of burden-sharing among the contributing parties 
included in the list. 
3.The developed country parties may als providem and developing country parties avail 
themselves of, financial resources related to the implementation of this convention through 
bilateral, regional and other multilateral channels. 
4.the extent to which developing country parties will effectively implement their 
commitments under this convention will depend on the effective implementation by 
developed country parties of their commitments under this convention related to financial 
resources and transfer of technology and will take fully into account the fact that economic 
and social development and eradication of poverty are the first and overriding priorities of 
the developing country parties. 
5.the parties shall take full account of the specific needs and special situation of least 
developed countries in their actions with regard to funding and transfer of technology. 
6.the contracting parties shall also take into consideration the special conditions resulting 
from the dependence on, distribution and location of biological diversity within developing 
country parties, in particular small islad states. 
7.consideration shall also be given to the special situation of developing countriesm 
including those that are most environmentally vulnerable, such as those with arid and 
semi0arid zones, coastal and mountainous areas.” 
 
Umumnya pada pasal ini menerangan bahwa negara peserta mengadakan 
sumber dana melalui rencana, prioritas dan program yang dikembangkan dalam 
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negerinya. Kemudian terkhusus kepada negara maju diwajibkan agar dapat menjadi 
fasilitator dengan menyediakan sumber dana baru dan tambahan bagi negara yang 
sedang berkembang melalui saluran-saluran bilateral, regional maupun multilateral. 
Serta adanya kewajiban bagi negara peserta untuk memberi pertahian khusus 
terhadap negara yang dianggap paling tertinggal dalam hal pendanaan dan alih 
teknologi. 
Berkaitan dengan mandat, ini perlu dkaitkan pula dengan Pasal 21 CBD 
tentang mekanisme pendanaan yang tentu sangat berkaitan dengan Pasal 20 
diatas.142 
2. Peraturan Nasional 
Berdasarkan hal tersebut, berikut penjabaran tentang penerapan CBD dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui pemaparan peraturan yang 
memang implementasi turunan dari CBD maupun peraturan yang berkaitan dan 
mendukung implementasi CBD khususnya pada sektor laut. 
a. UUD NRI 1945 
Perihal perlindungan kehati di Indonesia, dasar konstitusionalnya, pertama 
diletakkan pada Pasal 28 h ayat 1 pada bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) UUD 
NRI 1945 yang berbunyi: 
“Setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 
 
                                                             
142 Lihat CBD Pasal 20 tentang Sumber Dana dan Pasal 21 tentang Mekanisme Pendanaan. 
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Tak dapat dipungkiri bahwa kehati merupakan bagian aspek dari lingkungan 
hidup yang selain diakui sebagai hak konstitusional, juga termasuk sebagai bagian 
dari hak asasi manusia. Sehingga menjaga, melindungi, memelihara dan menjamin 
tentang kelestarian dari kehati merupakan kewajiban negara sebagai bentuk 
pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup.  
Kehati sebagai bagian dari sumber daya alam yaitu sumber daya hayati juga 
merupakan aspek kedaulatan negara. Hal tersebut diakui secara konstitusional 
melalui Pasal 33 ayat 2, 3 dan 4 yang berbunyi: 
Pasal 33 ayat 2, 
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi waga negara dan menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh negara.” 
 
Pasal 33 ayat 3, 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 
 
Pasal 33 ayat 4, 
“Perekonomian nasional diselanggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 
 
Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bagaimana kedudukan kehati di 
Indonesia. Kehati adalah sumber daya alam yang merupakan bagian dari aspek 
lingkungan hidup yang menunjang kehidupan manusia yang dalam hal ini warga 
NRI. Sehingga perlindungan dan pelestarian kehati merupakan salah satu bentuk 
pemenuhan hak warga NRI atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  
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Hal ini sangat sejalan dengan prinsip yang dianut dalam CBD yaitu perihal 
kedaulatan negara atas sumber daya alamnya yang diakui melalui muatan Pasal 3 
CBD. Berdasarkan hal tersbut maka dapat dinilai bahwa tindakan ratifikasi serta 
pengimplementasian CBD tidak bertentangan kepentingan nasional.  
b. UU / Peraaturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) 
1) UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On 
Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai 
Keanekaragaman Hayati) 
Beberapa pertimbangan dalam meratifikasi CBD ini, yaitu:143 
a.) Bahwa kehati di dunia, khususnya di Indonesia, berperan penting untuk 
berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharannya keseimbangan ekosistem 
dan sistem kehidupan biosfer; 
b.) Bahwa kehati meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, 
tumbuhan, dan jasad renik (micro-organism), perlu dijamin keberadaan dan 
keberlanjutannya bagi kehidupan. Hal ini merupakan kewajiban negara 
dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat  sesuai 
dengan prinsip Sustainable Development yang didasari dengan prinsip-
prinsip keadilan, apalagi telah diketahui bahwa kehati sedang mengalami 
pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia 
                                                             
143 Lihat UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity 
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) dalam penjelasannya. 
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yang pada akhirnya juga akan mengganggu berlangsungnya kehidupan 
manusia; 
c.) Bahwa diakui adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti 
tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, 
untuk memanfaatkan kekayaan kehati dan adanya keinginan untuk 
membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional 
tersebut melalui inovasi-inovasi, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan 
konservasi kehati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan; 
d.) Bahwa adanya kesanggupan negara-negara maju untuk menyediakan 
sumber dana tambahan dan dana baru serta kemudahan akses untuk 
memperoleh alih teknologi bagi kebutuhan negara sedang berkembang dan 
memperhatikan kondisi khusus negara terbelakang serta negara 
berkepulauan kecil; 
e.) Bahwa dalam rangka melestarikan kehati, memanfaatkan setiap unsurnya 
secara berkelanjutan, dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan generasi sekarang dan 
yang akan datang. 
Berdasarkan pertimbangan inilah sehingga CBD diratifikasi oleh 
Indonesia, sebab CBD mengatur mengenai hal-hal tersebut yang mana sangat 
sesuai dengan kepentingan nasional. 
CBD mulai masuk dalam rezim hukum nasional melalui ratifikasi yang 
dilakukan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1994 tentang pengesahan 
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konvensi kehati. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 24 
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.  
Dengan meratifikasi CBD ini, Indonesia akan memperoleh manfaat 
berupa:144 
a.) Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli 
terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang kehati, dan 
bangsa Indonesia pada khususnya; 
b.) Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses alih teknologi, 
bersasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntangan yang adil dan tidak 
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan nasional; 
c.) Penguasaan  kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang 
diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah 
kehati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik; 
d.) Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan kehati Indonesia sehingga 
dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan asas ilmu 
pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN) 1993; 
e.) Jaminan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di bidang 
teknis  ilmiah baik antarsektor pemerintah maupun dengan swasta, di dalam dan 
di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan kehati 
                                                             
144 Ibid. 
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ke dalam rencana, program, dan kebijakan baik secara sektoral maupun lintas  
sektoral; 
f.) Pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak 
dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direkayasa secara 
bioteknologi oleh negara-negara lain; 
g.) Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan kehati 
Indonesia; 
h.) Pengembangan kerja sama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam 
konservasi dan pemanfaatan kehati, meliputi; 
1. Penetapan dan pemanfaatan kehati baik in-situ maupun ex-situ; 
2. Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun 
ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari; 
3. Pertukaran informasi; 
4. Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran 
serta masyarakat. 
Dengan meratifikasi konvensi ini, akan memperkuat kedaulatan 
Indonesia atas sumber daya alam khususnya kehati. 
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2) UU No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety 
To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang 
Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)145 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada Pasal 1 CBD tentang sasaran 
CBD yaitu perihal konservasi kehati, pemanfaatan komponen-komponennya 
secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari 
pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui 
akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi 
yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber 
daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai. 
Secara garis besar dapat dilihat bahwa pada dasarnya sasaran CBD 
terbagi dua yaitu pertama perihal konservasi kehati, pemanfaatan komponen-
komponennya secara berkelanjutan dan kedua perihal pembagian keuntungan 
yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan 
merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik 
dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua 
hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan 
yang memadai. 
                                                             
145 Lihat UU No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The 
Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi 
Tentang Keanekaragaman Hayati) dalam penjelasannya. 
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Sehingga dalam rangka mencapai sasaran tersebut, para pihak 
perjanjian sepakat untuk menyusun dua protokol, yaitu yang pertama Protokol 
Cartagena tentang keamanan hayati untuk menjamin kehati dan pemanfaatan 
yang berkelanjutan atas komponen-komponennya, dan kedua Protokol Nagoya 
tentang akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil 
dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi kehati. 
Dalam hal ini Protokol Cartagena diratifikasi dengan UU No. 21 Tahun 
2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The 
Convention On Biological Diversity dengan tujuan untuk memaksimalkan 
implementasi CBD dalam mencapai sasarannya yang termuat pada Pasal 1 
yaitu perihal konservasi kehati, pemanfaatan komponen-komponennya secara 
berkelanjutan. Sebab untuk menjamin konservasi kehati dan pemanfaatan 
komponen kehati secara berkelanjutan, dibutuhkan pengaturan tentang 
keamanan hayati.  
Dalam mengoptimalkan pemanfaatan kehati, dilakukan rekayasa 
genetik/modifikasi genetik terhadap suatu organisme. Hal tersebut dilakukan 
melalui bioteknologi, yang mana bioteknologi itu sendiri merupakan ilmu 
pengetahuan tingkat lanjut yang dapat menghasilkan organisme hasil 
modifikasi genetik (OHMG). OHMG pada dasarnya sangat diharapkan dapat 
dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia sebab dapat memberikan manfaat 
yang cukup besar untuk peningkatan kehidupan dan kesejahteraan manusia, 
baik pada sektor pertanian, pangan, industri, dan kesehatan manusia maupun di 
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bidang lingkungan hidup. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa produk 
bioteknologi yaitu OHMG ini, disamping memberikan manfaat, juga memiliki 
resiko yang menimbulkan dampak merugikan bagi konservasi dan pemanfaatan 
berkelanjutan kehati, apalagi mengingat Indonesia merupakan bagian dari 
perdagangan global termasuk perihal produk hasil bioteknologi. Selain itu, 
Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang berbatasan langsung 
dengan negara lain, dan negara pantai terpanjang kedua di dunia sehingga 
sangat rentan terhadap masuknya OHMG dari luar negeri termasuk dengan cara 
illegal (tanpa izin). Sehingga dalam hal ini diperlukan peningkatan keamanan 
hayati, yang dapat ditempuh dengan meratifikasi Protokol Cartagena yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari CBD.   
Dalam mengimplementasikan Protokol Cartagena, didasari dengan 
prinsip pendekatan kehati-kehatian (Precautionary Approach) sebagaimana 
yang tercantum dalam prinsip 15 Rio Declaration yang berarti bila ancaman 
serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu 
pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan menunda langkah 
pengektifan biaya (cost effective) untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. 
Adapun materi-materi pokok Protokol Cartagena mengatur hal-hal berikut:146 
a) Persetujuan Pemberitahuan Terlebih Dahulu (Advance Informed 
Agreements) 
                                                             
146 Ibid. 
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Hal ini merupakan prosedur yang harus diterapkan oleh para pihak yang 
melakukan perpindahan lintas batas terkait OHMG yang sengaja 
diintroduksi ke dalam lingkungan oleh pihak pengimpor pada saat 
pengapalan pertama dengan tujuan untuk memastikan bahwa negara 
penerima mempunyai kesempatan dan kapasitas mengkaji resiko OHMG; 
b) Prosedur Pemanfaatan OHMG Secara Langsung 
Prosedur ini berlaku untuk OHMG yang akan dimanfaatkan langsung 
sebagai pangan, pakan, atau pengolahan, dengan ketentuan bahwa pihak 
pengambil keputusan (Pihak Pengimpor) wajib memberi informasi 
sekurang-kurangnya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II dari 
protokol ini yaitu kepada Balai Kliring Keamanan Hayati (Biosafety 
Clearing House) dalam waktu lima belas hari setelah keputusan diambil, 
sesuai dengan peraturan nasional yang konsisten dengan tujuan protokol; 
c) Kajian Resiko (Risk Assesment) 
Kajian resiko merupakan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan 
untuk mengambil keputusan masuknya OHMG yang akan diintroduksi ke 
dalam lingkungan. Kajian resiko harus didasarkan pada kelengkapan 
informasi minimum di dalam notifikasi sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I dari protokol ini dan bukti ilmiah lain untuk mengidentifikasi 
dan mengevaluasi kemungkinan dampak yang ditimbulkan OHMG 
terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan kehati dan juga resiko 
terhadap kesehatan manusia; 
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d) Manajemen Resiko (Risk Management) 
Manajemen resiko merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan dari 
pelaksanaan kajian resiko yang mencakup penetapan mekanisme, langkah, 
dan strategi yang tepat guna untuk mengatur, mengelola, dan 
mengendalikan resiko yang diidentifiasi dalam kajian resiko. Kewajiban 
yang timbul dari penerapan manajemen resiko kepada para pihak ini adalah 
menetapkan dan mengimplementasikan suatu sistem peraturan beserta 
kapasitas yang cukup untuk mengelola dan mengendalikan resiko; 
e) Perpindahan Lintas Batas Tidak Disengaja dan Langkah-Langkah Darurat 
(Emergency Measures) 
Perpindahan lintas batas tidak disengaja adalah perpindahan OHMG yang 
terjadi di luar kesepakatan pihak pengimpor dan pihak pengekspor. Negara 
pihak juga harus mengambil langkah-langkah melalui notifikasi kepada 
Balai Kliring Keamanan Hayati (Biosafety Clearing House) apabila 
kemungkinan terjadi kecelakaan dan memberitahukan titik kontak yang 
dapat dihubungi serta berkonsultasi dengan pihak yang mungkin dirugikan 
atas pelepasan OHMG; 
f) Penanganan, Pengangkutan, Pengemasan dan Pemanfaatan 
Pengaturan masalah penanganan, pengangkutan, pengemasan dan 
pemanfaatan OHMG merupakan bagian dari upaya menjamin keamanan 
pengembangan OHMG sesuai dengan persyaratan standar internasional;  
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g) Balai Kliring Keamanan Hayati (Biosafety Clearing House) 
Balai Kliring Keamanan Hayati (Biosafety Clearing House) adalah badan 
yang dibentuk oleh para pihak berdasarkan Pasal 20 protokol ini untuk 
memfasilitasi pertukaran informasi di bidang ilmiah, teknis, lingkungan 
hidup, dan peraturan mengenai OHMG; 
h) Pengembangan Kapasitas 
Protokol ini dalam mengatur perihal pengembangan kapasitas, diwajibkan 
kepada para pihak untuk melakukan kerja sama dengan 
Mempertimbangkan kebutuhan, kondisi serta kemampuan negara 
berkembang, dan negara yang mengalami transisi ekonomi. Bantuan kerja 
sama dapat berupa pelatihan ilmiah dan teknis, alih teknologi dan 
keterampilan, serta bantuan keuangan; 
i) Kewajiban Para Pihak Kepada Masyarakat 
Protokol ini mewajibkan para pihak untuk: 
1. Meningkatkan dan memfasilitasi kesadaran, pendidikan dan partisipasi 
masyarakat berkenaan dengan pemindahan, penanganan, dan penggunaan 
OHMG secara aman; 
2. Menjamin agar masyarakat mmendapat akses informasi OHMG; 
3. Melakukan konsultasi dengan masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan dan menyediakan hasil keputusan kepada masyarakat. 
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 Sehingga manfaat yang diperoleh Indonesia melalui pengesahan 
Protokol Nagoya, antara lain:147 
a) Mengakses informasi mengenai OHMG; 
b) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan kehati  secara berkelanjutan; 
c) Memperoleh manfaat secara optimal dari penggunaan bioteknologi modern 
secara aman yang tidak merugikan kehati dan kesehatan manusia; 
d) Memperkuat landasan pengawasan perpindahan lintas batas OHMG 
mengingat Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yang 
berpotensi sebagai tempat keluar dan masuknya OHMG secara illegal; 
e) Mempersiapkan kapasitas daerah untuk berperan aktif dalam melakukan 
pengawasan dan pengambilan keputusan atas perpindahan lintas batas 
OHMG; 
f) Mewujudkan kerja sama antar negara di bidang tanggap darurat untuk 
menanggulangi bahaya yang terjadi akibat perpindahan lintas batas OHMG 
yang tidak disengaja; 
g) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang 
keamanan hayati baik di pusat maupun di daerah; 
h) Memperkuat koordinasi nasional dan daerah khususnya pemahaman secara 
lebih komprehensif bagi seluruh lembaga pemerintahan terkait terhadap 
lalu lintas OHMG yang merugikan bagian atau komponen kehati Indonesia. 
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Koordinasi juga mencakup perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 
sebagai bagian terdepan dan jembatan bagi lalu lintas informasi mengenai 
perkembangan bioteknologi; 
i) Menggalang kerja sama internasional untuk mencegah perdagangan ilegal 
produk OHMG. 
3) UU No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To 
Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising 
From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol 
Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian 
Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya 
Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)148 
Berbeda dengan Protokol Cartagena yang mengatur tentang keamanan 
hayati sehingga menjamin konservasi kehati dan pemanfaatannya sehingga 
dapat berkelanjutan, Protokol Nagoya mengatur tentang akses terhadap sumber 
daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara 
pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik serta dengan tujuan untuk 
mencegah pencurian kehati (biopiracy).  
                                                             
148 UU No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And 
The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention on 
Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian 
Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi 
Keanekaragaman Hayati) dalam penjelasannya. 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa protokol ini memberi perhatian 
terhadap kehati yang dalam hal ini sumber daya genetik, selain perihal 
pengelolaan termasuk juga tentang perlindungannya. Perlindungan tersebut 
dimaksudkan juga untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber daya 
genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya 
genetik bagi generasi yang akan datang. Pengetahuan tradisional yang berkaitan 
dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
sumber daya genetik dan secara berkelanjutan diwariskan oleh orang-orang 
terdahulu, masyarakat hukum adat dan komunitas lokal kepada generasi 
berikutnya.  
Oleh karena itu, dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya 
genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya 
genetik, harus terpolakan dan tercermin dalam pengetahuan, inovasi, dan 
praktik yang terkait serta perlu dikembangkan pengaturan pengelolaannya 
sehingga dapat menampung dinamika dan aspirasi masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal. Protokol ini disusun berdasarkan prinsip bahwa negara 
mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya 
alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunannya yang 
diikuti dengan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam 
yurisdiksi atau kendalinya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan 
hidup negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi negara yang 
bersangkutan. 
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Dalam memaksimalkan implementasi CBD, diratifikasilah Protokol 
Nagoya melalui UU No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol 
On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of 
Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological 
Diversity. 
Adapun materi pokok Protokol Nagoya mengatur hal-hal berikut:149 
a) Ruang lingkup Protokol Nagoya adalah pembagian keuntungan yang adil 
dan seimbang dari setiap pemanfaatan terhadap sumber daya genetic dan 
pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik; 
b) Pembagian keuntungan, finansial dan/atau non finansial, yang adil dan 
seimbang dari setiap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan 
tradisional diberikan berdasarkan kesepakatan bersama (Mutually Agreed 
Terms); 
c) Akses pada sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang 
berkaitan dengan sumber daya genetik yang dilakukan melalui persetujuan 
atas dasar informasi awal (Prior Informed Consent/PIC) dari penyedia 
sumber daya genetik; 
d) Penyederhanaan prosedur akses pada sumber daya genetik untuk penelitian 
nonkomersial dan pertimbangan khusus akses pada sumber daya genetik 
dalam situasi darurat kesehatan, lingkungan, dan pangan; 
                                                             
149Ibid. 
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e) Mekanisme pembagian keuntungan multilateral global (global multilateral 
benefit sharing) terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan 
pengetahuan tradisional yang bersifat lintas batas; 
f)  Mekanisme kelembagaan diatur dengan: 
1. Penunjukan satu atau beberapa National Competent Authority (NCA) 
sebagai institusi yang berwenang memberikan izin akses, penentuan 
kebijakan prosedur akses, dan persyaratan dalam persetujuan atas dasar 
informasi awal serta kesepakata; dan 
2. Penunjukan pumpunan kegiatan nasional (National Focal Point) yang 
berfungsi sebagai penghubung para pihak denga secretariat konvensi 
keanekaragaman hayati. Pumpunan kegiatan nasional dapat juga dapat 
berfungsi sebagai NCA; 
g) Pembentukan balai kliring akses dan pembagian keuntungan yang 
merupakan sistem basis data yang berfungsi sebagai sarana pertukaran 
informasi terhadap akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan 
atas pemanfaatan sumber daya genetic; 
h) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan nasional mengenai akses 
dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan 
pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik; 
i) Pemantauan dilakukan melalui penunjukan pos pemeriksaan (Checkpoints) 
pada semua level, yaitu penelitian, pengembangan, inovasi, 
132 
 
prekomersialisasi, atau komersialisasi serta adanya sistem yang diakui 
secara internasional; 
j) Penataan terhadap kesepakatan bersama 
Penyedia (provider) dan pemanfaat (user) sumber daya genetik harus 
menaati kesepakatan dalam kontrak atas pemanfaatan sumber daya genetik 
khususnya klausul penyelesaian sengketa, akses terhadap keadilan (access 
to justice), pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa; 
k) Model klausul kontrak kesepakatan bersama 
Negara pihak mendorong pengembangan, pemutakhiran, dan penggunaan 
model klausul dalam kesepakatan bersama; 
l) Kode etik, pedoman dan praktik terbaik, dan/atau standar 
Negara pihak mendorong pengembangan, pemutakhiran dan kode etik 
sukarela, pedoman dan praktik-praktik terbaik dalam kaitannya dengan 
akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya 
genetik; 
m) Peningkatan kesadaran 
Negara pihak melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan 
pentingnya sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang 
berkaitan dengan sumber daya genetik, dan isu-isu terkait dengan akses dan 
pembagian keuntungan; 
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n) Peningkatan kapasitas 
Negara pihak bekerja sama dalam pengembangan kapasitas sumber daya 
manusia dan kelembagaan, antara lain pengembangan; 
1. Kapasitas untuk mengimplementasikan dan untuk mematuhi kewajiban-
kewajiban dalam Protokol Nagoya; 
2. Kapasitas untuk menegosiasikan kesepakatan bersama; 
3. Kapasitas untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan 
menegakkan langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan 
nasional tentang akses dan pembagian keuntungan; dan 
4. Kapasitas untuk mengembangkan kemampuan penelitian endogen untuk 
menambah nilai pada sumber daya genetik. 
o) Transfer teknologi, kolaborasi, dan kerja sama 
Negara pihak meningkatkan dan mendorong akses terhadap teknologi dan 
transfer teknologi untuk pengembangan dan penguatan teknologi. Negara 
pemanfaat sumber daya genetik harus meengembangkan kegiatan kerja 
sama dengan negara asal sumber daya genetik; 
p) Prosedur dan mekanisme untuk mempromosikan penataan Protokol 
Nagoya 
Konferensi para pihak mempertimbangkan dan menyetujui kerja sama dan 
mekanisme kelembagaan untuk meningkatkan penataan dan penanganan 
kasus ketidaktaatan terhadap substansi Protokol Nagoya. 
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Sehingga manfaat yang diperoleh Indonesia melalui pengesahan 
Protokol Nagoya, antara lain:150 
a) Melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan 
tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik; 
b) Mencegah pencurian (biopiracy) dan pemanfaatan tidak sah (illegal 
utilization) terhadap kehati; 
c) Menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non finansial) yang 
adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan 
tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan 
tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik kepada penyedia 
sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama (mutually agreed 
terms); 
d) Meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan 
yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan 
pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik berdasarkan 
kesepakatan bersama; 
e) Menguatkan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana 
diamanatkan Pasal 3 UUD NRI 1945 dan mengakui keberadaan masyarakat 
hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan Pasal 18 UUD NRI 
1945; 
                                                             
150 Ibid. 
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f) Memberikan insentif dan dukungan pendanaan sesuai ketentuan peraturan-
perundang-undangan; 
g) Menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi 
dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. 
4) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya Dalam Rencana Umum Tata Ruang151 
Sebelum CBD diratifikasi, pada dasarnya Indonesia telah mulai 
memberi perhatian perihal perlindungan kehati pada tanggal 10 Agustus 1990 
dengan menerbitkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Hayati dan Ekosistemnya. UU ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya 
alam hayati yang di darat maupun di laut, dan keseimbangan ekosistemnya 
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia 
yang dalam hal ini adalah Warga NRI. 
Tujuan ini dapat diwujudkan melalui perlindungan sistem penyangga 
kehidupan, pengawetan kehati dan ekosistemnya, pemanfaatan sumber daya 
hayati dan ekosistemnya secara lestari. UU ini menetapkan bahwa kegiatan-
kegiatan tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta 
masyarakat secara terpadu dan seimbang sehingga diatur pula tentang 
kewenangan pemerintah untuk menetapkan suaka alam yang terdiri dari cagar 
                                                             
151 Lihat Dr. Tommy H. Purwaka, 1995, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Rencana Umum Tata Ruang, Pusat Perencanaan Pembangunan 
Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI: Jakarta, Hlm. 1.  
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alam dan suaka marga satwa, cagar biosfer kawasan pelestarian yang terdiri dari 
taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa aspek penataan ruang merupakan salah satu latar belakang penerbitan 
UU No. 5 Tahun 1990. 
5) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang152 
Sebagaimana mandat CBD untuk melakukan kegiatan konservasi kehati 
perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan dengan penataan ruang. 
Pada Pasal 3 uu ini dijelaskan tentang tujuan penataan ruang, yaitu: 
a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 
buatan; 
b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 
c) Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.  
Tujuan tersebut dapat dicapai jika asas dalam penataan ruang 
diperhatikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 UU No. 26 tahun 2007, 
yaitu asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, 
keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, 
kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian 
hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. 
                                                             
152 Lihat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
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Adapun strategi dalam mencapai tujuan penataan ruang dilakukan 
berdasarkan 5 pendekatan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 
26 tahun 2011, yaitu: 
a) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem 
internal perkotaan; 
b) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan 
lindung dan kawasan budi daya; 
c) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan 
ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan 
ruang wilayah kabupaten/kota; 
d) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang 
kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan; 
e) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan 
ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis 
provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 
6) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup153 
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan payung hukum (umbrella 
act/kadarwet) atas bidang lingkungan hidup lainnya mencakup bidang-bidang 
                                                             
153 Lihat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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lingkungan hidup sektoral, seperti kehati. Sehingga semua peraturan 
perundang-undangan bidang lingkungan hidup harus tunduk dan tidak 
bertentangan dengan UUPPLH sebagaiaman yang diatur pada Pasal 44 bahwa 
Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan 
daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang ini.  
UUPPLH merupakan ketentuan pokok yang menghendaki keterpaduan 
hukum lingkungan hidup di Indonesia yang dibuktikan juga dengan asas yang 
dianutnya yaitu keterpaduan. UUPPLH merupakan hukum lingkungan bagi 
peraturan perundang-undangan lain bidang lingkungan hidup yang memuat 
norma hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, semua 
ketentuan lingkungan hidup hanya dapat berlaku sesuai dan berdasarkan sistem 
dan penilaian UUPPLH ini. 
Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 tentang asas perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup keterpaduan dan menyebutkan 
secara khusus aspek kehati. Jika diperhatikan asas lain yang dianut UUPPLH 
dapat dikatakan bahwa hukum lingkungan internasional pada dasarnya banyak 
memberi pengaruh terhadap perkembangan hukum lingkungan nasional. 
Seperti asas kelestarian dan keberlanjutan, kehati-hatian, keadilan, pencemar 
membayar, kearifan lokal, dan lain-lain. Ditambah dengan karakteristik ruang 
lingkup UUPPLH yang memang mendudukkannya sebagai payung hukum 
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yakni perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 
dan penegakan hukum.  
Salah satu asas yang dianut UUPPLH adalah perihal kearifan lokal yang 
diakui sebagai sasaran perlindungan dan pengelolaan sebab merupakan bagian 
dari aspek lingkungan hidup. Selain diatur pada Pasal 2, kearifan lokal juga 
termuat di dalam Pasal 1 ayat 30, yang disebutkan bahwa kearifan lokal 
merupakan nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk 
antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hal 
tersbut sejalan dengan mandat CBD dalam hal perlindungan pengetahuan 
tradisional masyarakat lokal yang berkaitan dengan pelestarian kehati, yang 
mana salah satunya telah dijelaskan sebelumnya dalam Protokol Nagoya bahwa 
pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya genetik dan secara 
berkelanjutan diwariskan oleh orang-orang terdahulu, masyarakat hukum adat 
dan komunitas lokal kepada generasi berikutnya.  
Selain itu UUPPLH juga mengatur secara umum perihal Risk Assesment 
dan Risk Management yang merupakan bagian dari mandat CBD berdasarkan 
Pasal 14 tentang Pengkajian dan Pengurangan Dampak yang Merugikan yang 
terjabarkan dalam materi muatan protokol-protokolnya. Salah satunya tentang 
instrumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan instrumen 
pencegahan lainnya yang kemudian menjadi syarat dalam sistem perizinan 
lingkungan hidup. Sehingga prinsip kehati-hatian, kedaulatan atas sumber daya 
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alam, keamanan hayati juga terimplementasikan melalui UUPPLH. Kemudian 
tentang akses informasi dan hak masyarakat lokal yang juga diatur di dalam 
UUPPLH, secara khusus juga tentang pemeliharaan dan pemanfaatan sumber 
daya alam. Oleh karenanya UUPPLH dianggap sejalan dan mendukung 
implementasi dari CBD.154 
7) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan155 
UU tentang perikanan sebelumnya yaitu UU No. 9 Tahun 1985 dinilai 
belum mampu menampung perkembangan teknologi sebagaimana muatan uu 
ini. Sehingga uu yang lama dicabut dan digantikan dengan uu ini.  Dalam uu 
ini perikanan memiliki arti yang lebih luas yaitu perikanan adalah semua 
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 
ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai 
dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.156 
Sementara perihal definisi ikan dalam uu ini, 157ikan adalah segala jenis 
organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam 
lingkungan perairan. Sehingga dapat dikatakan bahwa uu ini mengatur tentang 
sumber daya hayati laut secara umum. 
Berkaitan dengan mandat CBD dalam pengelolaan sumber daya hayati 
khususnya di sektor kelautan, UU ini menganut prinsip keadilan, kelestarian 
                                                             
154 Lihat UUPPLH, Op.cit., Pasal 12, 14, 26, 57, 68 dan 69. 
155 Lihat UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 
156 Ibid., Pasal 1(1). 
157 Ibid. 
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dan keberlanjutan.158 Selain itu, berkaitan dengan sistem informasi juga di atur 
dalam uu ini yang terdapat dalam Pasal 46.159 Perihal penelitian dan 
pengembagan juga termuat dalam uu ini yang teradapat dalam Pasal 52-56,160 
kemudian mengenai pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan juga diatur di 
dalam uu ini yang terdapat dalam Pasal 57-59.161   
8) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan162 
UU No. 31 tahun 2004 dinilai belum mampu mengantisipasi 
perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan 
pemanfaatan potensi sumber daya ikan, sehingga uu ini bentuk bukan untuk 
mencabut uu sebelumnya namun dalam rangka penyempurnaan substansi-
substansi yang termuat dalam uu sebelumnya. Perubahan tersebut menyangkut 
aspek manajemen, birokrasi dan aspek hukum. 
Melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada uu sebelumnya, yaitu 
pada belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait 
dengan pengelolaan perikanan. Kemudian pada aspek birokrasi, antara lain 
terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan 
pada aspek hukum antara lain perihal penegakan hukum, rumusan sanksi, dan 
                                                             
158 Ibid., Pasal 2. 
159 Ibid., Pasal 46. 
160 Ibid., Pasal 52-56. 
161 Ibid., Pasal 57-59, Lihat UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan dalam penjelasan umum. 
162 Lihat UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
dalam penjelasan umum. 
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yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana 
bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut. 
Sehingga perubahan yang dimaksud lebih kepada aspek pengawasan dan 
penegakan hukum menyangkut mekanisme koordinasi antara instansi penyidik 
dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan 
sanksi (pidana atau denda), hukum acara, dan fasilitas penegakan hukum di 
bidang perikanan, kemudian persoalan pengelolaan perikanan, antara lain 
kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan dan kesyahbandaraan, dan 
juga perihal perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan. 
9) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil163 
Undang-undang ini lahir dengan pertimbangan bahwa Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang 
tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, 
lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, kekayaan yang dikuasai oleh 
negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang 
akan datang. Oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan 
berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi 
masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. 
                                                             
163 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
143 
 
Pada Pasal 1, dijelaskan tentang beberapa istilah. Pertama pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, 
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara 
ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
Kedua perihal wilayah pesisir, bahwa merupakan daerah peralihan 
antara ekosistem darat dan laut yang dipenagaruhi perubahan di darat dan laut. 
Kemudian tentang sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dijabarkan 
sebagai sumber daya hayati dan nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa 
lingkungan, yang mana sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, 
padang lamun, mangrove dan biota laut lain, sumber daya nonhayati meliputi 
pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut 
yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa 
keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait 
dengan kelautan dan perikanan serta gelombang energi laut yang teradapat di 
wilayah pesisir. 
Perairan pesisir diartian sebagai laut yang berbatasan dengan daratan 
meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang 
menghubungkan pantai dan pulau-pulau estuari, teluk, perairan dangkal, rawa 
payau, dan laguna, dan istilah-istilah lain yang tidak termuat dalam penulisan 
ini. Berdasarkan pendefinisian tersebut, dapat dilihat bagaimana arah dan ruang 
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lingkup pengaturan uu ini yang tentu sejalan dengan CBD yang menghendaki 
konservasi kehati yang dalam hal ini pada sektor kelautan.  
Hal tersebut kemudian diperkuat dengan muatan Pasal 4 dari uu ini 
tentang tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
salah satunya menghendaki perlindungan, konservasi, rehabilitasi, 
pemanfaatan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta 
sistem ekologisnya secara berkelanjutan. 
Selain itu ada Pasal 5 yang secara jelas menjabarkan tentang proses 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan kegiatan perencanaan, pengawasan, 
dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber 
daya pesisir dan pulau-puau kecil serta proses alamiah secara berkenalanjutan 
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam konteks pemanfaatan kehati yang berkelanjutan pada wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil diatur perihal sistem informasi yaitu pada Pasal 
15. Lebih konkret lagi dalam konteks pemanfaatan kehati yang berkelanjutan 
atas pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diatur pada Pasal 23(2) yakni 
bahwa prioritas pemanfaatannya lebih kepada tindakan konservasi, pendidikan 
dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha 
perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik 
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dan peternakan. Kemudian diatur juga perihal pemberdayaan masyakarat 
dengan kerangka wawasan lingkungan yang diatur pada Pasal 63.  
 
10) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil164  
Keberadaan UU No. 27 tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan 
sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil. Namun, dalam pelaksanaannya dinilai belum memberikan hasil yang 
optimal. 
Oleh karena itu uu ini diterbitkan bukan mencabut UU no. 27 tahun 
2007, namun untuk menyempurkannya dengan mengangkat aspek perizinan 
sehingga lebih melibatkan negara dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dengan tetap mengakui dan menghormati hak-hak tradisional 
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati 
masyarakat lokal dan tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil. 
                                                             
164 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penjelasan umum. 
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11) UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan165  
Undang-undang ini dibentuk atas pertimbangan bahwa sumber daya 
alam hayati merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor 
dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk 
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan 
UUD NRI 1945, kemudian bahwa dengan meningkatnya lalu lintas hewan, 
ikan, dan tumbuhan antarnegara dan dari suatu area ke area lain di dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, 
pertukaran, maupun penyebarannya, semakin membuka peluang bagi 
kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan 
penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya atau 
menular yang dapat merusak sumber daya alam hayati. 
Pada Pasal 1, dijelaskan tentang beberapa istilah yang merupakan 
ketentuan umum dari uu ini. Pertama bahwa karantina adalah tempat 
pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan 
tersebarnya hama dan penyakit atau organisme penganggu dari luar negeri dari 
suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia.  
Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut CBD bahwa suatu negara 
memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya dengan kewenangan untuk 
                                                             
165 UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 
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menentukan kebijakan lingkungannya sendiri namun tetap harus menjamin 
bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya tidak mengakibatkan 
kerugian terhadap lingkungan negara lain. 
Kemudian pada Pasal 1 juga menjelaskan definisi dari hewan, ikan dan 
tumbuhan. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang 
dipelihara maupun yang hidup secara liar. Ikan adalah semua biota perairan 
yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan 
hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. Kemudian tumbuhan adalah 
semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik 
belum diolah maupun telah diolah. 
Selanjutnya pada Pasal 2 dijelaskan tentang asas uu ini yakni kelestarian 
sumber daya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan, yang dalam hal ini juga 
sejalan dengan sasaran CBD yakni dalam hal pemanfaatan kehati yang 
berkelanjutan. Hal ini dibuktikan pula dengan bagai tujuan dari uu ini yaitu 
melalui pasal 3 yang umumnya menghendaki tentang keamanan hayati agar 
tidak memberi dampak merugikan terhadap negara lain termasuk bagi 
Indonesia dari ancaman penyakit yang berpotensi datang dari luar yurisdiksi 
nasional. Termasuk juga mandat CBD perihal pendidikan dan kesadaran 
masyarakat, yang mana melalui uu ini diamanatkan pemerintah untuk 
bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam konteks 
perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan.  
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12) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan166 
Undang-undang ini disusun berdasarkan pertimbangan bahwa pangan 
merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD NRI 
1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 
berkualitas. 
Pada Pasal satu, dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang 
berasal dari sumber daya hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah 
yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan 
atau minuman. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa agar keberlanjutan 
pemenuhan hak asasi manusia dapat terlaksana yang dalam hal ini pangan yang 
merupakan kebutuhan dasar manusia harus ditunjang dengan kelestarian 
sumber daya hayati produk sektor tertentu, apakah itu pertanian, perkebunan, 
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Sehingga hal ini dapat 
dinilai sejalan dengan sasaran CBD yakni dalam hal pemanfaatan yang 
keberkelanjutan atas kehati. 
                                                             
166 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 
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13) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan167  
Undang-undang ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa hewan 
memiliki peranan yang penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil 
hewan lainya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan 
untuk kesejahteraan yang mana untuk mencapai hal tersebut perlu 
diselenggarakan kesehatan hewan yang melindngi kesehatan manusia dan 
hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan 
yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang 
aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran 
dan kesejahteraan masyarakat. 
Pada Pasal 1, dijelaskan beberapa istilah, pertama peternakan adalah 
segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau 
bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, 
pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan penguasaannya. 
 Kemudian kesehatan hewan diartikan sebagai segala urusan yang 
berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan 
hewan, pengendalian dan penanggulan penyakit hewan, penolakan penyakit, 
medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan 
hewan, serta keamanan pakan. 
 
                                                             
167 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
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Pada uu ini juga punya definisi tentang hewan, yaitu binatang atau satwa 
yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau 
udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 
Sehingga dapat dilihat bahwa uu ini memiliki kaitan dengan UU pangan 
yaitu bahwa hewan adalah bagian dari pangan, sehingga kelestarian hewan 
merupakan penunjang ketersediaan pangan yang secara fundamental 
merupakan penunjang kehidupan manusia. Oleh karenanya uu ini sejalan 
dengan implementasi CBD yaitu dalam hal pemanfaatan kehati yang berlanjut. 
14) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan168 
UU No. 18 tentang Peternakan dan Kesehatan pada dasarnya 
merupakan pedoman penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yaitu 
terkait dengan pemasukan benih, bibit, bakalan dan ternak ruminansia indukan, 
serta pencegahan penyakit hewan. Namun uu tersebut dinilai belum mencapai 
hasil yang optimal.  
Sehingga atas dasar memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di 
masyarkat, uu ini diperbarui dengan UU No. 41 tahun 2014. Kehadiran uu 
tersebut tidak mencabut uu yang lama, namun sebagai bentuk penyempurnaan 
ketidakoptimalan uu sebelumnya dalam mencapai hasil diinginkan. Secara 
umum perubahan uu tersebut mencakup pemasukan benih, bibit, bakalan, 
                                                             
168 UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
dalam penjelasan umum. 
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Ternak Ruminansia Indukan, dan/atau produk hewan, kemitraan usaha 
peternakan, pengaturan mengenai Ternak Ruminansia Betina Produktif, 
pencegahan penyakit hewan, dan penguatan otoritas veteriner. 
15) UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi169  
UU ini lahir dengan pertimbangan bahwa alam semesta dan segala 
isinya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam hal 
pengelolaan dan pendayagunaan diperlukan penguasaan, pemanfaatan dan 
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. 
Pada Pasal 4 diatur tentang tujuan uu ini bahwa sistem nasional 
penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi 
keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya 
saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam 
pergaulan internasional. 
Dalam kaitannya dengan CBD, yang mana pemanfaatan kehati yang 
membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana pengetahuan perihal 
kehati pun masih terus dikembangkan sehingga uu ini disusun untuk 
memfasilitasi hal tersebut.  
 
                                                             
169 UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi. 
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c) Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Teknis Lainnya 
Selain undang-undang yang telah dijabarkan tersebut, masih banyak 
peraturan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai kelautan dan 
perikanan yang sifatnya teknis, baik yang langsung merupakan turunan dari CBD 
maupun yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung implementasi CBD, 
antara lain: 
1) PP No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik; 
2) PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; 
3) PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; 
4) PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 
5) PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan; 
6) PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; 
7) PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru; 
8) PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, Di Zona 
Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; 
9) PP No. 27 Tahun 1999 tentang Penilaian Dampak Lingkungan; 
10) PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
11) PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;  
12) Perpres No. 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya; 
13) Peraturan Presiden (Pepres) No. 39 tahun 2010 tentang Komisi Keamanan 
Hayati PRG yang diperbaharui dengan Perpres No. 53 tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Perpres 39/2010; 
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14) Peraturan Mentri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 29 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah; 
15) Permen No. 10 tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 
(SPKP) 
16) Permen No.2 Tahun 2015 tentang larangan alat penangkapan ikan pukat hela 
(trawls) dan pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah Pengeloaan Perikanan NRI; 
17) Permen No. 28 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkap Ikan; 
18) Permen LH No. 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati; 
19) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) KP/PEREMEN-
KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik 
Indonsia; 
20) Permen KP No. PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah 
dan Pulau-pupau Pesisir; 
21) Permen KP No. PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan 
Konservasi Perairan; 
22) Permen KP No. PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis dan 
Genetik Ikan; 
23) Pernen KP No. PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi 
Kawasan Konservasi Perairan; 
24) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 
KEP.59/MEN/2011 tentang Perlindungan terbatas ikan terburuk; 
25) Kepmen KP No. 18/Kepmen-KP /2013 tentang Perlindungan Ikan Hiu Paus; 
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26) Kepmen KP No. 4/Kepmen-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan 
Penuh Ikan Pari Manta; 
27) Kepmen KP No. 46/Kepmen-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan 
Terbatas Waktu Bambu Laut; 
28) Permen KP No. 13/Permen-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi 
Perairan; 
29) Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-puau kecil No. 
Kep.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis efektivitas Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
30) Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 2/Per-
DJKP3K/2013 
31) Permen Perhubungan No. KM 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pemaran 
Dari Kapal; 
32) Permen KP No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; 
33) Permen KP No. PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan; 
34) Permenhut (Peraturan Menteri Kehutanan) No. P.53/Menhut-II/2006 tentang 
Lembaga Konservasi; 
35) Permenhut No. P.56/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional; 
36) Permenhut No. P. 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan 
Satwa Liar; 
155 
 
37) SK Menhut (Surat Keputusan Menteri Kehutanan) No. 447/2003 tentang Tata 
Usaha Negara Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan Satwa 
Liar; 
38) Keputusan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem 
No. SK. 283/KSDAE-SET/2015 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam 
dan Penangkapan Satwa Liar Periode Tahun 2016. 
3. Kaitan CBD dengan Konvensi Lainnya 
Pada Pasal 22(1) CBD dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan konvensi 
ini harus tidak memengaruhi hak-hak dan kewajiban setiap pihak yang berasal 
dari perjanjian yang ada, kecuali jika pelaksanaan hak-hak dan kewajiban 
tersebut akan mengakibatkan kerusakan parah atau ancaman pada kehati.  
Kemudian pada Pasal 22(2) CBD dijelaskan bahwa para pihak wajib 
melaksanakan konvensi ini dengan memperhatikan lingkungan kelautan secara 
konsisten dengan hak-hak dan kewajiban negara berdasarkan hukum laut.  
a. United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)  
Dalam hal implementasi CBD pada sektor laut dianggap perlu untuk 
diharmonisasikan dengan UNCLOS, sebab UNCLOS dinilai sebagai 
instrumen hukum utama pada sektor laut yang juga memuat persoalan 
lingkungan hidup di laut, terlebih CBD sendiri menfasilitasi mengenai hal 
tersebut dalam konteks perlindungan marine biodiversity.170  
                                                             
170 Lihat CBD Pasal 22 tentang Hubungan Dengan Konvensi Yang Lain.  
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Dalam kaitannya dengan UNCLOS sebagai konvensi yang dimaksud 
pada Pasal 22(1) dan (2) tersebut, maka tentu yang diutamakan adalah hak-
hak dan kewajiban dilahirkan oleh UNCLOS selama pelaksanaan hak-hak 
dan kewajiban UNCLOS tidak akan mengakibatkan kerusakan parah atau 
ancaman pada keanekaragaman hayati.  
Umumnya terkait dengan perlindungan lingkungan hidup di laut, 
UNCLOS meletakkan kewajiban kepada negara-negara peserta untuk 
melindungi dan memelihara lingkungan laut.171 Pada pasal 194 secara umum 
diatur tentang tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan 
mengendalikan pencemaran lingkungan hidup di laut. Kemdudian diperkuat 
dengan pasal 196 yang menghendaki agar negara-negara mengambil semua 
langkah yang dianggap perlu ntuk mencegah, megurangi dan mengendalikan 
polusi dari penggunaan teknologi di dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk 
juga perihal pengenalan spesies asing atau baru untuk bagian khusus dari 
lingkungan hidup di laut, yang dinilai berpotensi berdampak pada lingkungan 
hidup di laut. UNCLOS Juga menetapkan hak negara-negara peserta untuk 
mengelola sumber-sumber kekayaan alam mereka sesuai dengan 
kebijaksanaan lingkungan dari masing-masing negara.172 UNCLOS  juga 
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap 
kerusakan lingkungan laut, hak kekebalan bagi kapal perang dan kapal-kapal 
                                                             
171 Lihat UNCLOS, Pasal 192 tentang kewajiban-kewajiban umum; 
172 Lihat Ibid.,Pasal 193 tentang Hak Kedaulatan Negara untuk Mengeksploitasi Kekayaan Alamnya; 
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pemerintah serta kaitan dari Bagian XII UNCLOS tentang Perlindungan dan 
Pemeliharaan Lingkungan Laut dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum 
pada konvensi-konvensi lainnya guna perlindungan lingkungan laut. 
Bagian XII UNCLOS tersebut juga mewajibkan negara-negara 
peserta untuk melakukan upaya-upaya yang dipandang perlu guna mencegah, 
mengurangi dan mengawasi pencemaran lingkungan laut dari sumber-sumber 
manapun baik dari daratan (pembuangan sampah rumah tangga dan deterjen 
berlebih, penggunaan peptisida yang melebihi ambang batas yang 
diperbolehkan, pencemaran air sungai, dan lain-lain) ataupun laut. UNCLOS 
juga mengatur kewajiban negara peserta untuk memastikan bahwa tindakan 
eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut di dalam jurisdiksi nasionalnya tidak 
mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan laut wilayahnya 
sendiri dan juga lingkungan laut negara lain. 
Selain itu negara peserta UNCLOS diwajibkan untuk bekerja sama 
secara bilateral, regional dan global baik secara langsung ataupun melalui 
organisasi internasional dalam merumuskan aturan-aturan, standar-standar 
dan rekomendasi praktek serta prosedur guna melindungi dan 
memperhitungkan keadaan regional bersangkutan.173 Apabila suatu negara 
mengetahui tentang ancaman atau pencemaran lingkungan yang sudah terjadi 
di wilayah lintas batas, negara tersebut harus memberitahukan negara lain 
                                                             
173 Lihat Ibid.,Pasal 197 tentang Kerjasama atas Dasar Glogal atau Regional; 
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yang mungkin tercemar dan organisasi internasional yang terkait atas 
peristiwa ancaman atau pencemaran lingkungan laut lintas batas tersebut.174 
Berkaitan dengan hal tersebut, negara-negara dan organisasi-
organisasi regional/internasional didalam wilayah tersebut harus bekerja 
sama untuk menghilangkan akibat-akibat pencemaran serta mencegah atau 
memperkecil kerusakan dan menerapkan rencana-rencana khusus untuk 
menanggulangi insiden pencemaran lingkungan laut lintas batas tersebut.175  
Khusus persoalan kehati di laut, awalnya UNCLOS dinilai tidak 
mengatur tentang hal tersebut secara jelas baik pada wilayah territorial suatu 
negara atau disebut laut teritorial (territorial water) atau perairan pedalaman 
(internal waters) yang di dalamnya diakui kedaulatan penuh. Begitupun juga 
dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dianggap tidak ada pengaturan 
yang secara eksplisit tentang konservasi kehati laut. Sebab pengaturannya 
hanya diletakkan pada Pasal 194 (5) dan 196. Namun kemudian hal tersebut 
terjawab melalui Pasal 56(1)(a) dan Pasal 61 sehingga kehati dinilai masuk 
dalam cakupan dari sumber daya alam yaitu sumber daya hayati. 176 
Kemudian muncul pertanyaan perihal penyesuaian anatara konservasi 
kehati laut dan pemanfaatan laut lainnya yang sah (other legitimate uses of 
the ocean), seperti persoalan navigasi dan peletakan kabel dan pipa laut 
                                                             
174 Lihat Ibid.,Pasal 198 tentang Pemberitahuan tentang Kerusakan yang Nyata atau Yang Bakal Terjadi; 
175 Lihat Ibid.,Pasal 199 tentang Pola Penanggulangan Darurat Terhadap Pencemaran; 
176 Yoshifumi Tanaka, 2012, Op.cit., Hlm. 317.  
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(laying submarine cables and pipelines) di ZEE. Sebab di ZEE, semua negara 
berhak atas kebebasan navigasi dan penerbangan melintasi di atas ZEE 
berdasarkan Pasal 58(1) UNCLOS. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 211(1) 
menghendaki agar negara pantai mengadopsi sistem rute yang didesain untuk 
meminimalisir ancaman kecelakaan yang berpotensi mencemari lingkungan 
hidup di laut. Sehingga pada Pasal 211(5) dan 220 UNCLOS memberikan 
kewenangan kepada negara pantai untuk mencegah polusi yang bersumber 
dari kapal yaitu kewenangan dalam mengatur tentang kebebasan navigasi 
tersebut dengan bentuk pengaturan rute navigasi dalam rangka perlindungan 
lingkungan hidup di ZEE termasuk perihal kehati.  
Kemudian perihal pemasangan kabel dan pipa laut di ZEE yang 
didasari dengan Pasal 58(1), berdasarkan Pasal 79(3), penentuan arah jalan 
pemasangannya harus mendapatkan persetujuan negara pantai. Dengan 
demikian, negara pantai juga memiliki kewenangan untuk mengatur tentang 
hal tersebut dalam konteks perlindungan kehati di ZEE. Selain itu, pada Pasal 
81 UNCLOS dijelaskan bahwa negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk 
mengizinkan dan mengatur pemboran di landas kontinen untuk segala 
keperluan. Sehingga berdasarkan hal tersebut negara pantai juga berwenang 
mengatur perihal pemboran di landas kontinen dalam rangka untuk mencegah 
potensi terjadinya dampak yang buruk terhadap ekosistem laut termasuk 
tentang aktivitas penangkapan penangkapan ikan yang berada di areal landas 
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kontinen, salah satunya tentang aktivitas penangkapan ikan dengan 
menggunakan pukat (trawl).177 
Di sisi yang lain, yaitu tentang isu sumber daya genetik yang 
merupaan isu baru yang terdapat di dasar laut dalam, yang mana 
ketergantungan manusia terhadapnya terus meningkat sehingga banyak 
aktivitas manusia seperti penelitian ilmiah kelautan, bioprospeksi, 
penambangan dan aktivitas penangkapan ikan yang semuanya mengancam 
ekosistem di dasar laut dalam tersebut. Namun UNCLOS belum mengatur 
tentang hal ini.178  
Menyambung tentang kaitan CBD dan UNCLOS dalam konteks 
perlindungan kehati di laut, ternyata Indonesia sudah mengimplementasikan 
UNCLOS dengan meratifikasinya melalui UU No. 17 tahun 1985 tentang 
Pengesahan United Nations Convention on The Law of Sea. Kemudian dalam 
mengimplementasikannya Indonesia juga telah menerbitkan UU No. 1 tahun 
1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, kemudian UU No. 5 tahun 1983 
tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan UU No. 6 tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia. Begitu juga dengan peraturan pemerintah (PP) sebagai 
peraturan yang lebih teknis, sudah banyak terbit sebagai turunan dari 
pengaturan implementasi UNCLOS, salah satunya PP No. 15 tahun 1984 
tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia. 
                                                             
177 Lihat Ibid.,Hlm. 317-318. 
178 Ibid. 
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Sehingga hal tersebut mendukung implementasi CBD yang dilakukan 
dengan tindakan harmonisasi terhadap CBD dan UNCLOS dalam konteks 
perlindungan kehati di laut. 
b. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora 1973 (CITES)  
Begitupun dengan CITES, implementasi CITES diutamakan selama 
pelaksanaan hak-hak dan kewajiban CITES tidak akan mengakibatkan 
kerusakan parah atau ancaman pada kehati. Dalam pengharmonisasian 
CITES dan CBD, CITES berperan lebih kepada penentuan status terhadap 
suatu spesies berkaitan dengan kondisi spesies tersebut, terancam punah atau 
layak untuk dieksploitasi dan sebagainya. Sehingga konkretnya CITES 
berperan dalam hal penentuan kuota terhadap suatu spesies tertentu dalam hal 
pemanfaatannya sebagaimana yang telah terjabarkan dalam peraturan 
perundang-undangan nasional yang ada saat ini. 
Hal tersebut didukung terlebih karena CITES sendiri telah diratifikasi 
melalui Keputusan Presiden (KEPRES) No. 43 tahun 1978 tentang 
Mengesahkan “Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora”, yang Telah Ditandatangani di Washington Pada 
Tanggal 3 Maret 1973, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden. 
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B. Pelaksanaan Convention on Biological Diversity 1992 Pada Sektor Kelautan 
Dalam Sistem Kelembagaan di Indonesia 
Lembaga pengelola kehati terdiri dari lembaga struktural (kementerian) yang 
merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945  yang dalam 
hal ini lembaga yang berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan kehati, lembaga 
non struktural (LNS) / lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang merupakan 
lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan yang umumnya dapat 
disebut juga lembaga-lembaga khusus dan lembaga non pemerintah tertentu guna 
menunjang pelaksanaan fungsi dari lembaga struktural dan non struktural yang ada.  
Berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan kehati termasuk kehati sektor 
laut, saat ini terdapat beberapa kementerian sebagai lembaga struktural, berikut 
penjabarannya:  
1. Lembaga Struktural dan Nonstruktural179 
a. Peran Lembaga terkait dengan Penelitian Kehati 
1) Kemeristek-dikti 
Khusus perihal penelitian kehati kemenristek-dikti berperan 
dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang riset, ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) dan dalam hal koordinasi pelaksanaan kebijakan 
nasional dimaksud. Dalam hal ini, kemenristek-dikti merumuskan arah 
                                                             
179 Wahyuningsih Darajati dkk, 2016, Op.Cit., Hlm. 186-193. 
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dan prioritas utama pembangunan iptek serta kebijakan strategis dengan 
mengkoordinasikan dan mengelola berbagai lembaga riset, sehingga 
dapat dikatakan bahwa kemeristek-dikti berperan sebagai induk dari 
berabgai lembaga riset khusus mengenai aspek kehati. Kemeristek-dikti 
juga berperan sebagai pemberi izin penelitian kepada ilmuwan dari manca 
negara. 
2) LIPI 
LIPI merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang 
dalam hal ini tugas pokok dan fungsinya langsung terkait dengan kehati 
untuk melakukan upaya penelitian, pelestarian, dan pemanfaatan 
keanekaragaman hayati. LIPI merupakan lembaga yang dikoordinasikan 
oleh kemenristek-dikti dalam hal melakukan penelitian dan 
pengembangan iptek termasuk pembinaan dan memberikan masukan 
untuk penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan iptek. LIPI 
juga berperan sebagai otoritas ilmiah untuk memberikan rekomendasi 
dalam menetukan kuota perdagangan tumbuhan dan satwa liar sesuai 
dengan CITIES. LIPI juga berfungsi sebagai NFP (National Focal Point) 
untuk Global Strategic for Plant Conservation (GSPC), Subsidiary Body 
on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSSTA), Global 
Taxonomy Innitiative (GTI) dalam implementasi Konvensi 
Keanekaragaman Hayati (CBD). 
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b. Peran Lembaga terkait dengan Pelestarian dan Pemanfaatan Kehati 
1) KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 
KLHK merupakan NFP dari beberapa konvensi internasional 
seperti CBD, Konvensi tentang Penggurunan (UNCCD), Konvensi 
tentang Ramsar, Protokol Cartagena dan Protokol Nagoya. KLHK juga 
berperan sebagai management authority untuk perdagangan tumbuhan 
dan satwa liar, KLHK juga memiliki tugas untuk melestarikan kehati 
dengan mengamankan kawasan-kawasan konservasi dan menjaga 
keutuhan ekosistem serta menerbitkan ijin konversi lahan hutan, termasuk 
juga dalam bidang kelautan, kemudian perihal fungsi pemanfaatan 
dilaksanakan antara lain melalui kuota perdagangan satwa dan tumbuhan 
yang kesemuanya dalam kerangka CITIES.  
2) KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 
Selain bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan juga 
menjadi perhatian dalam pelestarian dan pemanfaatan kehati. Lembaga 
yang berperan dalam bidang kelautan dan perikanan adalah KKP. KKP 
memiliki tugas dan fungsi untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang kelautan dan perikanan terkhusus dalam hal 
perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil 
perikanan, pengelolaan wilayah kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, 
pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, penelitian dan 
pengembangan kelautan dan perikanan, pengembangan sumberdaya 
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manusia kelautan dan perikanan, karantina ikan, serta pengendalian mutu 
dan keamanan hasil perikanan. 
KKP juga melakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian 
kehati di wilayah konservasi perairan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil 
melalui pengelolaan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil 
serta konsevasi jenis dan genetik sumberdaya ikan. 
3) Pelestarian dan pemanfaatan kehati tidak hanya menjadi tugas dua 
lembaga utama yang telah disbutkan di atas.  
Terdapat beberapa lembaga lain yang memiliki peran penting 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan kehati, yaitu: Kemenristek-Dikti, 
Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, 
Badan Informasi Geospasial (BIG), LAPAN, Perguruan Tinggi, Lembaga 
Riset, serta OMS tingkat nasional dan internasional. 
c. Peran Lembaga terkait dengan Pencadangan Sumber Daya Alam 
1) KLHK 
Berdasarkan mandat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengamanahkan untuk 
melaksanakan pencadangan sumber daya alam (SDA) hayati. Untuk 
melaksanakan pencadangan SDA, pemerintah, pemerintah provinsi, atau 
pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun: a. 
Taman kehati di luar kawasan hutan; b. Ruang terbuka hijau (RTH) paling 
sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau c. Menanam dan 
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memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka, 
termasuk juga pencadangan SDA hayati di laut. 
2) Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 
Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) 
merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan atau 
bertanggungjawab kepada Presiden. KKH PRG dibentuk melalui 
Peraturan Presiden (Pepres) No. 39 tahun 2010 tentang Komisi Keamanan 
Hayati PRG yang diperbaharui dengan Perpres No. 53 tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Perpres 39/2010. Pembentukan KKH PRG ini merupakan 
mandat dari Pasal 29 dari PP No. 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati 
PRG. Keanggotaan KKH PRG terdiri dari 19 orang yang terdiri atas 11 
wakil pemerintah, 3 (tiga) wakil perguruan tinggi, dan 5 (lima) wakil 
masyarakat. Keanggotaan KKH PRG diangkat oleh Presiden melalui 
Keppres No. 181/M/tahun 2014. KKH PRG mempunyai tugas: 
a) Memberikan rekomendaasi keamanan hayati kepada Menteri LH, 
Menteri/Kepala LPNK yang berwenang sebagai dasar 
pertimbangan untuk penerbitan keputusan pelepasan dan/atau 
peredaran PRG; 
b) Memberikan sertifikat hasil uji keamanan lingkungan, keamanan 
pangan dan/atau keamanan pakan kepada Menteri LH, 
Menteri/Kepala LPNK yang berwenang sebagai dasar 
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pertimbangan penerbitan keputusan pelepasan dan/atau peredaran 
PRG; 
c) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri LH, 
Menteri/Kepala LPNK yang berwenang dalam penetapan 
pedoman pemantauan dampak, pengelolaan risiko dan penarikan 
PRG dari peredaran; dan 
d) Membantu Menteri LH, Menteri Kepala LPNK yang berwenang 
dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemasukan dan 
pemanfaatan PRG serta pemerikasaan dan pembuktian atas 
kebenaran laporan adanya dampak negatif dari PRG. 
3) Komisi Nasional Sumber Daya Genetik 
Komisi Nasional Sumber Daya Genetik (KNSDG) dibentuk 
melalui surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 
734/Kpts/OT.140/12/2006 dengan anggota dari K/L terkait. Tugas 
KNSDG adalah memberikan masukan kebijakan SDG pertanian dan 
Ternak kepada Menteri Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian. 
KNSDG memiliki jejaring kerja di daerah dengan nama Komisi Daerah 
SDG (Komda SDG) yang sampai saat ini berjumlah 20 Komda SDG 
tingkat Provinsi. Ruang lingkup kegiatan KNSDG adalah: 
a) Mengikuti perkembangan program perplasma nutfah secara 
nasional (baik koleksi, kelembagaan, tenaga kerja, pendanaan, 
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pelestarian dan pemanfaatannya) terkait dengan perkembangan 
dunia internasional; 
b) Menyediakan bahan untuk penyusunan formulasi garis kebijakan 
perplasma nutfah nasional; 
c) Menyusun strategi nasional dalam mencadangkan, mengevaluasi, 
memanfaatkan, dan melestarikan plasma nutfah Indonesia pada 
khususnya dan komoditas ekonomi lainnya pada umumnya; 
d) Menentukan prioritas komoditas yang akan ditangani 
perplasmanutfahnya berdasarkan ancaman erosi genetiknya, nilai 
potensinya serta kepentingannya dalam diversifikasi pangan, 
khususnya dalam pengarahan penelitian pemanfaatannya untuk 
pemuliaan; 
e) Menyusun sistem perplasmanutfahan nasional; 
f) Mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan degan 
keseluruhan aspek penanganan plasma nutfah secara nasional; 
g) Memantau pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang 
disimpan atau dikelola berbagai lembaga pemerintah ataupun 
lembaga swadaya masyarakat; 
h) Mengidentifikasi ketersediaan tenaga kerja berkualitas yang 
dibutuhkan dan macam pelatihan serta pendidikan yang 
diperlukan, serta mecarikan jalan tepat untuk memenuhi 
kekurangan tersebut; 
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i) Secara teratur mengadakan pertemuan teknis untuk lebih 
meluaskan keterlibatan kalangan ilmiah dalam mencapai sasaran 
kegiatan perp;asmanutfahan nasional, khususnya dalam 
pengupayaan pembinaan tangan-tangan Komnas Plasma Nutfah 
di daerah; 
j) Meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang makna arti 
kepentingan plasma nutfah bagi pembangunan nasional untuk 
menggalang partisipasi aktif mereka dalam upaya melestarikan 
dan memanfaatkan plasma nutfah dengan jalan memperbanyak 
ceramah; 
k) Publikasi Buletin Plasma Nutfah (ilmiah), Warta Plasma Nutfah Indonesia, 
leaflet, tulisan teknis popular, serta penyebarluasan bentuk informasi lain 
melalui media massa dan elektronik; serta; 
l) Mengkoordinasi kerja sama regional dan internasional yang bekaitan 
dengan perplasmanutfah untuk memajukan kepentingan nasional. 
2. Lembaga Non-Pemerintah180 
Selain lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas, terdapat juga 
lembaga non-pemerintah yang turut melakukan upaya pengelolaan kehati, antara 
lain lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta, dan kelompok-kelompok 
masyarakat. Perjalanan LSM di bidang lingkungan hidup mulai berkembang 
                                                             
180 Lihat Ibid., Hlm. 193-195. 
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sejak tahun 1980-an dan membahas permasalahan khusus tentang kehati sejak 
tahun 1990. Kegiatannya terutama dalam bentuk advokasi kebijakan, pendidikan 
masyarakat dan pendampingan masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup. 
Pada tahun 1990-an pembentukan LSM semakin banyak yang di mana 
kegiatannya terkhusus pada kehati. Salah satunya adalah Yayasan Kehati ini 
mempunyai hubungan yang luas dengan organisasi non pemerintah yang 
kegiatannya terkait dengan kearifan lokal/masyarakat dalam rangka pemanfaatan 
kehati secara lestari, seperti pada tahun 1994 dibentuk Yayasan Kehati Indonesia 
dukungan dana dan teknis bagi kegiatan yang berkaitan dengan konservasi kehati. 
LSM juga terdapat di tingkat internasional yang disebut juga dengan Non-
Governmental Organization (NGO). NGO memulai kegiatannya di Indonesia 
sejak tahun 1970-an dan semakin meningkat pada dekade terakhir ini. NGO-
NGO tersebut adalah  International Union for Conservation of Nature (IUCN), 
Conservation International (CI), World Wide Fund (WWF), Wetlands 
International, The Nature Conservancy (TNC), WCS, Flora Fauna Indonesia 
(FFI), dan lainnya yang lebih banyak bekerja di kawasan konservasi. Indonesia 
juga menjadi tuan rumah bagi dua lembaga penelitian internasional yaitu CIFOR 
(Pusat Penelitian Agroforesti Internasional) dan ICRAF (Pusat Penelitian 
Agroforestri Internasional) dan kedua NGO tersebut memiliki kegiatan, yaitu , 
memfokuskan pada program kegiatan konservasi baik jenis maupun pada bentang 
alam (landscape). Kegiatannya tidak terbatas pada itu saja, ada pula kegiatan 
yang sifatnya terfokus pada isu kebijakan dan upaya peningkatan kapasistas 
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perlindungan melalui penyadaran pendidikan baik di sekolah maupun bagi 
pengambil kabijakan. LSM atau organisasi masyarakat sipil (OMS) juga dapat 
berkontribusi dalam membangun Knowledge Centre dan perlu dibangun sistem 
komunikasi data dan informasi kehati dalam rangka memperkuat Balai Kliring 
Kehati (BK Kehati). 
Menurut catatan Indrawan, di Indonesia sekarang terdapat tidak kurang 
dari 600 lembaga non pemerintah atau OMS yang bergerak di bidang konservasi, 
400 di antaranya merupakan jejaring sebagai anggota Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (WALHI) yang bergerak di bidang konservasi dan pemberdayaan 
masyarakat.181 
 
3. Balai Kliring Keanekaragaman hayati182 
Mandat untuk membangun Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (BK 
Kehati) tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi 
Konvensi Keanekaragaman Hayati, sedangkan pada tingkat nasional 
dimandatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 tahun 2009 
tentang Pedoman Konservasi kehati di Daerah. Namun demikian, sampai dengan 
saat ini belum terbentuk Balai Kliring Kehati Indonesia. 
                                                             
181 Indrawan dkk, 2007, Biologi Konservasi, Yayasan Obor:Jakarta dalam Ibid., Hlm. 195. 
182 Lihat Ibid., Hlm. 196-199. 
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Kemeterian Lingkungan Hidup/KLH (sekarang Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan/KLHK) telah mengembangkan BK Kehati sejak tahun 
2002. Beberapa tantangan dalam mengubah BK Kehati antara lain: 
a. Dalam menjalankan fungsinya, BK Kehati belum dilengkapi dengan 
mandat dan tugas khusus sehingga secara operasional belum seperti yang 
diharapkan; dan  
b. SDM pengelola BK Kehati, secara kuantitas dan kualitas masih sangat 
kurang dari kebutuhan yang seharusnya sehingga fungsi BK Kehati 
berjalan dengan keterbatasan yang ada dan komitmen serta sulitnya 
memperoleh data dari mitra dari Kementerian/Lembaga terkait di pusat 
sehingga data yang tersedia bersumber dari Badan Lingkungan Hidup 
(BLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk profil 
keanekaragaman hayati. 
Balai Kliring Kehati adalah pusat untuk mengkomukasikan pengelolaan 
kehati secara keseluruhan baik riset untuk eksplorasi kehati, pemuktahiran 
identifikasi dan kondisi kehati, perkembangan pemanfaatan kehati, kerja sama 
dalam pengelolaan kehati (baik riset, pelestarian, dan pemanfaatan), maupun 
tempat pembicaraan tentang pemuktahiran kebijakan pengelolaan kehati secara 
keseluruhan. 
Balai Kliring merupakan pusat komunikasi tentang kehati sehingga 
semua hal yang berkaitan dengan kehati harus terkomunikasikan melalui Balai 
ini. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang saat ini menjadi Kementerian 
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan institusi pengelola Balai 
Kliring dan sekaligus menjadi focal point komunikasi kehati. 
Bala Kliring keanekaragaman hayati memiliki fungsi: 
a. Mempertemukan antara pengguna dengan penyedia data dan informasi 
kehati; 
b. Memantau implementasi Konvensi Kehati termasuk pelaksanaan IBSAP; 
c. Memfasilitasi akses untuk pertukaran data dan informasi di antara 
pemangku kepentingan di bidang kehati baik pada tingkat nasional, 
regional maupun internasional; 
d. Membantu upaya sosialisasi dan upaya untuk mengimplementasikan 
IBSAP dengan target nasionalnya; 
e. Menjadi rujukan dalam menjembatani terbentuknya kerja sama ilmiah 
dan teknis pada skala lokal, nasional, dan global. 
Kerangka substansi Konvensi Kehati mewajibkan Pemerintah Indonesia 
untuk membangun dan memfungsikan Balai Kliring Keamanan Hayati dan Balai 
Kliring Akses serta Pembagian Keuntungan (ABS) yang merupakan bagian dari 
balai kliring keanekaragaman hayati.  
a. Balai kliring keamanan hayati 
Balai Kliring Keamanan Hayati merupakan salah satu mandat dari 
Undang-undang No. 21 Tahun 2004 dan PP No. 21 Tahun 2005 untuk 
membentuk Balai Kliring Keamanan Hayati dengan tujuan untuk 
memfasilitasi pertukaran informasi yang sifatnya ilmiah, teknis, dan 
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informasi di bidang lingkungan hidup, hukum, pengalaman dalam 
penanganan produk rekayasa genetik (PRG) serta membantu parapihak dalam 
mengimplementasikan Protokol Cartagena. 
Berdasarkan Pasal 20 dalam Protokol Cartagena, Balai Kliring 
Keamanan Hayati ditetapkan sebagai bagian dari Balai Kliring 
Keanekaragaman Hayati (Clearing House Mechanism/CHM). 
Balai kliring keamanan hayati bersama Tim Teknis Keamanan Hayati 
Prg (TTKH PRG) yang merupakan bagian dari balai kliring keamanan hayati 
sendiri juga mendukung Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
Balai Kliring Keamanan hayati mempunyai tugas: 
1) Mengelola dan menyajikan informasi kepada publik mengenai 
prosedur, penerimaan permohonan, proses, dan ringkasan hasil 
pengkajian; 
2) Menerima masukan dari masyarakat dan menyampaikan hasil kajian 
dari masukan masyarakat; 
3) Menyampaikan informasi mengenai rumusan rekomendasi yang akan 
disampaikan kepada Menteri LH, menteri yang berwenang, dan 
kepala lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang 
berwenang; 
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4) Menyampaikan informasi mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh 
Menteri LH, Menteri yang berwenang, dan kepala LPNK yang 
berwenang atas permohonan yang telah dikaji kepada publik; 
5) Mengelola dan menyajikan inform mandatasi yang wajib disediakan 
oleh BKKH sesuai mandat Protokol Cartagena tentang Keamanan 
Hayati;serta 
6) Memfasilitasi pertukaran informasi yang bersifat ilmiah, teknis, dan 
informasi di bidang lingkugan dan hukum, serta pengalaman tentang 
pemanfaatan PRG. 
TTKH PRG telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) Ketua 
KKH PRG Nomor 01/KKH-PRG/11/2011 Tanggal 4 November 2011. Ada 3 
(tiga) bidang dalam TTKH PRG, yaitu TTKH PRG Bidang Keamanan 
Lingkungan, TTKH PRG Bidang Keamanan Pangan, dan TTKH PRG Bidang 
Keamanan Pakan. Sampai dengan tahun 2014, telah dihasilkan beberapa 
rekomendasi keamanan hayati oleh Komisi Keamanan Hayati sebagai 
berikut: 16 rekomendasi pangan, tiga rekomendasi keamanan pakan dan satu 
rekomendasi keamanan lingkungan. KKH PRG juga telah mengeluarkan 
beberapa persetujuan untuk pelaksanaan pengkajian keamanan hayati dan 
pengujian PRG di fasilitas uji terbatas dan lapangan uji terbatas. Saat ini, 
TTKH PRG Bidang Keamanan Lingkungan telah melakukan pengkajian 
keamanan hayati terhadap: 
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1) Satu proposal penelitian PRG di Laboratorium; 
2) Satu proposal penelitian PRG di Lapangan Uji Terbatas; 
3) Delapan belas pengkajian keamanan ingkungan terdiri atas tiga 
pengkajian keamanan lingkungan tanaman PRG dan 15 Pengkajian 
keamanan lingkungan jasad renik PRG. 
b. Balai Kliring Akses Serta Pembagian Keuntungan (Clearing House of 
Acces and Benefit Sharing) 
Balai Kiring Akses serta pembagian keuntungan (BK ABS) 
merupakan bagian dari Balai Kliring kehati yang merupakan mandat Protokol 
Nagoya. Hanya saja setelah diratifikasinya Protokol Nagoya belum ada 
pengaturan yang lebih teknis lagi sehingga balai kliring akses serta 
pembagian keuntungan belum dapat dijabarkan lebih detail sebagaimana 
balai kliring keamanan hayati yang didasari dengan uu ratifikasi Protokol 
Cartagena dan peraturan pemerintah tentang keamanan hayati yang 
merupakan turunannya.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Secara umum implementasi CBD pada sektor kelautan di Indonesia sudah 
proporsional dibuktikan dengan:  
1. Sudah banyaknya lahir peraturan perundang-undangan nasional dalam 
konteks perlindungan kehati di laut, namun memang masih banyak 
memerlukan peraturan turunan dan pelaksanaan dalam konteks pengelolaan 
kehati kekinian dan sesuai dengan tantangan saat ini dan kedepan. Salah satu 
contohnya Protokol Nagoya yang hingga saat ini belum memiliki peraturan 
turunan sebagaimana protokol Cartagena dengan PP No. 21 Tahun 2005 
tentang keamanan hayati. Selain itu masih perlu juga untuk diharmonisasikan 
untuk menjamin terlaksananya perlindungan kehati. Salah satu contoh yang 
perlu diharmonisasikan adalah definisi hewan yang termuat dalam UU 
tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, dengan UU tentang peternakan 
dan kesehatan hewan, yang mana UU tentang karantina mendefinisikan 
hewan sebagai semua binatang yang hidup di darat saja, sementara pada UU 
tentang peternakan hewan didefinisikan tidak hanya mencakup yang hidup di 
darat saja tetapi juga termasuk yang hidup di air dan udara;  
2. Lembaga perihal pengelolaan kehati sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
CBD sudah semakin berkembang. Walaupun demikian, ternyata hingga saat 
ini Balai Kliring Kehati (BK Kehati) belum terbentuk. Padahal BK Kehati 
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merupakan salah satu mandat CBD dan pumpunan kegiatan nasional 
(national focal point) dalam pengelolaan kehati. Kemudian di sektor teknis, 
diperlukan koordinasi dan harmonisasi kelembagaan yang baik yang ditopang 
dengan kesadaran dan keseriusan serta kekonsistenan kelembagaan. Salah 
satu contoh dalam hal kurangnya koordinasi ialah sosialisasi tentang CBD 
yang merupakan salah satu instrumen hukum utama bidang kehati yang 
belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan aparat daerah, unit pelaksana 
teknis dari lembaga yang merupakan salah satu national focal point.   
B. SARAN 
Keanekaragaman hayati merupakan bagian dari hak warga negara yang 
dijamin oleh konstitusi sebagai hak asasi dalam aspek lingkungan hidup yang 
merupakan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh 
karenanya: 
1. Sangat perlu untuk diperhatikan, dikelola dengan baik dan serius tanpa diikuti 
dengan ego sektoral dari pihak pemerintah termasuk mengenai pengaturan 
serta pelimpahan atau pembagian kewenang dalam hal pengelolaan 
keanekaragaman hayati yang jujur untuk memenuhi hak warga negara; 
2. Agar hal tersebut dapat tercapai dibutuhkan pengembangan sumber daya 
manusia agar dapat memadai dalam pengeloalaan keanekaragaman hayati 
bukan hanya pada aspek ilmu pengetahuan, termasuk juga tentang 
pembangunan akhlak dan karakter yang lebih baik.
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